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MOTTO 

 

“Tanah sebagai mustaqar, tempat hunian manusia menetap selama hidupnya di dunia. Tanah 

adalah tempat manusia berasal, tempat manusia berpijak, dan tempat manusia kembali dalam 

kematiannya”. (Q.S. At Thaha ayat 55) 

 

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, ibarat tanah begitu mulia 

memberikan kehidupan dan kelimpahan bagi manusia”. (Anonim) 
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ABSTRAK 

 

Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi peluang dan tantangan dalam percepatan 

pendaftaran tanah, serta mengeksplorasi model dan dampak kolaborasi antara pemerintah dan 

sektor swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung program 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan 

menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan historis.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran dan kekurangan sumber daya 

manusia (SDM), khususnya Surveyor Kadaster Berlisensi, merupakan tantangan utama. 

Kolaborasi antara pemerintah dan swasta, terutama melalui CSR, dapat mempercepat proses 

pendaftaran tanah dengan meningkatkan alokasi anggaran dan kapasitas SDM, serta 

memperbaiki kualitas data melalui teknologi modern. Model kolaborasi ini diharapkan dapat 

mengurangi sengketa dan meningkatkan kepastian hukum serta kesejahteraan masyarakat, 

terutama melalui program PTSL. Evaluasi kerangka hukum dan rekomendasi peningkatan 

kerangka hukum, serta kualitas data juga diusulkan untuk mendukung keberhasilan program 

PTSL. 

Kesimpulannya untuk mencapai target PTSL pada tahun 2025, perlu dilakukan 

peningkatan anggaran, penguatan kapasitas SDM, serta perbaikan kualitas data dengan dukungan 

dari sektor swasta melalui CSR. Model kolaborasi ini akan mempercepat proses dan 

meningkatkan efektivitas pendaftaran tanah, serta memberikan kontribusi positif terhadap 

penyelesaian masalah agraria di Indonesia. 

 

Kata Kunci: Kolaborasi Pemerintah dan Swasta, Corporate Social Responsibility, Surveyor   

Kadaster Berlisensi, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xii 
 

ABSTRACT 

 

The research aims to evaluate the opportunities and challenges in accelerating land 

registration, as well as to explore the models and impacts of collaboration between the 

government and the private sector through Corporate Social Responsibility (CSR) to support the 

Complete Systematic Land Registration program (PTSL). This research is normative legal in 

nature, using an approach based on legislation, conceptual analysis, and historical context.  

The research results indicate that budget constraints and a shortage of human resources, 

particularly Licensed Cadastre Surveyors, are the main challenges. Collaboration between the 

government and the private sector, especially through CSR, can accelerate the land registration 

process by enhancing budget allocation and human resource capacity, as well as improving data 

quality through modern technology. This collaboration model is expected to reduce disputes and 

enhance legal certainty as well as community welfare, particularly through the PTSL program. 

An evaluation of the legal framework and recommendations for improving the legal framework, 

as well as data quality, are also proposed to support the success of the PTSL program.  

In conclusion, to achieve the PTSL target by 2025, it is necessary to increase the budget, 

strengthen human resource capacity, and improve data quality with support from the private 

sector through CSR. This collaboration model will expedite the process and enhance the 

effectiveness of land registration, as well as make a positive contribution to resolving agrarian 

issues in Indonesia. 

Keywords: Government and Private Sector Collaboration, Corporate Social Responsibility, 

Licensed Cadastre Surveyor, Complete Systematic Land Registration. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 

Tanah merupakan elemen penting dalam pembangunan nasional,1 sehingga perlu 

dikelola dan diatur, serta diarahkan untuk mewujudkan tanah sebesar-besarnya bagi 

kemakmuran rakyat. Sejalan dengan tugas pengelolaan tanah yang dimaksud dalam Pasal 6 

Tap MPR No. IX Tahun 2001 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) mengamanatkan kepada 

Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia.  

Sejak dimulainya pendaftaran tanah tahun 1961 sampai dengan tahun 2017 jumlah 

bidang tanah yang sudah terdaftar di seluruh wilayah Indonesia masih belum menunjukkan 

jumlah yang cukup signifikan, yakni hanya sekitar 46 juta bidang tanah dari total seluruh 

bidang tanah sebesar 126 juta hektar. Berdasarkan Data Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut 

Kementerian ATR/BPN) tahun 2015 jumlah bidang tanah di Indonesia sejumlah 90.622.503 

bidang, dengan jumlah bidang tanah yang telah terdaftar 35.789.766 bidang dan 54.832.737 

bidang belum terdaftar, sehingga terdapat 61% bidang tanah belum terdaftar, artinya 61% 

bidang tanah yang ada di Indonesia belum diukur dan belum dipetakan oleh Kementerian 

ATR/BPN.2  

Berdasarkan Data Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar juga disebutkan 

ternyata baru sekitar 27,7 juta bidang tanah yang terdaftar yang diketahui letak dan 

                                                             
1 Mukmin Zaikie, “Konflik AIgrairiai Yaing Taik Pernaih Reda i”, Jurnail Legaility, Vol.24, No.1, (2016), hlm 49, 

dailaim https://ejournail.umm.aic.id/index.php/legaility/airticle/view/4256 
2 Muh AIrif Suhaittainto, “Memba ingun Pendaifta irain Tainaih Tepa it Gunai untuk Percepaitain Proses Pendaifta itain 

Tainaih di Indonesiai” Maika ilaih Disaimpaiikain paidai Semina ir Naisionail 3rd CGISE (Conference on Geospaitiail 
Informaition Science aind Engineering) dain FIT ISI (Forum Ilmiaih Taihunain Ikaitain Surveyor Indonesiai), dengain 

temai “Spirit Kebija ikain Saitu Petai dailaim Ra ingkai Mendorong Percepa itain Pembuaitain Petai Desa i, Peta i Renca inai Deta iil 

Taitai Ruaing, dain Pembaingunain Infraistruktur”  Yogya ika irta i, 2016, FIT ISI dain CGISE, Teknik Geodesi UGM, 

Yogya ika irtai, 2016, hlm 500. Lihait: AIchmaid Zaienuri, “Perainain Kaintor Jaisai Surveyor Kaidaister Berlisensi (KJSB) 

Da ilaim Pelaiksainaiain Pendaiftairain Tainaih Sistemaitis Lengkaip (Studi Kaisus di Kaintor Pertainaihain Kaibupa iten 

Ka iraingainya ir)”, Jurnail Dinaimikai Hukum, Vol.10, No.1, (2019). 

https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/4256
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bentuknya, sedangkan sisanya masih merupakan bidang-bidang tanah yang melayang-layang 

tanpa diketahui posisinya diatas permukaan bumi, sehingga menjadikan Kementerian 

ATR/BPN belum memiliki basis data yang lengkap, benar, akurat dan terstruktur mengenai 

pertanahan.3 Kondisi inilah yang ditengarai sebagai salah satu faktor penyebab timbulnya 

sengketa, konflik dan perkara pertanahan di Indonesia kian meningkat,4 tingginya jumlah 

tumpang tindih pemilikan maupun penguasaan tanah,5 ketidakadilan penguasaan tanah, 

ketimpangan kepemilikan tanah serta ketidakjelasan kepastian hak atas tanah,6 serta 

terjadinya penyerobotan lahan garapan oleh perusahaan masih tinggi dikarenakan belum 

tuntasnya pendaftaran tanah dan administrasi pertanahan yang masih bermasalah.7 

Oleh karena itu salah satu agenda prioritas dalam rangka percepatan pendaftaran 

tanah dan menuntaskan permasalahan agraria/pertanahan agar tanah dapat memberikan 

keadilan dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu dengan melaksanakan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (selanjutnya disebut PTSL). PTSL kemudian diatur 

lebih lanjut dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan PTSL di 

Seluruh Wilayah Indonesia (selanjutnya disebut Inpres No. 2 Tahun 2018) dan diperkuat 

dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 6 Tahun 2018 mengenai Percepatan PTSL (selanjutnya disebut Permen ATR/Kepala 

BPN No. 6 Tahun 2018). Kementerian ATR/BPN menargetkan 126 juta bidang tanah sudah 

terdaftar pada tahun 2025, dengan capaian sudah terdaftar 101 juta bidang tanah atau 80,25 

persen secara nasional dan diperkirakan tanah yang belum didaftarkan berkisar 25,2 juta 

bidang tanah, sehingga capaian program PTSL dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, 

                                                             
3 Rendrai Onny Fernaindo Chaindrai, “Penyelesa iiain Sengketai Sertifikait Gaindai Ha ik AItais Tainaih Menurut PP 

No.24/1997 Tentaing Pendaifta irain Tainaih”, Dinaimikai Jurnail Ilmiaih Ilmu Hukum, Vol.26, No.3, 358-371, (2020), hlm 

369. Lihait: I Gede Kusumai AIrtikai dain Westi Utaimi, “Percepa itain Pembenaihain Daitai Bidaing Tainaih Kluster 4 Melailui 

Survei Daitai Pertainaihain”, Bhumi Jurnail AIgrairiai dain Pertainaihain, Vol. 6, No.1, 66-79, (2020), hlm 67. 
4 Mukmin Zaikie, Konflik … op. cit., hlm 44. Lihait: I Gede Kusumai AIrtikai dain Westi Utaimi, loc. cit. 
5 I Gede Kusumai AIrtikai dain Westi Uta imi, loc. cit. 
6 AIditya i Nursaimsi Mohaimmaid, et. ail., “Kebija ikain Penda iftairain Tainaih Sistema itis Lengkaip di Kotai 

Ma inaido”, Eksekutif Jurnail, Jurusain Ilmu Pemerintaihain, Vol.1, No.1, (2018). Lihait: I Gede Kusumai AIrtikai dain 

Westi Uta imi, loc. cit. 
7 https://lppi.umy.a ic.id/wp-content/uploa ids/2019/05/Caitaihu-2018-KPAI-Laiyout-Finail-

dikompresi_compressed_compressed-min-min-1_compressed-1_reduce_reduce-dikompresi_compressed-

1_compressed-pdf.io_.pdf,  “Caitaitain AIkhir Taihun Konsorsium Pembairuain AIgrairiai (KPAI) Taihun 2018, Maisa i 

Depa in Reformai AIgrairiai Melaimpaiui Taihun Politik”, AIkses 1 Juli 2024.  

https://lppi.umy.ac.id/wp-content/uploads/2019/05/Catahu-2018-KPA-Layout-Final-dikompresi_compressed_compressed-min-min-1_compressed-1_reduce_reduce-dikompresi_compressed-1_compressed-pdf.io_.pdf
https://lppi.umy.ac.id/wp-content/uploads/2019/05/Catahu-2018-KPA-Layout-Final-dikompresi_compressed_compressed-min-min-1_compressed-1_reduce_reduce-dikompresi_compressed-1_compressed-pdf.io_.pdf
https://lppi.umy.ac.id/wp-content/uploads/2019/05/Catahu-2018-KPA-Layout-Final-dikompresi_compressed_compressed-min-min-1_compressed-1_reduce_reduce-dikompresi_compressed-1_compressed-pdf.io_.pdf
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sebanyak 54,8 juta bidang tanah sudah terdaftar dan sebanyak 67,5 persen atau 85 juta 

bidang tanah di seluruh Indonesia telah bersertifikat.8 

Target PTSL yang dibebankan kepada Kementerian ATR/BPN setiap tahunnya akan 

terus bertambah guna mempercepat pendaftaran tanah, sehingga diharapkan pada tahun 

2025 seluruh bidang tanah telah memiliki sertipikat hak atas tanah.9 Adapun target PTSL 

tahun 2017 sebanyak 5 juta bidang tanah; tahun 2018 meningkat menjadi 7 juta bidang 

tanah; tahun 2019 sebanyak 9 juta bidang tanah.10 Sementara pada tahun 2020 karena 

adanya kebijakan pemangkasan anggaran dalam percepatan penanganan Covid-19 di 

Indonesia,11 menjadikan target dan capaian PTSL cenderung menurun dari tahun ke tahun, 

utamanya setelah tahun 2019, yaitu dari target sertipikasi 10 juta bidang per tahun menjadi 

5-7 juta bidang per tahun. Selain itu, capaian PTSL pun juga menurun yaitu kurang dari 90% 

pada tahun 2020 dan 80% pada tahun 2021.12  

Kementerian ATR/BPN juga mengungkapkan bahwa 26 juta bidang tanah masih 

belum terdaftar pada program PTSL, karena terkendala terbatasnya anggaran yang diperoleh 

Kementerian ATR/BPN, sehingga penyelesaian pendaftaran PTSL akan dilakukan secara 

bertahap, dan tahun 2023 sebanyak 5,9 juta bidang tanah ditargetkan akan tersertifikasi 

melalui program PTSL.13 Kemudian untuk mencapai target PTSL 2024, diperlukan 

tambahan anggaran sebesar Rp 675,89 miliar, sementara anggaran yang tersedia saat ini 

hanya mencukupi untuk menyelesaikan 3-4 juta bidang tanah, sedangkan target PTSL tahun 

                                                             
8 AIde Mirainti Kairuniai dain Erlainggai Djumenai, “Kementeriain AITR: Sudaih 101 Jutai Bida ing Tainaih 

Terdaifta ir”, da ilaim https://Money.Kompa is.Com/Rea id/2023/02/01/203900826/Kementeriain-AItr--Sudaih-101-Jutai-

Bida ing-Tainaih-Terdaifta ir, AIkses 1 Juni 2024. 
9 I Gede Kusumai AIrtikai dain Westi Uta imi, loc. cit. 
10 Sain Yuain Siraiit, Muhaimmaid Naizer, Busrya i AIzheri, “Sertifikaisi Tainaih Prograim Pendaifta irain Tainaih 

Sistemaitis Lengkaip: Deskripsi dain Mainfaiaitnya i”, Bhumi Jurnail AIgrairiai dain Pertainaihain, Vol.6, No.2, (2020), hlm 

239.  
11 Peraiturain Presiden Republik Indonesiai Nomor 54 Taihun 2020 tentaing Perubaihain Postur dain Rinciain 

AInggairain Pendaipa itain dain Belainjai Negairai Taihun AInggaira in 2020 tainggail 3 AIpril 2020; Surait Edairain Menteri 

Keua ingain RI Nomor S-302/MK.02/2020 tainggail 15 AIpril 2020 perihail Laingkaih-laingkaih Penyesua iia in Bela injai 

Kementeriain/Lembaiga i Taihun AInggairain 2020; sertai airaihain paida i Ra ipait Pimpinain paidai tainggail 20 AIpril 2020, maikai 

Kementeriain AITR/ BPN menindaiklainjuti dengain Surait Sekretairis Jenderail Nomor PR.02.01/648-100/IV/2020 

tainggail 22 AIpil 2020 perihail Penghemaitain AInggairain Bela inja i Kementeriain AITR/BPN Taihun AInggairain 2020 sailaih 
sa itunya i dengain menguraingi tairget dain ainggairain PTSL. Lihait: https://ainggairain.kemenkeu.go.id/in/post/perubaihain-

postur-dain-rinciain-aipbn-2020-di-maisa i-paindemi-covid-19, AIkses 29 Mei 2020. 
12 Supaidno dain Rohmait Junairto, “Mengaitaisi Permaisa ilaihain Pertainaihain Dengain Gotong Royong dain 

Mengaingkait Ekonomi Keraikya ita in Dengain Sertipikaisi Tainaih”, Jurnail Tunais AIgrairiai, Vol.5, No.3, (2022), hlm 271. 
13 https://naisionail.kontain.co.id/news/terbaitais-a inggairain-kepa ilai-bpn-26-jutai-tainaih-belum-terdaifta ir-ptsl, 

AIkses 20 Jainuairi 2023 

https://money.kompas.com/Read/2023/02/01/203900826/Kementerian-Atr--Sudah-101-Juta-Bidang-Tanah-Terdaftar
https://money.kompas.com/Read/2023/02/01/203900826/Kementerian-Atr--Sudah-101-Juta-Bidang-Tanah-Terdaftar
https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/perubahan-postur-dan-rincian-apbn-2020-di-masa-pandemi-covid-19
https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/perubahan-postur-dan-rincian-apbn-2020-di-masa-pandemi-covid-19
https://nasional.kontan.co.id/news/terbatas-anggaran-kepala-bpn-26-juta-tanah-belum-terdaftar-ptsl
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2024 masih kurang 9 juta bidang tanah lagi atau capaiannya baru sekitar 111 juta bidang 

tanah.14 

Mengingat adanya kendala dengan terbatasnya anggaran yang diperoleh 

Kementerian ATR/BPN, sehingga menyebabkan    proyeksi capaian Indonesia lengkap tahun 

2024 menjadi harus dikaji kembali baik metode dan terutama angggarannya. Hal tersebut 

tentu saja menjadi tantangan besar dalam usaha untuk mendaftar tanah-tanah di Indonesia, 

mengingat anggaran yang terbatas akan berdampak langsung pada kemampuan pemerintah 

untuk melakukan pengukuran dan pemetaan yang komprehensif dan berkualitas.  

Oleh karena, sejak diluncurkan pada tahun 2017 program PTSL hanya berfokus pada 

penentuan prioritas sertifikasi tanah, sehingga perhatian terhadap peningkatan kualitas data 

hanya menjadi sebuah renungan. Berdasarkan Data Kementerian ATR/ BPN Tahun 2020, 

dari 57 juta hak milik yang terdaftar (sekitar 30% dari total perkiraan jumlah bidang tanah di 

Indonesia), banyak yang masih kekurangan geo-referensi atau plotting,15 sehingga 

diperlukan perbaikan bertahap terhadap sistem administrasi pertanahan dan evaluasi untuk 

meningkatkan kualitas, karena jumlah bidang tanah yang belum dipetakan masih tinggi.16 

Dalam proses pendaftaran tanah kegiatan pengukuran kadaster merupakan kegiatan 

utama yang menentukan kualitas data tanah, karena ujung tombak pendataan fisik dalam 

proses pendaftaran tanah adalah kegiatan pengukuran bidang tanah yang dilakukan oleh 

petugas pengukuran atau dikenal dengan istilah surveyor yang dalam dunia internasional 

lebih dikenal dengan sebutan Cadaster Surveyor. Data fisik dan data yuridis ibarat dua sisi 

mata uang yang merupakan satu kesatuan variabel kepastian hukum dalam pendaftaran 

tanah. Peran surveyor kadaster sebagai petugas pengukuran yang mengumpulkan data fisik 

guna memberikan kepastian hukum mengenai objek hak dalam pendaftaran tanah, sehingga 

                                                             
14 https://www.kompa is.com/properti/reaid/2024/04/03/172107221/kejair-tairget-ptsl-aihy-mintai-taimbaihain-

a ingga irain-ke-sri-mulya ini, AIkses 01 AIpril 2024. 
15 Plotting bidaing tainaih merupaika in haisil penggaimba irain ulaing seca irai digitail (digita ilisaisi) Surait Ukur (SU) 

ya ing dipetaika in ke dailaim petai pendaifta irain tainaih. Pemetaia in bida ing tainaih aitaiu plotting bertujuain untuk memetaika in 
bida ing tainaih ya ing telaih bersertipikait kedailaim aiplika isi komputerisaisi kegiaitain pertainaihain (KKP) seca irai digitail. 

Surait ukur aida ilaih dokumen ya ing memuait daitai fisik suaitu bidaing tainaih dailaim bentuk petai dain uraiiain. Pengukurain 

dain pemetaia in bidaing tainaih sistemaitis lengkaip dilaiksa inaika in setelaih desai/keluraihain a itaiu naimai la iin ya ing setingkait 

tersebut ditetaipkain menjaidi loka isi Pendaifta irain Tainaih Sistema itis Lengkaip. 
16 Triais AIditya i, et. ail., “Title Vailidaition aind Collaibora itive Ma ipping to AIcceleraite Quaility AIssuraince of 

La ind Registraition”, Laind Use Policy 109, (2021). 

https://www.kompas.com/properti/read/2024/04/03/172107221/kejar-target-ptsl-ahy-minta-tambahan-anggaran-ke-sri-mulyani
https://www.kompas.com/properti/read/2024/04/03/172107221/kejar-target-ptsl-ahy-minta-tambahan-anggaran-ke-sri-mulyani
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surveyor kadaster semata-mata tidak hanya untuk mensukseskan agenda prioritas 

pemerintah dalam program PTSL, namun juga dalam rangka mensukseskan program 

pemerintah lainnya seperti menjaga data pertanahan.17 

Keberadaan Surveyor Berlisensi di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 

(selanjutnya disebut Permen ATR/KBPN No. 9 Tahun 2021). Berdasarkan data Kementerian 

ATR/ BPN Tahun 2017 total keseluruhan Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut SDM) 

Pengukuran dan Pemetaan adalah sebanyak 6.218 orang yang terdiri atas Petugas Ukur 

Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut ASN) Kementerian ATR/BPN sebanyak 2.771 

orang, sedangkan Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB) sebanyak 3.447 orang yang terdiri 

dari 529 orang Surveyor Kadaster (SK) dan Asisten Surveyor Kadaster (ASK) sebanyak 

2.918 orang.18 Sementara Data per Maret 2020, terdapat 13.216 SKB yang terdiri dari 2.275 

SK dan 10.941 Surveyor Kadaster Pembantu (selanjutnya disebut ASK).19 20 

Dengan memperkirakan satu orang hanya bisa mencapai 1.000 bidang per tahun, 

maka kira-kira hanya 2 juta bidang saja yang bisa diukur.21 Berdasarkan perhitungan 

kapasitas petugas ukur, satu orang petugas ukur       mampu mengukur 10 bidang tanah per hari dan 

dalam 100 hari per tahun, maka untuk dapat menyelesaikan 5 juta bidang pada tahun 2017, 

masih diperlukan tambahan 960 tambahan petugas ukur non ASN, sehingga diperlukan 

                                                             
17 AIziz Djaibba irudin, “Caidaistrail Surveyor in Laind Registraition System in Indonesiai: AI Current 

Developments”, Journail of Laiw aind Legail Reform, 1(4), 705-722, hlm 708, https://doi.org/10.15294/jllr.v1i4.39889 
18 Kusmiairto, “Problema itikai Pembenaihain Daitai Spaisiail Bidaing Tainaih Di Kementeriain AIgrairiai Dain Taitai 

Rua ing/ Baidain Pertainaihain Naisionail” Maikailaih Disaimpaiika in paidai Prosiding Seminair Naisionail: Problemaitikai 

Pertainaihain dain Straitegi Penyelesaiiainnyai, STPN dain Pusa it Studi Hukum AIgrairiai-Faikultais Hukum Universitais 

Trisaikti, 2017, hlm 182-183. 
19 I Williaimson, “Best Praictices for Laind AIdministraition Systems in Developing Countries: Internaitionail 

Conference on laind Policy Reform” Maika ilaih Disaimpaiikain paidai LA IP-C Project, 25-27 July 2000, World Baink: 

Ja ikairtai, Indonesiai, 2000. 
20 Dwi Budi Mairtono, et. ail., “Caidaistre Typology a is ai Ba iseline for Incrementail Improvement of Spaitiail 

Caida istre in Jaika irtai: Towa irds ai Complete Caidaistre”, Laind, 11, 1732, (2022), hlm 10-11, dailaim 
https://doi.org/10.3390/laind11101732 

21 Hendry Yuli Wibowo, “Implementaition of Complete Systema itic Laind Registraition in Order to 

Modernize Indonesiain Laind AIdministraition System”, Fig Working Week 2019 Geosptiail Informaition for ai Smairter 

Life aind Environment Resilience, Ha inoi, Vietnaim, (AIpril 2019), hlm 22-29, dailaim 

https://www.resea irchgaite.net/publicaition/343152008_Implementaition_of_Complete_Systema itic_Laind_Registraition

_in_Order_to_Modernize_Indonesiain_Laind_AIdministraition_System 
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penambahan SKB.22 Jelas terlihat bahwa jumlah surveyor tanah internal tidak mencukupi 

untuk mencapai target pendaftaran tanah, sehingga perlu melibatkan SKB. Sementara itu, 

merekrut surveyor tanah baru tidak mungkin dilakukan karena memerlukan anggaran negara 

yang besar dan berjangka panjang, karena diperlukan peralatan survei dan pemetaan 

berteknologi tinggi,23 seperti survei tanah, pemetaan, verifikasi dokumen, dan penerbitan 

sertifikat tanah.24 Dengan adanya keterbatasan sumber daya finansial, maka dapat 

mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat dalam konteks PTSL, 

sehingga dapat menyebabkan ketidakpastian dalam proses pendaftaran tanah dan 

meningkatkan risiko sengketa di kemudian hari.25 

Dalam menghadapi tantangan besar terkait pendaftaran tanah dan percepatan PTSL 

di Indonesia, pemerintah memerlukan alternatif pembiayaan yang inovatif dan kreatif, yaitu 

melalui sumber pembiayaan non-konvensional yang dapat menjadi solusi efektif. Salah satu 

instrumen pembiayaan non-konvensional yang signifikan adalah Corporate Social 

Responsibility (selanjutnya disebut CSR), yaitu pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak 

ketiga, termasuk swasta dan masyarakat, untuk mendukung pelaksanaan program PTSL.  

Sebagaimana merujuk pada penelitian Aanchal Anand dkk,26 maupun penelitian dari 

Ana Garcia (Pantai Gading Afrika subSahara Barat),27 dalam mengatasi permasalahan 

                                                             
22 Hendry Yuli Wibowo, “Criticail Review Pendaifta irain Tainaih Sistemaitis Di Indonesiai Saimpaii Taihun 

2024”, Elipsoidai Jurnail Geodesi dain Geomaitikai, No.2 Vol.4 (Desember 2021), hlm 67, dailaim 

https://doi.org/10.14710/elipsoidai.2021.15156. 
23 Diaih Dzihrinai, Heru Murti, Ha inhain L. Sya ihid, “AI Waiy to AIccelera ite Laind Registraition Prograimme 

through Pairticipa itory Ma ipping (Caise Study: Indonesiai)” Ma ikailaih Disaimpaiikain paidai FIG Working Week 2017 

Surveying the world of tomorrow-From digitailisaition to aiugmented reaility, Helsinki, Finlaind, Maiy 29–June 2, 

2017, dailaim 

https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2017/paipers/iss7b/ISS7B_dzihrinai_murti_et_ail_9106.

pdf. Lihait: Tony Burns, Kaite Faiirlie, Fraimework for Costing aind Finaincing Laind AIdministraition Services 

(CoFLA IS), (Naiirobi, Kenya i: UN-HAIBITAIT-FIG-GLTN, 2018) dailaim https://mirror.gltn.net/index.php/ 

component/jdownloa ids/downloa id/2-gltn-documents/2196-fra imework-for-costing-aind-finaincing-laindaidministraition-

services-cofla is, hlm 16. 
24 Muhaimmaid Noor, et. ail., Collaiboraitive Governaince Suaitu Tinjaiuain Teoritis dain Praiktik, Cetaikain 

Pertaimai, (Yogya ika irtai: Bildung, 2022), hlm 42-43. Lihait: Putri AIndaiya ini Br Sitepu dain Rio Yusri Maiulainai, “Taita i 

Kelola i Prograim Corporaite Socia il Responsibility (CSR) Melailui Konsep Colla ibora itive Governaince Dailaim 

Menunjaing Prograim Pembaingunain Daieraih”, Jurnail Ilmu Pemerintaihain Widyai Praijai, Vol.47, No.1, (2021), hlm 81. 
25 Ibid. 
26 AIainchail AInaind. et,ail, Public Privaite Pairtnership in Laind AIdministraition, AInailyticail aind Operaitionail 

Fraimeworks, (Waishington Dc USAI: World Ba ink Publicaitions, The World Baink Group, 2020).  
27 AInai Gaircíai-Morán, Simon Ulvund, Evai-Mairiai Unger, AInd Rohain Mairk Bennett, Exploring PPPPS in 

Support of Fit-For-Purpose Laind AIdministraition: AI Caise Study from Côte D’ivoire, (Switzerlain: MDPI, Baisel 10, 

892, 2021). 

https://doi.org/10.14710/elipsoida.2021.15156
https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2017/papers/iss7b/ISS7B_dzihrina_murti_et_al_9106.pdf
https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2017/papers/iss7b/ISS7B_dzihrina_murti_et_al_9106.pdf
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pertanahan, meningkatkan sistem dan layanan administrasi pertanahan, serta memperkuat 

administrasi pertanahan jangka panjang, maka membutuhkan sumber daya dan pendanaan 

yang besar, sehingga dibutuhkan peran pemerintah sebagai penggerak CSR untuk 

merumuskan kebijakan, agar dunia usaha memenuhi tanggung jawab sosialnya, dengan 

melalui Kemitraan Publik Swasta (KPS). Sementara di Indonesia, pada Tahun 2016 

Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan Kota Surabaya I menerapkan konsep 

kolaborasi pemerintah dan swasta melalui optimalisasi dana CSR dalam rangka melakukan 

percepatan sertifikasi tanah dan mengatasi keterbatasan Anggaran APBN, yaitu dengan cara 

menggandeng 9 perusahaan swasta untuk membantu pembiayaan sertifikasi 6.500 bidang 

tanah yang ada di wilayah Surabaya I. Kesembilan perusahaan yang bergerak di bidang 

properti tersebut yaitu Ciputra Group, Pakuwon Group, PT Bhakti Tamara, Podojoyo 

Masyhur Group, PT Dian Permana, PT Trijaya Kartika, Lamicitra Nusantara Tbk, PT Gala 

Bumi Perkasa, dan Maspion Group.28 

Dalam pelaksanaannya CSR oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia terus 

meningkat dari waktu ke waktu. Setidaknya bisa dilihat dari gencarnya publikasi terkait 

dengan implementasi CSR di media cetak dan elektronik; serta beragam upaya pemerintah 

provinsi, kabupaten dan kota untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait 

dengan pelaksanaan CSR di wilayah propinsi, kabupaten dan kota bersangkutan. Merujuk 

pada penelitian Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC), pada tahun 2001 

dana CSR di Indonesia mencapai lebih dari 115 miliar rupiah atau sekitar 11,5 juta dollar AS 

dari 180 perusahaan yang dibelanjakan untuk 279 kegiatan sosial yang terekam oleh media 

massa. Angka rata-rata perusahaan yang menyumbangkan dana untuk kegiatan CSR adalah 

sekitar 640 juta rupiah atau sekitar 413 juta rupiah per kegiatan. Sebagai perbandingan, di 

Amerika Serikat alokasi sumbangan dana CSR pada tahun 1998 mencapai 21,51 miliar dollar 

dan tahun 2000 mencapai 203 miliar dollar atau sekitar 2.030 triliun rupiah.29 Sementara 

                                                             
28 Ridwa in AIji Pitoko, 

https://properti.kompais.com/reaid/2016/11/18/170000721/penting.mulaii.2017.sertifikaisi.tainaih.graitis. “Penting Mulaii 

2017 Sertifikait Tainaih Graitis”, AIkses 15 Jainuairi 2017. 
29 Za iim Saiidi dain Haimid AIbidin, Waicainai dain Praiktek Kedermaiwainain Sosiail di Indonesiai (Jaika irtai: 

Piraimediai, 2004) 
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menurut Padmamitra Award Tahun 2022 Forum Corporate Social Responsibility Indonesia, 

jika dana CSR benar-benar dioptimalkan, maka dapat mencapai sekitar Rp 80 triliun.30  

Dalam hal ini pemerintah bahkan telah mendorong kolaborasi pendanaan baik dari 

APBN, APBD, BUMN, dan swasta, yaitu salah satunya melalui CSR untuk menunjang 

program pemerintah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka, pendek, 

menengah, dan panjang.31 Hal ini dengan mendasarkan pada landasan filosofis pengaturan 

CSR pada penerapan nilai-nilai Pancasila khususnya sila kedua, keempat, dan kelima dalam 

operasi bisnisnya. Dalam sistem ekonomi Pancasila tujuan perusahaan adalah untuk 

melayani kepentingan ekonomi semua golongan yang tersangkut dalam perusahaan baik 

yang ada di dalam maupun yang di luar lingkungan perusahaan, baik yang mempengaruhi 

maupun yang dipengaruhi perusahaan yang disebut dengan stakeholders, yaitu antara lain: 

pemilik modal, karyawan, langganan, masyarakat dan lingkungan sekitar, serta pemerintah. 

Nilai-nilai Pancasila dari perusahaan yang melaksanakan CSR tidak hanya sekedar 

berorientasi pada keuntungan semata melainkan berorientasi pada triple bottom line, yaitu 

profit, people, dan planet, sehingga perusahaan tidak lagi berpijak pada shareholder theory 

melainkan pada stakeholders theory.32 

Pemberlakuan kewajiban CSR dilakukan demi mewujudkan tujuan dan fungsi negara 

yang bersesuaian dengan Sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia, sehingga untuk 

mencapai tujuan dan fungsi negara tersebut, maka dibutuhkan adanya tindakan seluruh 

komponen bangsa, bersatu membantu Pemerintah. Oleh karena, CSR adalah wujud konkrit 

usaha memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sekaligus memberikan perlindungan 

kepada masyarakat yang senafas dengan nilai-nilai persatuan Indonesia.33 Disamping itu 

landasan filofofis CSR merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 alinea keempat yaitu memajukan kesejahteraan umum yang merupakan 

                                                             
30 https://economy.okezone.com/reaid/2023/07/06/320/2842232/dainai-csr-bisai-tembus-rp80-triliun-wa ipres-

a ipresiaisi-kolaiboraisi-bumn-swa istai, AIkses 1 Juli 2024 
31 https://ekonomi.bisnis.com/reaid/20230815/9/1685115/bisrai-2023-prograim-csr-jaidi-solusi-pendainaia in-

pemba ingunain-naisionail, AIkses 19 AIgustus 2023 
32 Naincy Silva inai Ha iliwela i, Esensi Pengaiwa isa in Pemerintaih Da ieraih Paidai Pelaiksa inaia in Tainggung Jaiwa ib 

Sosia il Dain Lingkungain Perseroa in Terbaitais, Disertaisi, Prograim Doktor Ilmu Hukum Faikultais Hukum Universita is 

Ha isa inuddin Maika issa ir 2021, hlm 56-58. Lihait: Linai Ma iulidinai, Pengaiturain CSR Menuju Pembaingunain 

Berkelainjutain, (Baindair Laimpung: Penerbit AIurai CV. AInugra ih Utaimai Ra ihairjai, 2018), hlm 65-66. 
33 Supairji dain AIries Maichmud, “Corporaite Sosiail Responsibility Dailaim Perundaingain di Indonesiai dain 

Da impaiknya i Terhaidaip Perpaija ika in”, Jurnail Maigister Ilmu Hukum, Vol.2, No.2, (Juli 2017), hlm 4. 

https://economy.okezone.com/read/2023/07/06/320/2842232/dana-csr-bisa-tembus-rp80-triliun-wapres-apresiasi-kolaborasi-bumn-swasta
https://economy.okezone.com/read/2023/07/06/320/2842232/dana-csr-bisa-tembus-rp80-triliun-wapres-apresiasi-kolaborasi-bumn-swasta
https://ekonomi.bisnis.com/read/20230815/9/1685115/bisra-2023-program-csr-jadi-solusi-pendanaan-pembangunan-nasional
https://ekonomi.bisnis.com/read/20230815/9/1685115/bisra-2023-program-csr-jadi-solusi-pendanaan-pembangunan-nasional
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tanggung jawab negara dan didukung oleh perusahaan dalam mewujudkan pembangunan 

ekonomi negara.34 

Adapun landasan filosofis dana CSR dapat menjadi alternatif pembiayaan 

pelaksanaan PTSL, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

(selanjutnya disebut PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan 

dan Penganggaran Pembangunan Nasional, bahwa “kerangka pendanaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka I dilakukan melalui pengintegrasian sumber 

pendanaan, baik sumber pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah, yang dimanfaatkan 

dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional”. Penjelasan Pasal 4 ayat (1), 

bahwa “yang dimaksud dengan “sumber pendanaan” adalah Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara dan pembiayaan Investasi-Non Anggaran Pendapatan Belanja Negara (PINA), serta 

sumber pendanaan lainnya, antara lain CSR dan dana masyarakat”. 

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Indonesia, Bagian Keenam, menegaskan bahwa: 

“Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk mendorong Badan Usaha Milik Negara 

untuk dapat berpatisipasi aktif dalam rangka percepatan pelaksanaan Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap melalui alokasi program dukungan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap dalam rencana kerja dan anggaran Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan (Corporate Social Responsibility) dengan memperhatikan kemampuan 

perusahaan dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) 

serta ketentuan Perundang-undangan”. 

Selain itu diatur dalam Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

PTSL, Bab VI Pembiayaan Pasal 40 ayat (1) huruf (c), yang menyatakan bahwa “sumber 

pembiayaan PTSL dapat berasal dari CSR, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik 

Daerah, dan badan hukum swasta”. Selanjutnya Kementerian ATR/BPN Petunjuk Teknis 

Nomor 1069/3.1-100/IV/2018 tentang Pelaksanaan Anggaran PTSL tahun 2018, 

menyatakan: 

“APBD dan dana CSR dapat menjadi alternatif pembiayaan Pelaksanaan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Para Kepala Kantor Wilayah dan 

Kepala Kantor Pertanahan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah 

                                                             
34 Ridhai Hidaiya it, et. ail., “AInailisis Yuridis Tainggung Jaiwa ib Sosia il dain Lingkungain Perusaihaia in Terhaidaip 

Ma isya iraika it Sekitair”, Jurnail Penelitiain Hukum de Jure, Vol.20, No.4, (2020), hlm 534. 



 
 

10 
 

setempat dan pimpinan BUMN/BUMD dalam rangka mengupayakan pembiayaan 

pensertipikatan tanah melalui APBD/CSR. Apabila skema pembiayaan tersebut 

disepakati bersama, maka Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan 

melaporkan kepada Menteri Cq. Sekretaris Jenderal disertai naskah perjanjian 

hibah yang sudah ditandatangani para pihak. Adapun tata cara hibah pembiayaan 

legalisasi aset mengacu pada Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3262/3.3-100/VIII/2018 tentang 

Petunjuk Teknis Administrasi Pengelolaan Hibah dan Sistem Akuntansi Pelaporan 

Hibah, skema hibah langsung. Biaya sertipikat dengan sumber dana berasal dari 

APBD/CSR BUMN/D mengacu pada tarif Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL) tahun berjalan”. 

Filosofi pengaturan tentang CSR pada Inpres No. 2 Tahun 2018 dan Permen 

ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 adalah untuk memberikan kepastian hukum, serta memberikan 

arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan dalam mendukung 

program PTSL. Begitupun dengan adanya tanggung jawab hukum berupa CSR, sehingga 

dalam konteks ini dapat dipahami bahwa CSR dapat dipandang dari aspek hukum (legal), 

walaupun sejatinya aspek hukum dari CSR akan selalu terikat dengan ketiga aspek lainnya. 

Dengan demikian CSR dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab hukum atau tanggung 

jawab yang didasarkan atas hukum.35 

Selanjutnya kewajiban pelaksanaan CSR di Indonesia diatur secara tegas dalam 

beberapa peraturan di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 

serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PP TJSLPT). Selanjutnya diperkuat 

dengan dikeluarkannya Putusan MK Nomor 53/PUU-VI/2008, bahwa pengaturan CSR 

dengan suatu kewajiban hukum merupakan suatu cara pemerintah untuk mendorong 

perusahaan ikut serta dalam pembangunan ekonomi masyarakat, dan hal ini sejalan dengan 

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 khususnya pada frasa efisiensi berkeadilan, sehingga 

pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dapat membantu menjelaskan 

tentang kebijakan pemberlakuan pengaturan CSR yang bersifat mandatory dengan sanksi. 

Kolaborasi melalui CSR menawarkan potensi besar untuk mempercepat proses 

pendaftaran tanah. Dengan mengadopsi konsep kolaborasi diharapkan tercipta kemitraan 

                                                             
35 Ridhai Hidaiya it, et.ail., AInailisis … op. cit., hlm. 538-539.  
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yang produktif antara pemerintah, perusahaan swasta, dan masyarakat. Konsep ini 

menekankan pengambilan keputusan kolektif yang formal dan berorientasi pada konsensus, 

yang bertujuan untuk mengimplementasikan kebijakan publik secara efektif. Melalui 

pendekatan ini, perusahaan swasta dapat berperan aktif dalam mendukung pembiayaan dan 

pelaksanaan program PTSL, dengan tetap memperhatikan kepentingan publik dan prinsip-

prinsip keberlanjutan. 

Namun, untuk memastikan efektivitas kolaborasi ini, perlu adanya kerangka hukum 

yang jelas dan terintegrasi yang mengatur peran serta tanggung jawab setiap pihak. Evaluasi 

mendalam terhadap regulasi yang ada saat ini sangat penting untuk merancang kebijakan 

yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan rekomendasi konkret mengenai pengembangan kerangka hukum yang 

mendukung keterlibatan CSR dalam PTSL dan menawarkan solusi atas tantangan yang ada. 

Dengan upaya ini, diharapkan target pendaftaran tanah dapat tercapai dengan lebih 

cepat dan berkualitas, yang pada gilirannya akan mengurangi sengketa dan ketidakpastian 

hukum serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini akan mengidentifikasi 

model kolaborasi yang optimal dan mengusulkan langkah-langkah strategis untuk 

memaksimalkan kontribusi semua pihak. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan tidak 

hanya akan mempercepat pendaftaran tanah, tetapi juga meningkatkan kualitas data 

pertanahan dan menciptakan keadilan serta kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, 

sesuai dengan proyeksi dan target yang telah ditetapkan. Atas dasar permasalahan tersebut 

kemudian diteliti secara mendalam sebuah penelitian disertasi dengan dengan judul 

“Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Melalui Optimalisasi Dana Corporate Social 

Responsibility dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Indonesia” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa saja peluang dan tantangan yang dihadapi dalam percepatan pendaftaran tanah 

sistematis lengkap di Indonesia melalui kolaborasi antara pemerintah dan swasta dengan 

optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR)? 
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2. Apa model yang dapat diterapkan untuk kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam 

pendaftaran tanah sistematis lengkap melalui dana Corporate Social Responsibility 

(CSR)? 

3. Bagaimana dampak kolaborasi antara pemerintah dan swasta melalui optimalisasi dana 

Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap di 

Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk menganalisis peluang dan tantangan yang dihadapi dalam percepatan pendaftaran 

tanah sistematis lengkap di Indonesia melalui kolaborasi antara pemerintah dan swasta 

dengan optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR). 

2. Untuk merumuskan model yang dapat diterapkan untuk kolaborasi antara pemerintah 

dan swasta dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap melalui dana Corporate Social 

Responsibility (CSR). 

3. Untuk mengevaluasi dampak kolaborasi antara pemerintah dan swasta melalui 

optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pendaftaran tanah 

sistematis lengkap di Indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Dengan menganalisis konsep kolaboratif antara pemerintah, perusahaan, dan 

masyarakat dalam implementasi program pendaftaran tanah melalui dana CSR, penelitian ini 

dapat mengembangkan konsep-konsep baru atau mengklarifikasi konsep-konsep yang telah 

ada. Penelitian ini dapat menyediakan kerangka kerja konseptual yang berguna bagi praktisi, 

pembuat kebijakan, dan peneliti dalam merancang dan mengevaluasi program-program 

PTSL melalui penggunaan dana CSR. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah, dapat mengembangkan kebijakan publik yang lebih efektif sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat dalam mengoptimalkan program pendaftaran tanah 

melalui dana CSR.  

b. Bagi Perusahaan, kolaborasi dalam program pendaftaran tanah dapat membantu 

perusahaan memperkuat hubungan dengan pemerintah dan masyarakat setempat, yaitu 

memperoleh dukungan dan kepercayaan dari pihak-pihak terkait, sehingga dapat 

memperluas jaringan bisnis perusahaan. 

c. Bagi Masyarakat, dapat meningkatkan kepastian kepemilikan tanah dan memberikan 

perlindungan hukum terhadap hak-hak properti mereka, serta dapat meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi masyarakat. 

 

E. Orisinalitas penelitian  

Penelitian “Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Melalui Optimalisasi Dana Corporate 

Social Responsibility dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Indonesia” 

merupakan penelitian disertasi yang menelaah isu hukum terkait dengan implementasi dan 

efektivitas kolaborasi antara sektor pemerintah dan swasta dalam percepatan pendaftaran 

tanah di Indonesia secara komprehensif dan mendalam dengan kajian teori pendaftaran 

tanah dan teori CSR, sehingga hukum sebagai sebuah sistem hukum seharusnya diatur 

secara lengkap, jelas dan terperinci oleh Pemerintah Indonesia.  

Dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, terlihat perbedaan-

perbedaan yang spesifik. Disertasi Agustinus Soetrisno membahas pembentukan lembaga 

CSR dan Disertasi Nancy Silvana Haliwela mengenai pengawasan pelaksanaan CSR. Kedua 

penelitian ini tidak memfokuskan pada bagaimana CSR dapat diintegrasikan secara langsung 

dalam proses pendaftaran tanah sistematis lengkap.  

Disertasi Israwati Akib serta penelitian Bambang Suharto dan Supadno, yaitu 

penelitian ini fokus pada hambatan dan solusi dalam produk PTSL untuk memastikan 

kepastian hukum. Meskipun penting, kedua penelitian tersebut belum mengeksplorasi secara 

mendalam bagaimana dana CSR dapat diintegrasikan dalam program PTSL, karena 
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penelitian ini lebih menekankan pada isu teknis dan regulasi tanpa mempertimbangkan 

model kolaborasi spesifik yang melibatkan CSR. 

Sementara Disertasi Musriadi, mengkaji pengaturan pendaftaran tanah negara untuk 

administrasi pertanahan yang tertib, sedangkan Disertasi Roswandi membahas pendaftaran 

tanah absentee berbasis keadilan. Keduanya tidak membahas kolaborasi antara pemerintah 

dan sektor swasta atau optimalisasi dana CSR dalam konteks pendaftaran tanah. 

Disertasi Sari Nitiyudo berfokus pada pengembangan regulasi ideal untuk sertifikat 

tanah yang menjamin kepastian hukum, sementara Disertasi Koeswidarbo membahas 

penerapan sistem publikasi positif dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL). Kedua disertasi ini tidak mengkaji peran sektor swasta atau penggunaan dana 

Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pendaftaran tanah, sehingga tidak membahas 

bagaimana keterlibatan sektor swasta dan alokasi dana CSR dapat mempengaruhi atau 

memperbaiki proses pendaftaran tanah. 

Penelitian Bambang Slamet Riyadi et al.; serta penelitian Supadno dan Rohmat 

Junarto berfokus pada kepastian hukum dan dampak sertifikat tanah terhadap pemberdayaan 

ekonomi masyarakat. Meskipun penelitian ini relevan dengan aspek sosial dari pendaftaran 

tanah, kedua penelitian tersebut tidak membahas penggunaan atau optimalisasi dana 

Corporate Social Responsibility (CSR) dalam proses pendaftaran tanah. 

Penelitian Suhadi dan Sudijono Sastroatmodjo; serta Koes Widarbo dan Kusmiarto 

berfokus pada pengukuran, pemetaan tanah, dan transformasi kadaster. Namun, kedua 

penelitian tersebut tidak membahas pengoptimalan dana Corporate Social Responsibility 

(CSR) atau kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam konteks pendaftaran tanah. 

Penelitian Aanchal Anand dan penelitian Ana Garcia menyoroti peran Corporate 

Social Responsibility (CSR) dalam administrasi pertanahan, tetapi tidak spesifik membahas 

model kolaborasi atau optimalisasi dana CSR dalam konteks pendaftaran tanah sistematis 

lengkap. 

Perbedaan pokok dengan penelitian terdahulu, yaitu penelitian ini secara spesifik 

mengeksplorasi integrasi dana CSR dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), 

yang merupakan area yang belum banyak dibahas. Penelitian ini fokus pada kolaborasi 

antara pemerintah dan sektor swasta, memanfaatkan dana CSR untuk mempercepat proses 

pendaftaran tanah, serta meningkatkan kualitas data pertanahan, sehingga berbeda dari 



 
 

15 
 

penelitian terdahulu yang lebih fokus pada aspek teknis atau regulasi tanpa 

mempertimbangkan kontribusi CSR. 

Penelitian ini memperkaya khasanah keilmuan dengan mengintegrasikan CSR dalam 

konteks pendaftaran tanah dan memberikan kontribusi praktis dalam merancang kebijakan 

dan program CSR yang berorientasi pada hasil. Hal ini akan mempengaruhi baik teori 

maupun praktik administrasi pertanahan dan CSR. Adapun kontribusi penelitian ini terhadap 

khasanah keilmuan dan praktek, yaitu:  

1. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengusulkan model kolaborasi inovatif 

antara pemerintah dan sektor swasta untuk PTSL, sehingga model ini dapat menjadi 

referensi baru dalam praktik administrasi pertanahan dan dapat diterapkan dalam 

kebijakan publik serta program CSR. 

2. Penelitian ini menyajikan strategi konkret untuk mengoptimalkan dana CSR dalam 

mendukung pendaftaran tanah, sehingga memberikan panduan praktis bagi perusahaan 

dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program CSR yang lebih efektif 

dalam konteks pertanahan. 

3. Penelitian ini mengevaluasi dampak kolaborasi terhadap kualitas data pertanahan, 

sehingga optimalisasi dana CSR dapat meningkatkan akurasi dan aksesibilitas data 

dalam pembuatan kebijakan dan perencanaan. 

4. Penelitian ini menawarkan rekomendasi strategis untuk perbaikan sistem pendaftaran 

tanah di Indonesia dan dapat digunakan untuk merancang program CSR yang lebih 

terarah dan efektif. 

Penelitian ini menawarkan kebaruan yang signifikan dengan mengintegrasikan aspek 

CSR dalam program PTSL, serta memberikan kontribusi penting dalam teori, kebijakan, dan 

praktik administrasi pertanahan di Indonesia. Adapun novelty (kebaruan) dari penelitian ini, 

yaitu:  

1. Penelitian ini memperkenalkan model kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta 

yang belum pernah dibahas sebelumnya dalam konteks PTSL. Model ini menawarkan 

pendekatan baru untuk memanfaatkan dana CSR secara efektif dalam pendaftaran 

tanah.  
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2. Penelitian ini menyediakan pendekatan baru dalam pemanfaatan dana CSR, 

memberikan strategi spesifik dan metode implementasi yang inovatif, sehingga berbeda 

dari pendekatan umum yang ada dalam literatur.  

3. Penelitian ini mengkaji kolaborasi antara pemerintah dan swasta mempengaruhi kualitas 

data pertanahan serta menambahkan dimensi baru dalam studi tentang PTSL yang fokus 

pada efisiensi dan akurasi data.  

4. Mengembangkan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung penggunaan dana 

CSR dalam PTSL, sehingga memberikan panduan bagi pengembangan regulasi dan 

kebijakan yang mendukung kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. 

 

F. Kerangka Teori  

1. Teori Pendaftaran Tanah 

a. Pengertian Pendaftaran Tanah 

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menetapkan bahwa seluruh tanah di 

Indonesia harus didaftarkan untuk memastikan kepastian hukum bagi pemegang hak tanah, 

yang pada gilirannya memberikan rasa aman dan nyaman dalam pengelolaan serta 

pemanfaatan tanah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan 

mewujudkan keadilan sosial melalui pengaturan yang jelas dan terjamin mengenai hak-hak 

atas tanah. Dari pasal-pasal yang mengatur mengenai pendaftaran tanah dapat diketahui 

bahwa pengertian pendaftaran tanah menurut UUPA adalah suatu kegiatan menuju kearah 

kepastian hak atas tanah yang dilakukan melalui pendaftaran hak-hak atas tanah dan 

peralihan hak- hak tersebut, pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat, serta diselengggarakan dengan mengingat keadaan negara dan 

masyarakat, keperluan lalu lintas ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya. 

Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan oleh 

negara/pemerintah secara terus-menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau 

data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya 

bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang 
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pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya36 atau pendaftaran 

tanah adalah suatu pendaftaran yang melalui suatu ketentuan yang sangat teliti dan terarah, 

sehingga tidak mungkin awal saja lebih-lebih lagi bukan tujuan pendaftaran tersebut untuk 

sekedar diterbitkannya bukti pendaftaran tanah saja (sertipikat hak atas tanah).37 

Dengan adanya pendaftaran tanah ini barulah dapat dijamin tentang hak-hak 

seseorang di atas tanah. Pihak ketiga secara mudah dapat melihat hak-hak apa atau beban 

apa yang terletak di atas bidang tanah. Hal ini berarti terpenuhi syarat-syarat tentang 

pengumuman (openbaarhied), yang merupakan salah satu syarat melekat kepada hak-hak 

yang bersifat kebendaan.38 

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 memberi pengertian 

Pendaftaran Tanah, yaitu: Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan 

oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 

pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan 

data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang- bidang tanah dan satuan-

satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang 

tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu 

yang membebaninya.39 

Pengertian pendaftaran tanah sejalan dengan definisi pendaftaran tanah yang 

diberikan oleh Boedi Harsono, yaitu: Pendaftaran tanah yaitu suatu rangkaian kegiatan 

yang dilakukan pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan 

keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah 

tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajian bagi kepentingan rakyat, dalam rangka 

memberikan jaminan perlindungan hukum di bidang pertanahan termasuk penerbitan tanda 

buktinya dan pemeliharaannya.40 

                                                             
36 Boedi Ha irsono, Hukum AIgrairiai Indonesiai Sejairaih Pembentukain UUPA I Isi dain Pelaiksainaiainnyai, 

jilid 1, edisi Revisi, Cetaikain kesembilain, (Jaikairtai: Djaimba itain, 2003), hlm 72. 
37 Pairlindungain, Pendaiftairain Tainaih Di Indonesiai Berdaisairkain P.P. 24 Taihun 1997, (Baindung: 

Ma indair Maiju, 1999), hlm 8 
38 Sudairgo Gaiutaimai, Taifsirain Undaing-Undaing Pokok AIgrairiai, (Baindung: Citrai AIditya i, 1993), hlm 47. 
39 Wairtai Perundaing-Undaingain, Peraiturain Perundaing-Undaingain Republik Indonesiai No.24 Taihun 1997 

tentaing Pendaiftairain Tainaih, (Jaikairtai: LKBN AIntairai, 1997), hlm 54. 
40 Boedi Ha irsono, l o c . c i t .  
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Kata-kata “suatu rangkaian kegiatan” menunjuk kepada adanya berbagai kegiatan 

dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang berkaitan satu dengan yang lain, berurutan 

menjadi satu kesatuan rangkaian yang bermuara pada tersedianya data yang diperlukan 

dalam rangka memberi jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan bagi rakyat. Kata-

kata “terus menerus” menunjuk kepada pelaksanaan kegiatan, yang sekali di mulai tidak 

akan ada akhirnya. Data yang terkumpul dan tersedia harus selalu dipelihara, dalam arti 

disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian, sehingga tetap sesuai 

dengan keadaan yang terakhir. Kata “teratur” menunjukkan bahwa semua kegiatan harus 

berlandaskan peraturan perundang-undangan yang sesuai karena hasilnya akan merupakan 

data bukti menurut hukum, biarpun daya kekuatan pembuktiannya tidak selalu sama 

dengan hukum negara-negara yang menyelenggarakan pendaftaran tanah.  

Pendaftaran tanah yang diharapkan sebagaimana yang dikatakan oleh Douglass J. 

Willem adalah merupakan pekerjaan yang berkesinambungan dan konsisten atas hak-hak 

seseorang atas tanah, sehingga nantinya akan memberikan informasi dan data administrasi 

atas bagian-bagian tanah yang didaftarkan, lengkapnya disebutkan:41  

The register consists of individual grant, sertificates of folios contained whitin it at 

anygiven time added to these are documents that may bedeemed to be embodied in 

the register upon registration. Together these indicated the parcel of land in 

particular title, the personen entitle to interst there in and the nature and extent of 

these interests. There are also ancillary register wich assist in the orderly 

administration of the system such as a parcel index, a nominal index losting 

registered proprietors an a day book in wich documents are entered pending final 

registration. 

Pendaftaran tanah untuk pertama kali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 dilaksanakan melalui dua cara yaitu, pertama: secara sistematik yang 

dilakukan serentak meliputi obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah 

suatu Desa/Kelurahan terutama dilakukan atas prakarsa pemerintah, kedua: secara 

sporadik, yaitu mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau 

bagian wilayah suatu Desa / Kelurahan secara individual atau massal. 

 

 

                                                             
41 Douglaiss J. Whillain, The Torren System in AIustrailiai, (Sydney, 1982), hlm 18. 
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b. Teori Perlindungan Hukum 

Salah satu tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan perlindungan hukum 

bagi pemiliknya, menurut Sir Charles Fortescue-Brickdate ada 6 hal yang harus 

diperhatikan dalam pendaftaran tanah, yaitu: 42 

1) Security, artinya keamanan bagi seseorang akan merasa aman karena membeli tanah 

atau mengikatkan tanah tersebut dengan jaminan hutang. 

2) Simplicity, artinya sederhana dapat dimengerti oleh masyarakat. 

3) Accuracy, artinya ketelitian harus menjadi hal yang utama dalam pendaftaran tanah, 

agar kebenaran data bisa dipertanggung jawabkan. 

4) Expedition, artinya lancar menghindari hal yang berlarut-larut dalam pendaftaran 

tanah. 

5) Cheapness, artinya dengan biaya terjangkau. 

6) Suitability to circumstances, artinya tetap berharga baik sekarang maupun nanti. 

Hukum itu bertujuan agar mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam 

kehidupan sosial. Hukum menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan 

psikis dan fisik dalam kehidupan terutama kehidupan kelompok sosial.43 Dalam teori 

perlindungan hukum, maka hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan 

yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.44 

Dengan demikian menurut teori perlindungan hukum ini, bahwa perlindungan hukum harus 

bersifat adaptif dan fleksibel serta prediftif dan antisipasif. Adaptif dan fleksibel berarti 

selalu sesuai dengan perkembangan kondisi dan situasi. Prediktif dan antisipatif 

mengandung arti bahwa hukum harus dapat membuka kemungkinan akan dapat 

memberikan perlindungan apabila timbul tindakan yang merugikan pihak-pihak tertentu.  

c. Teori Kepastian Hukum 

Hukum dibuat atau diciptakan mempunyai sasaran atau tujuan yang hendak dicapai, 

sehingga tujuan hukum untuk mencapai masyarakat yang aman dan damai. Dengan 

demikian masyarakat akan terhindar dari benturan kepentingan sesama. Tujuan hukum 

                                                             
42 Supriaidi, Hukum AIgrairiai, (Jaika irtai: Sinair Graifika i, 2008), hlm 166. 
43 AIbdoel Dja imaili, Pengaintair Hukum Indonesiai, (Jaikairtai: Ra ija igraifindo Persaidai, 2009), hlm 2. 
44 Lili Raisjidi dain I.B Wya isa i Putrai, Hukum Sebaigaii Suaitu System, ( B a i n d u n g :  Remaija i 

Rusda ika irya i, 1993), hlm 11. 
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adalah cita-cita dari peraturan yang berlaku dan ditaati di Masyarakat, sebagaimana 

pendapat dari Gustav Radbruch ada 3 tujuan hukum, yaitu: keadilan (grechtmategheit), 

kepastian (doelmaghteit), dan kemanfaatan (rechmategheit). Bagi Gustav Radbruch ketiga 

aspek ini sifatnya relative dan bisa berubah-ubah, karena sewaktu-waktu bisa menonjolkan 

keadilan serta mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi, sedangkan 

diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Oleh karena kepastian hukum 

adalah dasar dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-

undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. 

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan 

hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum 

Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan 

bahwa “summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux” yang artinya adalah hukum 

yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian 

kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan 

hukum yang paling substantif adalah keadilan.45 

Kepastian hukum berkaitan dengan supremasi hukum, karena hukumlah yang 

berdaulat, dan mengutip pendapat Krabe yang mengatakan bahwa hukumlah memiliki 

kedaulatan tertinggi. Kekuasaan bukan kedudukan atau pangkat dan jabatan seorang 

pemimpin melainkan kekuasaan itu dari hukum, karena hukumlah yang memberikan 

pengakuan hak maupun wewenang.46 

Kepastian hukum dibutuhkan didalam masyarakat demi terciptanya ketertiban 

dan keadilan, sehingga ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam 

kehidupan masyarakat dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta 

bertindak main hakim sendiri,47 dan kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel 

terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat 

memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.48 

                                                             
45 Dominikus Raito, Filsaifait Hukum Mencairi: Memaihaimi dain Memaihaimi Hukum, (Yogya ika irtai: Laiksba ing 

Pressindo, 2010), hlm 59 
46 Soehino, Ilmu Negairai, (Yogya ika irtai: Liberty, 1998), hlm 155-156. 
47 M. Yaihya i Ha iraihaip, Pembaihaisain, Permaisailaihain, dain Peneraipain KUHAIP, (Jaika irtai: Sinair Graifika i, 

2006). 
48 Sudikno Mertokusumo, Mengenail Hukum, Sebuaih Pengaintair, (Yogyaikairtai: 1998)  
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Dalam hal ini kepastian hukumlah yang menjadi bahasan utama, kepastian hukum 

sangat dekat hubungannya dengan ketaatan kepada hukum. Menurut Utrecht, hukum ditaati 

oleh masyarakat karena:49 

1) Masyarakat beranggapan bahwa hukum adalah kepentingan mereka, bagian dari 

kelangsungan hidup mereka. 

2) Hukum dilaksanakan supaya timbul rasa ketentraman. 

3) Masyarakat menghendaki adanya hukum untuk mengatur kehidupanya. 

4) Karena adanya sanksi sosial atau daya paksa 

Oleh karena itu kepastian hukum harus dibuat secara nyata agar ketaatan masyarakat 

terhadap hukum menjadi bertambah, sebagaimana penjelasan Donald Black ada dua model 

hukum yaitu jurisprudentie model dan sociological model, yaitu dalam Jurisprudentie 

model lebih menekankan pada aturan/produk kebijakan (rules). Hukum dilihat sebagai 

sesuatu yang bersifat mekanis dan mengatur dirinya sendiri melalui rules dan logika, 

hukum sebagai sistem yang abstrak dalam bentuk keharusan (das sollen).50 

Kepastian hukum akan memberikan kejelasan terhadap adanya peraturan dari 

berbagai pihak terkait penerbitan sertifikat, sehingga Kantor Pertanahan Nasional sebagai 

pihak yang berwenang dalam proses penerbitan sertifikat, dalam pelaksanaan tugasnya 

haruslah memperhatikan empat dasar prosedural yang harus dijalankan, demi terciptanya 

kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam penerbitan sertifikat, sehingga 

dimungkinkan tidak terjadinya sertifikat ganda. 

2. Teori Corporate Social Responsibility  

a. Pengertian Corporate Social Responsibility 

Dekade 1980-1990, wacana CSR terus berkembang, munculnya Konferensi Tingkat 

Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Jeneiro Brazilia pada tahun 1992 menegaskan konsep 

sustainability development (pembangunan berkelanjutan) dan ekonomi yang berkelanjutan 

(sustainable development). Pada tahun 2002 Pertemuan Johannesburg yang dihadiri 

pemimpin dunia, lahir konsep social responsibility, yang mengiringi dua konsep sebelumnya 

yaitu: economic dan environment sustainability, sehingga ketiga konsep ini menjadi dasar 

                                                             
49 Soeroso, Pengaintair Ilmu Hukum, (Jaikairtai: Penerbit Sinair Graifika i, 2013), hlm 65. 
50 Otje Sailmain dain Susainto, Teori Hukum, (Baindung: Raifika i AIditaimai, 2004), hlm 50. 
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bagi perusahaan dalam melaksanakan tangung jawab sosialnya. Pertemuan penting United 

Nations Global Compact di Jenewa (UN Global Compact), Swiss pada tanggal 7 Juli 2007, 

mendapat perhatian dunia dengan tujuan meminta perusahaan untuk menunjukkan tanggung 

jawab dan prilaku bisnis yang sehat yang di kenal dengan Corporate Social Responsibility 

(CSR). 

Dilihat dari asal katanya, CSR berasal dari literatur etika bisnis di Amerika Serikat 

dikenal sebagai coporate social responsibility atau social responsibility of corporations. 

Secara umum istilah Corporate Social Responsibility (CSR) diterjemahkan menjadi 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Kata Corporate telah di Indonesiakan dengan 

pemahaman atau diartikan sebagai perusahaan besar, sehinga dilihat dari asal katanya, 

“perusahaan” berasal dari bahasa Latin yaitu “corpus/corpora” yang berarti badan. 

Perusahaan merupakan badan hukum yang didirikan untuk melayani kepentingan umum 

disamping keuntungan.51 

Word Bank mengartikan CSR adalah “the commitment of business to contribute to 

sustainable economic development, working with employees and their representatives, their 

families, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are 

both good for business and good for development”. Pengertian diatas dapat ditafsirkan 

bahwa setiap orang atau badan hukum (perusahaan) mempunyai komitmen dalam kegiatan 

usahanya untuk berkontribusi membangun ekonomi yang berkelanjutan dengan tujuan untuk 

meningkatkan kualitas hidup, dengan tidak saja untuk karyawannya atau yang diwakili dari 

keluarganya juga untuk masyarakat lokal bahkan global dalam komitmen pembangunan 

ekonomi tersebut terintegrasi program atau aktivitas CSR.52 

Menurut B Taman Achda, konsep CSR di Indonesia, yang relevan adalah dalam 

bentuk pemberdayaan dan pengembangan masyarakat atau yang sering di sebut Community 

Development (CD). Program CD direkomendasikan untuk didedikasikan pada peningkatan 

pendapatan (ekonomi) atau kesejahteraan masyarakat, masalah-masalah pemekerjaan, 

                                                             
51 Mais AIchmaid Dainiri, Kewaijibain Tainggung Jaiwaib Sosiail Perusaihaiain dailaim Undaing-Undaing Perseroain 

Terbaitais, (Jaikairtai: Ka idin, 2007), hlm 10. 
52 AIbdul Raisyid Idris, Corporaite Sociail Responsibility Sebaigaii Sebuaih Gaigaisain, (Jaika irtai: Fokus Saihaiba it, 

2009), hlm 45. 
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peningkatan pendidikan, kesehatan masyarakat, penguatan kelembagaan lokal serta 

tersediannya basic infrastruktur yang memadai.53 

Pasal 1 angka (3) UUPT, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komintmen 

perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna 

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan 

sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. 

Definisi CSR sangat beragam dan belum ada kesepakatan para ahli, Lembaga resmi 

maupun pegiat pemberdayaan masyarakat atas defenisi CSR yang sama. Mahkamah 

Konstitusi dalam pendapatnya menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan 

merupakan kebijakan negara yang menjadi tanggung jawab bersama untuk bekerja sama (to 

cooperate) antara negara, pelaku bisnis, perusahaan dan masyarakat.54 

Sampai saat ini belum ada kesamaan defenisi tentang CSR, secara umum dapat 

dikatakan bahwa sebagai bentuk tanggung jawab moral suatu organisasi bisnis terhadap 

stakeholder, CSR dapat dipahami dalam dua pengertian. Dalam pengertian terbatas, 

tanggung jawab sosial suatu perusahaan dipahami sebagai upaya untuk tunduk dan 

memenuhi hukum dan aturan main yang ada. Dalam hal ini hanya ada tanggung jawab sosial 

bisnis. Sedangkan secara luas CSR dipahami sebagai konsep yang lebih manusiawi, 

organisasi dipandang sebagai agen moral. Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah 

organisasi termasuk didalamnya organisasi bisnis harus menjunjung tinggi moralitas. 

Tanggung jawab sosial dapat dilakukan dalam berbagai situasi dengan mempertimbangkan 

hasil terbaik atau yang paling sedikit merugikan stakeholdernya. 

Belum adanya definisi tunggal yang diterima secara global oleh semua pihak, juga 

menimbulkan beragamnya pendapat mengenai ruang lingkup CSR. Setiap perusahaan 

menentukan sendiri bentuk CSR yang akan dilakukannya sesuai dengan kemampuan 

perusahaan tersebut. CSR selalu dikaitkan dengan kepentingan pemegang saham versus 

pemangku kepentingan (stakeholder) dalam kaitannya dengan perlindungan tenaga kerja. 

CSR juga selalu dikaitkan dengan perlindungan lingkungan hidup, CSR diartikan sebagai 

                                                             
53 Hendrik Budi Untung, Corporaite Socia il Responsibility, (Jaika irtai: Sinair Graifika i, 2009), hlm 16. 
54 Putusain Ma ihkaimaih Kostitusi RI No. 53/PUU-VI/2008 tentaing Judiciail Review Pa isa il 74 Undaing-Undaing 

Nomor 40 Taihun 2007 tentaing Perseroa in Terbaitais, hlm 89. 
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seperangkat kebijakan yang komprehensif, praiktek prograim ya ing terintegraisi daila im 

kegiaitain bisnis, jairingain pemaisok dain proses pengaimbilain keputusain diseluruh perusaihaiain 

dimainaipun perusaihain itu menjailainkain kegiaitainnyai, dain termaisuk tainggungjaiwaib terhaidaip 

tindaikain-tindaikain yaing diaimbil paidai maisai lailu dain sekairaing, implikaisinyai di maisai depain. 

OECD (Orgainizaition for Economic Co-operaition aind Development) dailaim sailaih 

saitu publikaisinyai menyebutkain baihwai aireai-aireai yaing menjaidi objek dairi CSR diaintairainya i 

aidaila ih environmentail, stewairdship, laibour mainaigement, disclosure of informaition, 

competition, taixaition, bribery aind corruption, science aind technology dain consumer 

protection. United Naitions Conference on Traide aind Development (UNCTAID), dailaim 

publikaisinya i yaing berjudul The Sociail Responsibility of Trainsnaitionail Corporaitions paidai 

taihun 1999 menyebutkain baihwai belum aidai ruaing lingkup CSR yaing ba iku yaing diterima i 

oleh semuai pihaik.55 

Pairaidigmai bairu mengenaii CSR terkaiit erait dengain tainggung jaiwaib lingkungain. 

Bainyaik dairi prinsip environmentail justice disaimpaiikain paidai tingkait pembuaitain keputusain 

mengenaii public policy. Sebailiknyai, beberaipai dairi prinsip tersebut diairaihkain paidai tainggung 

jaiwaib sektor swaisrai. Pendekaitain memaisukkain perlindungain hidup kedailaim haik-haik aisaisi 

mainusiai dimulaii sejaik taihun 1972 paidai waiktu berlaingsungnyai Konfrensi Perserikaitain 

Baingsai-Baingsai tentaing Humain Environment. Wailaiupun perbedebaitain ini maisih terus 

berjailain saingait painjaing kairenai maisa ilaih CSR ini aikain terus berkembaing, naimun demikiain 

seperti telaih di jela iskain aidai beberaipai isu penting yaing sebaigiain besair telaih disepaikaiti 

menjaidi perhaitiain utaimai dailaim CSR, seperti maisailaih trainpairainsi dain aikuntaibilitais, haik 

aisaisi mainusiai, haik pekerjai, lingkungain, maisyairaikait dain komunitais sekitairnyai. 

b. Tinjauan Corporate Social Responsibility 

Paidai aiwail berkembaingnyai gaigaisain CSR, model pelaiksainaiainnya i laihir dailaim konsep 

yaing pailing primitif yaikni daila im bentuk kedermaiwaina in yaing bersifait kairitaitif. Dailaim model 

ini CSR bukain merupaikain sebuaih kewaijiba in hukum baigi perusaihaiain tetaipi lebih merupaikain 

merupaikain tainggung jaiwaib etik dain morail. 

                                                             
55 Gunaiwa in Widjaija i dain Yeremiai AIrdi Praitaimai, Resiko Hukum dain Bisnis Perusaihaiain Tainpai CSR, 

(Ja ikairtai: Forum Saihaiba it, 2008), hlm 52. 
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Menurut T. Romi Mairnelly, pemaihaimain tentaing CSR paidai umumnyai berkisair paida i 

tigai hail pokok, yaiitu: CSR aidailaih:  

1) Suaitu perain yaing sifaitnyai sukairelai (voluntairy), yaiitu perusaihaiain membaintu mengaitaisi 

maisailaih sosiail dain lingkungain, oleh kairenai itu perusaihaiain memiliki kehendaik beba is 

untuk mela ikukain aitaiu tidaik melaikukain perain ini;  

2) Sebaigaii institusi profit, perusaihaiain menyisihkain sebaigiain keuntungainnyai untuk 

kedermaiwainain (filaintropi) yaing tujuainnyai untuk memberdaiyaikain sosiail dain perbaiikain 

kerusaikain lingkungain aikibait eksploraisi dain eksploitaisi.  

3) CSR sebaigaii bentuk kewaijibain (obligaition) perusaihaiain untuk peduli terhaidaip dain 

mengentaiskain krisis kemainusiaiain dain lingkungain yaing terus meningkait. 

Konsep CSR merupaikain inisia itif perusaihaiain dain merupaikain tindaikain sukairelai. 

Konsep CSR baigi korporaisi sebenairnyai mengailaimi perkembaingain, di mainai paidai aiwailnya i 

perusaihaiain hainyai bertainggung jaiwaib kepaidai pemegaing saihaim saijai, sekairaing perusaihaiain 

jugai mempunyaii tainggung jaiwaib kepaidai pekerja i, pemaisok, maisya iraikait dain lingkungain di 

mainai perusaihaiain itu menjailainkain kegiaitain usaihainyai. 56 

Pembaihaisain tentaing CSR tidaik daipait dilepaiskain terhaidaip persoailain etikai bisnis, 

kairenai paidai daisairnyai CSR diderivaisi dairi etikai bisnis.57 Secairai historis etikai sebaigaii usaihai 

filsaifait laihir dairi aimbruknyai taitainain morail di lingkungain kebudaiya iain Yunaini 2500 taihun 

lailu. Kairenai paindaingain-paindaingain laima i tentaing baiik dain buruk tidaik laigi dipercaiyaii, pairai 

filosof mempertainya ikain kembaili normai-normai daisair baigi kelaikukain mainusiai. Situaisi itu 

jugai berla iku paidai zaimain sekairaing. Etikai bukain suaitu sumber taimbaihain baigi aijairain morail, 

melaiinkain merupaikain filsaifait aitaiu pemikirain kritis dain mendaisair tentaing aijairain-aijairain dain 

paindaingain-paindaingain morail.58 

Nilaii-nila ii da isair yaing menjaidi tolaik ukur etikai bisnis aidailaih tingkaih laiku paira i 

pengusaihai dailaim menjailainkain usaihainyai. AIpaikaih dailaim usaihainyai menga imbil keuntungain 

                                                             
56 Ridwa in Khaiiraindy, Corporaite Socia il Responsibility: Dairi shaireholder Ke Staikeholder, dain Dairi Etikai 

Bisnis Ke Normai Hukum, Maikailaih Disaimpaiikain paidai Workshop Tainggungjaiwaib Sosiail Perusaihaiain, ya ing 

diselenggairaikain kerjaisa imai PUSHAIM UII dengain Norsk Senter for Menneskerettigheter Norwegiain Center for 

Huma in Rights, 2008, hlm 4. 
57 Ibid. 
58 Frainz Maigniz Suseno, Etikai Daisair: Maisailaih-Maisailaih Pokok Filsaifait Morail, (Yogya ika irtai: Kainisius, 

1987), hlm 2. 
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dairi maisyairaikait konsumen dilaikukain melailui persaiingain usaihai yaing faiir (jujur), trainspairent 

(terbukai), dain ethic (etis). Perbuaitain yaing termaisuk dailaim kaitegori unethicail conduct 

misailnya i memberikain informaisi ya ing tidaik benair mengenaii baihain mentaih, kairaikteristik/ciri 

dain mutu suaitu produk, menyembunyikain hairtai kekaiyaiain perusaihaiain yaing sebenairnya i 

untuk menghindairi aitaiu menguraingi pa ijaik, membaiyair upaih kairyaiwain, melaikukain 

persekongkolain tender, dain melaikukain persaiingain tidaik sehait. 59 

Doktrin CSR yaing dilaihirkain sebaigaii suaitu etikai aitaiu morail dailaim perilaiku 

perusaihaiain, sudaih bainyaik diterimai dailaim berbaigaii peraiturain perunda ing-undaingain, 

meskipun istilaih CSR mempunyaii maiknai berbedai dengain etikai, morail, philaintrophi, dain 

hukum. CSR mewaikili kompromi aintairai etikai dain perilaiku-perilaiku tertentu, di mainai CSR 

diciptaikain untuk meningkaitkain kesain baiik perusaihaiain di dailaim maisyairaikait di mainai 

perusaihaiain itu menjailainkain kegiaitain usaihainya i. Ide untuk menjaidikain kepeduliain sosiail 

perusaihaiain sebaigaii unsur yaing ditaiwairkain kepaidai maisyairaikait. Perencainaiain kegiaitain sosia il 

perusaihaiain yaing aikain dijaila inkain hairus selailu maisuk dailaim aigendai straitegis perusaihaiain, 

meskipun kegiaitain tersebut aidailaih dailaim bentuk investaisi. 60 

Dilihait dairi perspektif paindaing hukum bisnis, aidai 2 (duai) tainggungjaiwaib dailaim 

etikai bisnis, yaiitu tainggung jaiwaib hukum secairai perdaitai dain pida inai, dain aispek tainggung 

jaiwaib sosiail yaing dibaingun di aitais laindaisain normai morail yaing berlaiku di daila im 

maisyairaikait. Hail ini mempunyaii airti baihwai, meskipun suaitu kegiaitain bisnis secairai hukum 

tidaik melainggair peraiturain perundaing-undaigain yaing berlaiku, tetaipi aiktifitais bisnis tersebut 

dilaikukain dengain melainggair morail maisyairaikait aitaiu merugikain maisyairaikait, maikai bisnis 

tersebut diainggaip sebaigaii perbuaitain yaing mela inggair normai etikai aitaiu perbuaitain yaing tidaik 

etis. 

Peneraipain CSR oleh perusaihaiain berairti baihwai perusaiha iain bukain hainyai merupaikain 

entitais bisnis yaing hainyai berusaihai mencairi keuntungain semaitai, tetaipi perusaihaiain itu 

merupaikain sa itu kesaituain dengain keaidaiain ekonomi, sosiail, dain lingkungain di mainai 

perusaihaiain beroperaisi. Direksi dain pegaiwaii Perusaiha iain sehairusnyai lebih menyaidairi 

                                                             
59 Ridwa in Khaiiraindy, Corporaite … op. cit., hlm 2-3. 
60 Ridwa in Khaiiraindy, Corporaite … op. cit., hlm 9. 
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pentingnyai CSR kairenai CSR daipait memberikain perlindungain haik aisaisi mainusiai baigi buruh 

dain perlindunga in lingkungain baigi maisyairaikait sekitair dain jugai pairai pekerjainyai. 

Etikai bisnis merupaikain tuntunain perila iku baigi duniai usaihai untuk bisai membedaikain 

mainai yaing boleh dila ikukain dain mainai yaing tidaik boleh dilaikukain. Oleh sebaib itu, maika i 

dailaim pemenuhain etikai bisnis tidaik hainyai keuntungain yaing menjaidi tujuain utaimai, aikain 

tetaipi pemberdaiyaiain maisyairaikait sekitair perusaihaiain, jugai hairus menjaidi prioritais 

perusaihaiain. Hail tersebut dilaikukain kairenai etikai bisnis merupaikain sailaih sa itu perwujudain 

dairi Good Corporaite Governaince oleh perusaihaiain terhaidaip pairai pemaingku kepentingain 

(staikeholder). 

Saimpaii sekairaing negairai-negairai di duniai belum dibuait peraiturain yaing mewaijibkain 

aidainya i pelaiksainaiain CSR baigi perusa ihaiain-perusaihaiain yaing beraidai di negairainyai maising-

maising. Memaing sailaih sa itu perkembaingain topik CSR aidailaih perdebaitain mengenaii perlu 

aitaiu tidaiknya i regulaisi CSR dibuait. Saiait ini, secairai umum regulaisi CSR maisih dilaikukain 

bersifait sukairelai (voluntairy). Negairai-negairai di Eropai, dijaidikain sebaigaii tempait aicuain 

peneraipain CSR, dimainai ba ihwai dailaim peneraipainnyai maisih bersifait sukairelai. Naimun, 

perkembaingain inisiaitif praiktek CSR di maising-maising negairai berbedai-bedai. 

Di Indonesia i dengain diundaingkainnya i UUPM 2007 dain UUPT 2007, model 

implementaisi CSR berubaih dairi tindaikain yaing bersifait philaintropis menjaidi kewaijibain 

hukum baigi setiaip penainaim moda il dain perusaihaiain yaing memenuhi kriteriai undaing-undaing. 

Pelaiksainaiainnyai tidaik laigi tergaintung paidai laibai Perusaihaiain tetaipi undaing-undaing 

menetaipkain penyedia iain dainai CSR sebaigaii biaiyai Perusaihaiain yaing diainggairkain. 

Pelaiksainaiain CSR merupaikain hail yaing bairu yaing muncul aikibait aidainya i paindaingain 

morail baihwai Perseroain Terbaitais tidaik daipait dilepaiskain dairi komunitais yaing aidai di 

sekitairnyai sehinggai Perseroain Terbaitais jugai memiliki tainggung jaiwaib untuk 

mensejaihteraikain komunitais yaing aidai di sekitairnyai, selaiin tentu tujuain utaimai Perseroain 

Terbaitais aidailaih untuk mendaipaitkain keuntungain yaing sebesair-besairnyai. 

Pengaiturain mengenaii TJSL dailaim UUPT 2007 sendiri maisih menyisaikain beberaipa i 

celaih dailaim peneraipainnyai. Selaiin itu secairai normaitif jugai daipait ditelaiaih baigaiimaina i 

prosedur penyailurain aitaiu pelaiksainaiain dairi TJSL ini, kairenai paidai daisairnyai TJSL laihir 
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kairenai aidainyai kesaidairain dairi pelaiku usaihai dain duniai usaihai untuk menjailin hubungain yaing 

sailing menguntungkain dengain pairai pemaingku kepentingain yaing aidai. Daila im 

perkembaingainnya i, UUPT 2007 laihir menggaintikain Undaing-Undaing Nomor 1 Taihun 1995 

tentaing Perseroain Terbaitais didaisairi oleh pemikirain berikut:61  

1) Undaing-Undaing laimai diraisai sudaih tidaik memaidaii dailaim menaimpung perkembainga in 

hukum dain dinaimikai maisyairaikait.  

2) Undaing-Undaing bairu dihairaipkain menciptaikain iklim usaihai dain perdaigaingain yaing lebih 

sehait dain dinaimis.  

3) Meningkaitkain minait Investor aising untuk berinvestaisi. 

Secairai filosofis, perubaihain regulaisi ini tidaik semaitai-maitai dimaiknaii sebaigaii sebuaih 

upaiyai teknis perubaihain peraiturain, melaiinkain perlu ditelaiaih hail aipai yaing mendaisairi 

perubaihain regulaisi ini. Von Saivigny berpendaipait baihwa i Dais Recht wird nicht gemaicht, est 

ist und wird mit dem volke. Hukum itu tidaik dibuait, tetaipi tumbuh dain berkembaing bersaima i 

maisyairaikait, lebih jaiuh Von Saivigny berpendaipait baihwai paidai setiaip baingsai terdaipait 

volkgeist aitaiu jiwai baingsai yaing mempengairuhi isi hukum dairi suaitu baingsai sebaigaii aikibait 

dairi pergaiulain mainusia i dairi maisai ke maisai.62 

Mengaicu paidai daisair pemikirain tersebut naimpaik jelais aidai keinginain dairi pemaingku 

kepentingain untuk meneraipkain prinsip-prinsip taitai kelolai usaihai yaing baiik aitaiu Good 

Corporaite Governaince dailaim Undaing-Undaing Perseroain Terbaitais. Menurut pendaipait 

Teuku Mohaimmaid Raidhie yaing memaiknaii politik hukum sebaigaii suaitu pernyaitaiain 

kehendaik penguaisai negairai mengenaii hukum ya ing berlaiku di wilaiyaihnyai dain mengenaii airaih 

hukum, perkembaingain hukum ya ing dibaingun.63 Dailaim hail ini naimpaik airaih politik hukum 

Indonesiai dailaim hukum perusaihaiain mengairaih kepaidai   peneraipain prinsip taitai kelolai usaihai 

yaing baiik, yaing saila ih saitunyai dicerminkain dairi legisla isi normai mengenaii CSR ke daila im 

Undaing-Undaing. 

                                                             
61 Ha irya into, et. ail., Politik Hukum Dailaim Pembaihairuain Undaing-Undaing Perseroain Terbaitais, Pergulaitain 

Eksekutif, Legislaitive Dain Korporait, (Jaika irtai: Indonesiai Future Institute, 2007) 
62 Lili Raisjidi dain Irai Thainiai, Pengaintair Filsaifait Hukum, (Baindung: Maindair Maiju, 2007), hlm 63. 
63 Wimain Wibisainai, ”Perspektif Politik Hukum dain Teori Hukum Pemba ingunain Tehaida ip Tainggung Jaiwa ib 

Sosia il dain Lingkungain Perseroain Terbaita is”, Jurnail Komunikaisi Hukum, Volume 4, Nomor 1, 2018, hlm 101. 
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CSR sendiri laihir dairi prinsip Good Corporaite Governaince (GCG) yaing merupaikain 

prinsip taitai kelolai perusaihaiain yaing baiik. Prinsip taitai kelolai yaing baiik ini mencaikup yaikni, 

faiirness aitaiu keaidilain, trainspairaincy aitaiu keterbukaiain, aiccountaibiity aitaiu aikuntaibilitais, dain 

responsibility aitaiu tainggung jaiwaib. Titik tekain CSR aidailaih responsibility aitaiu tainggung 

jaiwaib. 64 

Sailaih saitu perubaihain yaing cukup fundaimentail dailaim UUPT 2007 tentaing Perseroain 

Terbaitais aidailaih aidainyai Tainggung Jaiwaib Sosiail dain Lingkungain (TJSL) aitaiu Corporaite 

Sociail Responsibility (CSR) yaing menjaidikain tujuain pendiria in suaitu perseroain terbaitais tidaik 

semaitai-maitai sebaigaii sebuaih kongsi untuk meraiih keuntungain melaiinkain jugai hairus 

membaiwai ma infaiait baigi pemaingku kepentingain yaing terkaiit dengain aiktivitais perusaihaiain. 

Perseroain Terbaitais yaing diwaijibkain mengeluairkain dainai untuk CSR aidailaih Perseroain 

Terbaitais yaing kegiaitain usaihainyai bergeraik dain/aitaiu berkaiitain dengain sumber daiyai ailaim. 

CSR merupaikain suaitu konsep yaing penting untuk dilaiksainaikain oleh perusaihaiain. Hail 

ini dimaiksudkain untuk menciptaikain hubungain timbail bailik yaing sailing sinergis aintairai 

perusaihaiain dengain maisyairaikait dain lingkungain sekitairnyai. Dengain diaiturnyai CSR di daila im 

Paisail 74 UUPT 2007, maikai kewaijibain morail yaing selaimai ini melekait paidai CSR, berubaih 

menjaidi kewaijibain hukum (legail obligaition), dain sifait CSR yaing voluntairy diainut oleh 

negairai-negairai selaima i ini, di Indonesiai berubaih menjaidi bersifait Maindaitory. 65 Konsep CSR 

oleh Paisail 74 aiyait (1) UUPT 2007 telaih ditetaipkain sebaigaii kewaijibain hukum dain hairus 

dilaiksainaikain. Dimaisukainnya i konsep CSR dailaim ketentuain Paisail 74 UUPT 2007 tersebut 

merupaikain suaitu Laingkaih maiju baigi maisyairaikait, baingsai dain negairai wailaiupun ketentuain 

tersebut terbaitais baigi perusa ihaiain yaing menjailainkain kegiaitain usaihainyai di bidaing dain/aitaiu 

berkaiitain dengain sumber daiyai ailaim. 

Fenomenai CSR sebaigaii kewaijibain hukum tersebut memaing menjaidi pro dain kontrai 

mainaika ilai di Indonesia i, dengain diaiturnyai CSR di dailaim Paisail 74 UUPT 2007, maika i 

kewaijibain morail yaing selaimai ini melekait paidai CSR, berubaih menjaidi kewaijiba in hukum 

(legail obligaition), dain sifait CSR yaing voluntairy diainut oleh negairai-negairai selaimai ini, di 

Indonesiai berubaih menja idi bersifait maindaitory. 

                                                             
64 Wimain Wibisainai, Perspektif … op. cit., hlm 101. 
65 Ibid. 
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Substainsi dailaim ketentuain Paisail 74 UUPT 2007 mengaindung maiknai, mewaijibkain 

TJSL mencaikup pemenuhain peraiturain perundaingain terkaiit, penyediaiain ainggairain TJSL, dain 

kewaijibain melaiporkainnya i. Sesungguhnyai rumusain itu sudaih mengailaimi penghailusain 

laintairain kritikain kerais pairai pelaiku usaihai. Semulai, TJSL tida ik hainyai berlaiku untuk 

perusaihaiain yaing bergeraik di bidaing aitaiu berkaiitain dengain sumber daiyai ailaim, tetaipi berlaiku 

untuk semuai perusaihaiain, tidaik terkecuaili perusaihaiain skailai Usaihai Kecil Menengaih (UKM) 

bairu berdiri, aitaiu maisih dailaim kondisi merugi. 

Bainyaik perusaihaiain skailai menengaih yaing mengeksploitaisi sumber daiyai ailaim, seperti 

perusaihaiain-perusaihaiain baitubairai di Ka ilimaintain yaing secairai straitegi bisnis tidaik aikain terlailu 

berkepentingain mengenaii reputaisi. AIpaibilai yaing digunaikain pendekaitain sukairelai, maika i 

perusaihaiain-perusaihaiain semaicaim itu tentu tidaik aikain mengaidopsi prinsip-prinsip CSR ke 

dailaim straitegi bisnisnya i, sedaingkain merekai telaih menguaisaii dain mengeksploitaisi sumber 

daiyai ailaim, yaing sehairusnyai menjaidi milik bersaimai mainusiai untuk kepentingain mereka i 

sendiri dailaim bentuk keuntungain besair yaing diperoleh. Oleh kairenainya i pendeka itain 

maindaitory¸ yaiitu aidainyai pengaiturain oleh perundaing-undaingain diperlukain terutaimai baigi 

suaitu maisyairaikait, baiik dairi sisi pelaiku usaihai dain konsumen yaing maisih memiliki tingkait 

kesaidairain sosiail dain lingkungain yaing rendaih seperti Indonesiai. 

AIrgumentaisi laiin baihwai jikai yaing digunaikain pendekaitain sukairelai (voluntairy), maika i 

peningkaitain kepaituhain terhaidaip normai-normai kelestairiain lingkungain dain haik aisaisi mainusia i 

tidaik aikain maiksimail aipaibila i yaing bekerjai aidailaih economic raitionaility. Baigi korporaisi 

peneraipain CSR aikain dilaikukain sepainjaing memberikain benefit kepaidai perusaihaiain. Sailaih 

saitunyai aidailaih meningkaitkain reputaisi perusaihaiain. 

Pairaimeter keberhaisilain suaitu perusaihaiain daiiaim paindaingain CSR aidailaih 

rnengedepainkain prinsip morail dain etis, yaikni menggaipaii suaitu haisil terbaiik, dengain pailing 

sedikit merugikain kelompok maisyairaikait yaing laiinnyai. Sailaih saitu prinsip morail yaing sering 

digunaikain aida ilaih golden rules, yaing mengaijairkain aigair seseoraing aitaiu suaitu pihaik 

memperlaikukain oraing laiin saimai seperti aipai yaing merekai ingin diperlaikukain. Dengain begitu 

perusaihaiain yaing bekerjai dengain mengedepainkain prinsip morail dain etis aikain memberikain 

mainfaiait terbesair baigi maisya iraikait. 
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Melaiksainaikain CSR secairai konsisten dailaim jaingkai painjaing aikain menumbuhkain raisai 

keberterimaiain maisyairaikait terhaidaip kehaidirain perusaihaiain. Kondisi seperti inilaih yaing daipait 

memberikain keuntungain ekonomi bisnis kepaidai perusaihaiain yaing bersaingkutain. Dengain 

pemaihaima in seperti itu, daipait dikaitaikain baihwai CSR aidailaih praisyairait perusaihaiain untuk 

meraiih legitimaisi sosiologis kulturail yaing kuait dairi maisyairaikait. 

Di Indonesia i, keberaidaiain CSR sudaih memperoleh legitimaisi untuk dilaiksainaikain 

oleh suaitu perusaihaiain. Hail ini tidaik terlepais dairi daimpaik negaitif yaing ditimbulkain dairi 

beroperaisinyai suaitu kegiaitain bisnis yaing dijailainkainnyai. Kewaijiba in untuk melaiksainaikain 

CSR tersebut telaih diaitur di dailaim berbaigaii peraiturain perundaingain, baiik yaing terkaiit 

dengain perusaihaiain (UUPT, UUPM dain UU BUMN) maiupun yaing berhubungain dengain 

HAIM (UU No. 39 Taihun 1999) dain pembaingunain berkelainjutain yaing terdaipait dailaim 

berbaigaii undaing-undaing yaing terkaiit dengain lingkungain. Meskipun maisih menimbulkain 

pro dain kontrai, naimun dengain aidainyai peraiturain perundaingain di aitais, maikai baigi perusaihaiain 

dengain kriteria i tertentu menjaidi waijib secairai hukum (bukain laigi kewaijibain morail) untuk 

melaiksainaikain CSR. 

Dimaisukkainnyai konsep CSR dailaim UUPT 2007 yaing bairu di Indonesia i, sebenairnya i 

telaih menunjukkain betaipai pentingnyai CSR tersebut baigi kelaingsungain duniai usaihai, 

khususnyai baigi perseroain yaing bidaing usaihainyai berkaiitain dengain sumber daiyai ailaim. AItais 

daisair pengaiturain CSR dailaim UUPT 2007 tersebut, maikai sudaih sepaintaisnyai setiaip perseroain 

di Indonesia i meneraipkain CSR, kairenai jikai tidaik aikain dikenaikain sainksi. AIkain tetaipi 

mengenaii pengaiturain sainksi terhaidaip pelainggairain tidaik diteraipkainnyai CSR, tidaik tegais 

diaitur didailaim UUPT 2007, kairenai sainksi dain hail-hail laiin tentaing CSR ketentuainnyai aikain 

diaitur lebih la injut dailaim Peraiturain Pemerintaih sebaigaiimainai disebutkain dailaim Paisail 74 aiyait 

(4) UUPT 2007. 

Menurut Mairdjono Reksodiputro baihwai konsep CSR itu memaing aigaik tumpaing 

tindih dengain konsep good corporaite governaince dain konsep etikai bisnis. Sedaingkain 

Schermerhorn memberi definisi CSR sebaigaii suaitu kepeduliain orgainisaisi bisnis untuk 

bertindaik denga in cairai-cairai merekai sendiri dailaim melaiya ini kepentingain orgainisaisi dain 

kepentingain public eksternail. CSR aidailaih sebuaih pendekaitain dimainai perusaihaiain 

mengintegraisikain kepedulia in sosiail daila im operaisi bisnis merekai dain dailaim interaiksi mereka i 
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dengain pairai pemaingku kepentingain (staikeholders) berdaisairkain prinsip kesukairelaiain dain 

kemitraiain. 

Di sinilaih letaik pentingnyai pengaiturain CSR di Indonesiai, aigair memiliki daiyai aitur, 

daiyai ikait dain daiyai dorong. CSR yaing semulai bersifait voluntairy perlu ditingkaitkain menjaidi 

CSR yaing lebih bersifait maindaitory. Dengain demikiain daipait dihairaipkain kontribusi dunia i 

usaihai yaing terukur dain sistemaitis dailaim ikut meningkaitain kesejaihteraiain maisya iraikait. 

Kebijaikain yaing pro maisyairaikait dain lingkungain seperti ini saingait dibutuhkain di tengaih airus 

neoliberailisme seperti seka iraing ini. Sebailiknyai di sisi laiin, maisyairaikait jugai tidaik bisa i 

seenaiknyai melaikukain tuntutain kepaidai perusaiha iain, aipaibilai hairaipainnyai itu beraidai diluair 

baitais aiturain yaing berlaiku. 

Mengenaii filosofi dain pairaidigmai daisair, TJSL aidailaih paidainain kaitai yaing digunaikain 

di dailaim UUPT 2007 untuk penggunaia in istilaih corporaite sociail responsibility. CSR sebaiga ii 

suaitu konsep, berkembaing pesait sejaik taihun 1980-ain hinggai 1990-ain sebaigaii reaiksi dain 

suairai kerprihaitinain dairi orgainisaisi-orgainisaisi maisyairaikait sipil dain jairingain tingkait globail 

untuk meningkaitkain perilaiku etis, faiirness dain responsibilitais perusaihaiain yaing tidaik hainya i 

terbaitais paidai perusaihaiain, tetaipi jugai paidai staikeholder dain komunitais aitaiu maisya iraikait 

sekitair kerjai dain operaisinyai.66 

AIdai nilaii perusaihaiain yaing terkaindung di dailaim CSR yaiitu, CSR bersifait sukairelai; 

prinsip etis dain morail; sertai sifait sukairelai mencaikup semuai sektor, baiik baidain hukum publik 

dain privait. CSR aidailaih prinsip yaing bersifa it etis dain morail yaing dinormaikain oleh Paisail 74 

UUPT 2007 menjaidi bersifa it kewaijibain dain memiliki sainksi baigi ya ing tidaik menjailainkain 

paisail tersebut. 

Dailil Maihkaimaih Konstitusi dailaim Putusain MK Nomor 53/PUU-VI/2008 terhaidaip 

permohonain pengujiain Paisail 74 Undaing-Undaing Nomor 40 tentaing Perseroain Terbaitais, 

menyaitaikain baihwai hubungain aintairai morail dain etik dengain hukum aidailaih bersifait graiduail, 

dimainai hukum merupaikain formailisaisi aitaiu legailisaisi dairi nilaii-nilaii morail. Dailaim hubungain 

ini, nilaii-nilaii morail dain etik yaing diterimai secairai sukairelai (voluntairy) dain diainggaip penting 

daipait saijai diubaih secairai graiduail menjaidi hukum aitaiu Undaing-Undaing aigair lebih mengikait.  

                                                             
66 Gunaiwa in Wijaiya i, Seri … op. cit., hlm. 96. 
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Pergeserain konsep dailaim pelaiksainaiain CSR di Indonesiai yaing semulai hainyai bersifait 

sukairelai yaing kini menjaidi kewaijiba in hukum, merupaikain suaitu hail yaing berbedai dengain 

konsep daisair CSR yaing berkembaing di negairai-negairai maiju, seperti CSR di AImerika i 

Serikait, Taiiwain, dain Belaindai. Hail ini dikairenaikain tainggung jaiwaib sosiail dain lingkungain 

yaing diaitur dailaim Paisail 74 UUPT 2007 aidailaih sesuaii dengain failsaifaih baingsai Indonesia i 

yaing secairai sosiologi beraisaiskain kekeluairgaiain bukain individuailistic. Kairenai itu konsep 

CSR yaing diainut negairai bairait yaing cenderung paidai aisais ekonomi kaipitailis dain liberail 

tentunyai saingait berbedai dengain konsep tainggung jaiwaib sosia il perusaihaiain yaing diainut 

baingsai Indonesiai. 

AIdai 2 (duai) lainda isain berkenainaiain dengain CSR yaiitu beraisail dairi etikai bisnis dain 

dimensi sosia il dairi etikai bisnis. CSR aitaiu sering diairtikain being sociailly responsible jelais 

merupaikain suaitu cairai-cairai yaing berbedai dailaim negairai yaing berbedai pulai. AIrtinya i 

peneraipain CSR di maising-maising negairai hairus disesuaiikain dengain konteks sosiail dain 

lingkungainnyai. Sehinggai perlu berhaiti-haiti dailaim meneraipkain konsep CSR dairi negairai-

negairai maiju di negairai-negairai yaing sedaing berkembaing. 

Pengaiturain CSR dengain kewaijibain hukum (legail obligaition) lebih mempunyaii 

kepaistiain hukum jika i dibaindingkain dengain CSR yaing bersifait sukairelai (voluntairy). Hail 

demikiain dimaiksudkain aigair memiliki da iyai aitur, daiyai ikait, dain daiyai dorong baigi perusaihaiain 

untuk melaiksainaikain CSR, sebailiknya i pengaiturain CSR dengain voluntairy tidaik cukup kuait 

untuk daipait memaiksai perusaihaiain melaiksainaikain CSR, sehinggai dengain meningkaitkain CSR 

dairi voluntairy menjaidi CSR yaing maindaitory dihairaipkain aidainyai kontribusi dairi perusaihaiain 

untuk ikut meningkaitkain kesejaihteraiain maisya iraikait.67 Hail ini ditujukain aigair perusaihaiain 

yaing melaikukain kegiaitain usaihainyai dibidaing/berkaiitain dengain sumber daiyai ailaim daipait 

menjailaikain CSR dengain kesaidairain hukum sebaigaii bentuk dairi CSR yaing telaih diwaijibkain 

didailaim UUPT 2007. 

c. Model Corporate Social Responsibility  

Maisailaih daisair dailaim pengelolaiain CSR di Indonesiai aidailaih ainggaipain baihwai CSR 

bairulaih sebaitais kewaijibain yaing hairus ditaiaiti kairenai merupaikain perintaih UU yaing aidai. 

                                                             
67 Dailil Putusain Maihkaimaih Konstitusi Republik Indonesiai Nomor 53/PUU-VI/2008 terhaida ip permohonain 

pengujiain Undaing-Undaing Nomor 40 Taihun 2007 tentaing Perseroain Terba itais, hlm 93. 
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Perusaiha iain maisih enggain dailaim menyelenggairaikain CSR yaing bersifa it sebaigaii kewaijibain 

yaing benair-benair hairus dilaiksainaikain, tainpai hairus memaindaing hail itu sebaigaii kewaijiba in 

kontraiktuail dain perintaih Undaing-Undaing. Kesaidairain terhaidaip CSR yaing sehairusnyai telaih 

terintegraisi dailaim hierairki perusaihaiain sebaigaii straitegi dain policy mainejemen, belum 

mencaipaii taitainain keseimbaingain duniai usaihai aintairai pelaiku dain maisyairaikait sekitair. Esensi 

dain signifikainsi dairi CSR maisih belum daipait terbaicai sepenuhnyai oleh pelaiku bisnis, 

sehinggai CSR sendiri baigi sebaigia in pelaiku bisnis bairu sekedair waicainai dain terkaidaing 

implementaisinya i berdaisairkain aitais tuntutain maisyairaikait.68 

Belum tingginyai ketegaisain pemerintaih di dailaim memaiksai pihaik Perusaihaiain untuk 

betul-betul mela iksainaikain kewaijibain merekai meneraipkain CSR yaing baiik, tepait saisairain dain 

berorientaisi paidai peningkaitain kesejaiteraiain ma isyairaikait. Dailaim konteks ini, pemerintaih juga i 

dinilaii maisih enggain untuk memberikain sainksi tegais kepaidai perusaihaiain yaing tidaik 

meneraipkain CSR secairai maiksimail. Keenggainain ini beraikibait pelaiksainaiain CSR maisih 

setengaih-setengaih aitaiu belum menyentuh maisailaih yaing sesungguhnya i, yaikni mendorong 

aidainya i usaihai untuk membaintu meningkaitkain kesejaihteraiain maisyairaikait, khususnya i 

maisyairaikait di sekitair perusaihaiain tersebut beraidai. 69 

Maisyairaikait jugai maisih belum sepenuhnya i menyaidairi airti penting dairi implementaisi 

CSR yaing baiik dain tepait saisairain. Umumnya i maisyairaikait hainyai memaindaing baihwa i 

perusaihaiain berkewaijibain membaigi sebaigiain kecil keuntungain perusaihaiain untuk diberikain 

kepaidai maisyairaikait, melailui berbaigaii maicaim kegiaitain aitaiu aiktivitais. Hail ini tertaimpaik paidai 

maisih kecilnyai mainfaiait yaing secairai laingsung bisai diterimai oleh maisya iraikait sebaiga ii aikibait 

dairi rendaihnya i pengetaihuain maisyairaikait aikain pentingnyai perusaihaiain melaiksainaikain 

kewaijibain CSR merekai kepaidai maisyairaikait. 

Maisailaih selainjutnyai yaing seringkaili muncul ke permukaiain terkaiit pengaiturain dain 

pengelolaiain CSR di Indonesiai, yaikni mengenaii kejelaisain baigaiima inai sebuaih perusaihaiain 

sehairusnyai mengimplementaisikain prograim CSR-nyai, aipaikaih dikelolai secairai laingsung aitaiu 

dilaiksainaikain oleh pihaik ketigai dain baigaiima inai proses prograim CSR tersebut dilaiksainaikain 

                                                             
68 Joko Rizkie Widokairti, “Maisaila ih Daisa ir Pengelolaiain Corporaite Sociail Responsibility (CSR) Di 

Indonesiai”, Maikailaih Disaimpaiikain paidai Development Internaitionail Conference, Jaika irtai, Universitais Terbukai, 

2014, hlm 23.  
69 Ibid.  
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sertai baigaiima inai menyinergikain dairi setiaip aiktivitais pelaiksainaiain dain penyailurain CSR aigair 

maisyairaikait bisai meraisaikain secairai laingsung mainfaiait pelaiksainaiain prograim CSR dairi 

perusaihaiain tersebut. 70 

Dailaim penyelenggairaia in CSR maisih meninggailkain duai hail pokok.  

1) Terdaipait ketidaikjelaisain daila im kewaijibain implementaisi CSR, terutaimai subjek yaing 

dimaiksud dengain perseroain yaing menjaila inkain kegiaitain usaihainyai ya ing berkaiitain 

dengain sumber daiyai ailaim. AIpaikaih Perseroain yaing bukain berkaiitain sertai tida ik 

melaikukain aiktifitais usaihai dengain mengaimbil keuntungain dairi sumber daiyai ailaim, 

naimun aiktifitais produksinyai memiliki efek paidai kegunaiain daiyai dukung terhaidaip 

potensi ailaim yaing daipait dikembaingkain untuk proses produksi?  

2) Selaimai ini tidaik sedikit korporaisi mengainggaip telaih menyelenggairaikain prograim CSR 

kepaidai pairai pemaingku kepentingainnyai, naimun paidai kenyaitaiain beberaipai pemaingku 

kepentingain meraisai belum meraisaikain faiedaih baihkain tidaik meraisaikain secairai nyaita i 

saimai sekaili kegiaitain dairi korporaisi.71 

Dailaim pelaiksainaiain CSR sedikitnyai aidai empait model aitaiu polai CSR yaing umumnya i 

diteraipkain oleh perusaihaiain di Indonesiai, yaiitu:72  

1) Keterlibaitain laingsung.  

Perusaiha iain menjailainkain prograim CSR secairai laingsung dengain 

menyelenggairaikain sendiri kegiaitain sosiail aitaiu menyeraihkain sumbaingain ke maisyairaikait 

tainpai peraintairai. Untuk menjailainkain tugais ini, sebuaih perusaihaiain biaisainyai menugaiskain 

sailaih saitu pejaibait seniornyai, seperti corporaite secretairy aitaiu public aiffaiir mainaiger aitaiu 

menjaidi baigiain dairi tugais pejaibait public relaition.  

2) Melailui yaiyaisain aitaiu orgainisaisi sosiail perusa ihaiain.  

Perusaiha iain mendirikain yaiya isain sendiri di baiwaih perusaihaiain aitaiu groupnyai. 

Model ini merupaikain aidopsi dairi model yaing la izim diteraipkain di perusaihaiain-

perusaihaiain di negairai maiju. Biaisainyai, perusaihaiain menyediaikain dainai aiwail, dainai rutin 

                                                             
70 Ibid.  
71 Maisrizail, Menyoa il Dilemai Pengelolaia in CSR di Daieraih, 2011, 

http://paidaingekspres.co.id/?news=nberitai&id=179 
72 Za iim Saiidi dain Haimid AIbidin, Waicainai dain Praiktek Kedermaiwainain Sosiail di Indonesiai (Jaika irtai: 

Piraimediai, 2004) 
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aitaiu dainai aibaidi ya ing daipait digunaikain secairai teraitur baigi kegiaitain yaiyaisain. Beberaipa i 

yaiyaisain yaing didirikain perusa ihaiain diaintairainyai aidailaih Yaiya isain Cocai Colai Compainy, 

Yaiya isain Rio Tinto (perusaihaiain pertaimba ingain), Yaiyaisain Dhairmai Bhaikti AIstrai, 

Yaiya isain Saihaibait AIquai, GE Fund).  

3) Bermitrai dengain pihaik laiin.  

Perusaiha iain menyelenggairaikain CSR melailui kerjaisaimai dengain lembaiga i 

sosiail/orgainisaisi non-pemerintaih (NGO/ LSM) instainsi pemerintaih, universitais aitaiu 

mediai maissai, baiik dailaim mengelolai dainai maiupun dailaim melaiksainaikain kegiaita in 

sosiailnyai. Beberaipai Lembaigai sosiail/Ornop yaing bekerjaisaimai dengain perusaihaiain daila im 

menjailainkain CSR aintairai laiin aidailaih Pailaing Meraih Indonesia i (PMI), Yaiyaisa in 

Kesejaihteraiain AInaik Indonesiai (YKAII), Dompet Dhuaifai; instainsi pemerintaih (Lembaiga i 

Ilmu Pengetaihuain Indonesiai/LIPI, Kementeriain Pendidikain dain Kebudaiyaiain, 

Kementeriain Kesehaitain, dain Kementeriain Sosiail); Universitais (UI, ITB, IPB); media i 

maissai (DKK Kompais, Kitai Peduli Indosiair).  

4) Mendukung aitaiu bergaibung dailaim suaitu konsorsium.  

Perusaiha iain turut mendirikain, menjaidi ainggotai aitaiu mendukung suaitu lembaiga i 

sosiail yaing didirikain untuk tujuain sosiail tertentu. Dibaindingkain dengain model laiinnyai, 

polai ini lebih berorientaisi paidai pemberiain hibaih perusaihaiain yaing bersifait hibaih 

pembaingunain. Pihaik konsorsium aitaiu lembaigai semaicaim itu yaing dipercaiyaii oleh 

perusaihaiain-perusaihaiain yaing mendukungnyai secairai proaiktif mencairi mitrai kerjaisaima i 

dairi kailaingain lembaigai operaisionail dain kemudiain mengembaingkain prograim yaing 

disepaikaiti Bersaimai. 

Dengain demikiain model peneraipain CSR yaing umumnya i dilaiksainaikain oleh 

perusaihaiain di Indonesia i, yaiitu baigaiimainai keterlibaitain laingsung di ma inai perusaihaiain 

menjailainkain prograim CSR secairai laingsung dengain menyelenggairaikain sendiri kegiaitain 

sosiail aitaiu menyeraihkain sumbaingain kemaisyairaikait tainpai peraintairai. Dailaim menja ilainkain 

tugais ini, maikai sebuaih Perusaihaiain biaisainya i menugaiskain sailaih saitu pejaibait seniornya i, 

seperti corporaite secretairy aitaiu public aiffaiir mainaiger aitaiu menjaidi baigiain dairi tugais 

pejaibait public relaition, sehinggai bisai dengain melewaiti yaiyaisain aitaiu orgainisaisi sosia il 
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korporaisi, dain korporaisi biaisainyai mempunyaii aitaiu membuait yaiyaisain di baiwaih lembaiga i 

aitaiu grupnyai.73 

Bentuk ini memiliki kesaimaiain dairi bentuk yaing umumnyai diaiplikaisikain di baidain-

baidain usaihai di negairai duniai pertaimai (maiju). Paidai umumnyai perusaihaiain menyediaikain biaiya i 

permulaiain, dainai rutinitais, aitaiu dainai tetaip yaing bisai dimainfaiaitkain secairai rutin baigi aiktifitais 

yaiyaisain. Bentuk selainjutnyai yaiitu bisai dengain melaikukain pairtnership dengain elemen laiin. 

Perusaiha iain mengimplementaisikain CSR melailui kemitraiain dengain baidain yaing berpihaik 

paidai maisyairaikait/orgainisaisi di luair pemerintaihain. Model yaing teraikhir yaiitu dengain 

memberikain support aitaiu joinpairtner dailaim suaitu konsorsium.74 Korporaisi ikut membuait, 

turut sertai menjaidi baigiain aitaiu memberikain dukungain dailaim baidain yaing melaikukain 

kegiaitain yaing berkaiitain dengain kepentingain maisyairaikait yaing diorgainisir kepaidai 

kepentingain khusus untuk maisyairaikait luais. 

Dailaim PP TJSLP ditentukain baihwai penyelenggairaiain CSR dilaiksainaikain dengain 

memperhaitikain kepaitutain dain kewaijairain. Pengertiain mengenaii kepaitutain dain kewaijairain 

merupaikain kebijaiksainaiain perseroain, yaing disesuaiikain dengain kemaimpuain finainsiail 

korporaisi sertai kemungkinain baihaiya i ekonomi yaing menyebaibkain TJSL yaing menjaidi 

tainggungain korporaisi sesuaii dengain aiktifitais bisnisnya i denga in tidaik mereduksi kehairusain 

yaing termuait dailaim aiturain hukum yaing dibuait dain disepaikaiti paidai saiait pendiriain dain 

penentuain aiktifitais usaihai baidain usaihai. Daipait dilihait baihwai ketentuain Peraiturain Pemerintaih 

tersebut tidaik memberikain kejelaisain terhaidaip berbaigaii isu dain keraincuain pengaiturain daila im 

UUPT 2007. Ketentuain PP justru tidaik mengaitur secairai imperaitif kewaijiba in pengainggairain 

kegiaitain Tainggung Jaiwaib Sosiail da in Lingkungain dailaim ainggairain perusaihaiain.75 

PP TJSLP jugai tidaik memperjelais stainda ir kepaitutain dain kewaija irain dailaim 

pengainggairain Tainggung Jaiwaib Sosiail da in Lingkungain, wujud pelaiksainaiainnya i maiupun 

siaipai yaing berkompeten menilaii kewaijairain dain kepaitaitutain tersebut. Ketentuain PP TJSLP 

di aitais justru menentukain baihwai penila iiain terhaidaip kepaitutain dain kewaijairain merupaikain 

kebijaikain Perseroain aitaiu dengain kaitai laiin, perusaihaiainlaih yaing menila iinya i sendiri 

                                                             
73 Joko Rizkie Widoka irti, Maisa ilaih … op. cit., hlm 1-23. 
74 Pujiyono, et. ail., “Model Pertainggungjaiwa iba in Hukum Pela iksainaia in Corporaite Sosiail Responsibility 

(CSR) Untuk Meningkaitkain Keseja ihteraia in Maisya iraika it”, Yustisiai Jurnail Hukum, No. 1, Vol. 5, 2016, hlm 73–91. 
75 Ibid. 
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berdaisairkain kemaimpuain keuaingainnyai.76 Oleh kairenai itu untuk mendaipaitkain pengelolaiain 

yaing ideail CSR di maisai depain hairus tegais diaitur secairai spesifik dailaim peraiturain perundaing-

undaingain, mulaii dairi peraiturain pemerintaih saimpaii aiturain dibaiwaihnyai, hairus aidainya i 

keseraigaimain mengenaii konsep dairi CSR di Indoneisai, jugai hairus jela is baigaiimaina i 

penyailurain dain pengelolaiain CSR, staindair kepaitutain dain kewaijairain dailaim pengainggairain 

CSR, wujud pelaiksainaiainnyai sertai siaipai yaing berkompeten mengaiwa isi dain menila ii 

kewaijairain dain kepaitaitutain tersebut, maiupun sainksi baigi perusaihaiain yaing tidaik 

melaiksainaikain CSR hairus jelais diaitur dailaim peraiturain perundaing-undaingain. 

Selaiin itu, CSR yaing konsepnyai aidailaih merupaikain kehairusain morail dain kemudia in 

dengain aidainyai pengaiturain dailaim peraiturain perundaing-undaingain, menjaidikain CSR menjaidi 

kewaijibain hukum. Pengaiturain secairai tegais dain spesifik merupaikain suaitu kehairusain, hail ini 

disebaibkain oleh beberaipai ailaisain: ai. Kondisi kaiwaisain yaing kiain mengkhaiwaitirkain, aidailaih 

baigiain dairi laitair belaikaing pentingnya i pihaik regulaitor membuait pengaiturain sehingga i daipait 

memberikain dukunga in keberlaingsungain kaiwaisain kehidupain mainusiai. Perkembaingain 

ekonomi yaing merusaik lingkungain aikain mempunyaii efek yaing saingait buruk. Kerusaikain 

kaiwaisain ekosistem aikain memberikain efek kegunaiain peningkaitain nilaii ekonomi tidaik 

bertaimbaih, kairenai musnaihnya i sumberdaiyai ailaim dain mudaih terkenai daimpaik terhaidaip 

perubaihain iklim/cuaicai. Oleh kairenai itu, semestinyai diskursus mengenaii Pembaingunain 

ekonomi dain kesejaihteraiain maisyairaikait diaitur menurut hukum. b. Korporaisi yaing 

merupaikain saila ih saitu elemen dairi maisya iraikait sosiail. Konsepsi sustaiinaible development 

(pembaingunain berkelainjutain) yaing dilaikukain korporaisi dailaim bentuk CSR. Merupaikain ha il 

yaing urgen ba igikorporaisi dailaim menyelenggairaikain usaihainyai yaing mempunyaii tiga i 

kepentingain yaing hairus dila iyaini dengain seimbaing. Oleh kairenai itu fungsi eksekutif sebaigaii 

elemen yaing mengaidaikain aiturain sertai otoritais yaing mengaiwaisi aigair terselengga irainya i CSR 

aidaila ih hail yaing tidaik daipait diaibaiikain. 

d. Relevansi Corporate Social Responsibility dalam PTSL  

CSR memiliki relevainsi signifikain dailaim prograim PTSL di Indonesiai dengain 

meneraipkain prinsip-prinsip CSR dailaim konteks ini, yaiitu: 

                                                             
76 Lili Naiili Hidaiya ih, et. ail., “Pengelolaiain Corporaite Socia il Responsibility Menurut Peraiturain Perundaing-

undaingain di Indonesiai”, Jurnail Waijaih Hukum, Volume 4, Nomor 2, 2020, hlm 331-340. 
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1) Tainggung jaiwaib ekonomi.  

Perusaiha iain berperain dailaim percepa itain PTSL dengain memainfaiaitkain dainai CSR 

untuk mendukung proses pendaiftairain tainaih, seperti mencaikup pelaitihain petuga is 

pendaiftairain tainaih, sehingga i meningkaitkain efisiensi dain kecepaitain pendaiftairain. Denga in 

cairai ini, dainai CSR tidaik hainyai memenuhi tainggung jaiwa ib ekonomi perusaihaiain tetaipi 

jugai mempercepait legailisaisi haik aitais tainaih, yaing berdaimpa ik positif paidai ekonomi 

lokail. 

2) Tainggung jaiwaib sosiail.  

CSR menekainkain kontribusi perusaihaiain terhaidaip kesejaihteraiain maisyairaika it. 

Daina i CSR daipait mendukung mediaisi konflik tainaih dain prograim eduka isi maisyairaikait 

mengenaii pentingnyai pendaiftairain tainaih. Pendekaitain ini membaintu mempercepait proses 

pendaiftairain sertai mema istikain baihwai haik maisyairaikait dihormaiti, menguraingi konflik 

tainaih, dain meningkaitkain kesejaihteraiain maisyairaikait. 

3) Tainggung jaiwaib lingkungain.  

CSR daipait diintegraisikain dailaim PTSL dengain menggunaikain dainai CSR untuk 

studi daimpaik lingkungain, pemaintaiuain berkelainjutain, dain prograim konservaisi. Hail ini 

termaisuk mengidentifikaisi dain menguraingi potensi daimpaik negaitif terhaidaip lingkungain 

dairi proses pendaiftairain tainaih, sertai melaiksainaikain prograim rehaibilitaisi untuk 

memperbaiiki ekosistem yaing terkenai daimpaik. 

4) Tainggung jaiwaib hukum. 

Daina i CSR daipait digunaikain untuk memperbaiiki sistem pelaiporain dain aiudit, 

sertai memberikain penyuluhain hukum kepaidai maisyairaikait tentaing haik-haik merekai dain 

prosedur pendaiftairain tainaih, sehinggai daipa it mendukung trainspairainsi dain aikuntaibilita is 

dailaim pendaiftairain tainaih. 

Secairai keseluruhain, peneraipain teori CSR dailaim konteks PTSL menunjukkain 

baigaiimainai tainggung jaiwaib sosiail perusaihaiain daipait mendukung proses aidministraitif 

pertainaihain, sertai memberikain mainfaiait yaing luais dain berkelainjutain. Melailui optimailisaisi 

dainai CSR, perusaihaiain tidaik hainyai berkontribusi paidai percepaitain pendaiftairain tainaih tetaipi 

jugai paidai pembaingunain ekonomi yaing berkelainjutain dain pelestairiain lingkungain. 

Pendekaitain ini memperbaiiki reputaisi perusaihaiain, mendukung kebijaikain pemerintaih, dain 
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meningkaitkain kuailitais hidup maisyairaikait, sertai menciptaikain daimpaik positif yaing luais baigi 

semuai pihaik terliba it. 

 

G. Metode penelitian   

1. Jenis Penelitian 

Penelitiain ini merupaikain jenis penelitiain hukum normaitif, yaiitu penelitiain yaing 

dilaikukain dengain mendaisairkain paidai prosedur penelitiain ilmiaih untuk menemukain 

kebenairain berdaisairkain logikai keilmuain hukum dairi sisi normaitifnyai,77 sehinggai dairi 

penelitiain hukum normaitif aikain ditemukain suaitu aiturain hukum, prinsip-prinsip hukum 

maiupun doktrin-doktrin hukum gunai menjaiwaib isu hukum yaing dihaidaipi,78 yaiitu yaing 

berkaiitain dengain konsep kolaiboraisi pemerintaih dain swaistai untuk percepaitain proses 

pendaiftairain tainaih di Indonesiai melailui CSR. 

 

                                                             
77 Johnny Ibraihim, Teori dain Metodologi Penelitiain Hukum Normaitif, (Suraiba iya i: Ba iyu Media i Publishing, 

2005), hlm 57. 
78 Peter Maihmud Mairzuki, Penelitiain Hukum, (Jaikairtai: Kencainai Prenaidai Mediai Group, 2010), hlm 35. 
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2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekaitain peraiturain perundaing-undaingain (staitue aipproaich) dilaikukain mela ilui 

pengkaijiain terhaidaip setiaip peraiturain perunda ing-undaingain terkaiit implementaisi konsep 

kolaiboraisi pemerintaih dain swaistai untuk percepaitain pendaiftairain tainaih di Indonesia i 

melailui CSR. 

b. Pendekaitain konseptuail (conseptuail aipproaich) dilaikukain dailaim raingkai melaikuka in 

penelusurain secairai konseptuail mengenaii konsep kolaiboraisi pemerintaih dain swaista i 

untuk percepaitain pendaiftairain tainaih di Indonesiai melailui CSR secairai lebih mendailaim.  

c. Pendekaitain historis (historicail aipproaich) dilaikukain dengain menelaiaih laitair belaikaing 

aipai yaing dipelaijairi dain perkemba ingain pengaiturain mengenaii isu ya ing dihaidaipi.79 

Penulis menggunaikain pendekaitain ini yaikni ingin mengungkaipkain filosofis dain pola i 

pikir, ketikai prograim percepaitain pendaiftairain tainaih dilaiksainaikain di Indonesiai untuk 

pertaimai kailinyai yaikni paidai taihun 2017 hinggai 2024. Melailui pendekaitain perundaing-

undaingain bersaimai-saimai dengain pendekaitain sejairaih, maikai aikain dipelaijairi laindaisain 

filosofis, laindaisain ontologis (merupaikain ailaisain aidainyai) dain laindaisain raitio legis (ailaisa in 

mengaipai aidai) dairi suaitu perundaing-undaingain yaing menjaidi daisair baigi pengaiturain 

prograim pendaiftairain tainaih. AIdaipun untuk mengetaihui daisair filosofis dain ontologis 

suaitu perundaing-undaingain dengain menelaiaih konsiderainnyai terlebih daihulu, sedaingka in 

untuk mengetaihui daisair raitio legis digunaikain interpretaisi aitaiu penaifsirain. Interpretaisi 

(penaifsirain) yaing digunaikain meliputi interpretaisi berdaisairkain kailimait dailaim undaing-

undaing; interpretaisi berdaisairkain kehendaik pembentuk undaing-undaing/interpretaisi 

sebaigaiimainai yaing tertuaing di dailaim penjelaisain undaing-undaing, yaing disebut 

interpretaisi yaing aiutentik.80 

 

                                                             
79 Ibid., hlm 134. 
80 Ibid., hlm 107. 
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3. Objek Penelitian 

AIdaipun objek penelitiain terdiri aitais berbaigaii peraiturain perundaing-undaingain yaing 

terkaiit dengain konsep kolaiboraisi pemerintaih dain swaistai untuk percepaitain pendaiftairain tainaih 

di Indonesiai melailui CSR. 

4. Sumber Data Penelitian 

Pengkaijiain terhaidaip penelitiain ini menggunaikain daitai sekunder sebaigaii baihain kaijia in 

sebaigaii berikut: 

a. Baihain hukum primer.  

Baihain hukum primer merupaikain baihain hukum yaing berisikain peraiturain perundaing-

undaingain yaing terkaiit dengain objek penelitiain. Paidai penelitiain ini baihain hukum primer 

bertujuain sebaigaii baitu pija ikain dailaim mengainailisis konsep kolaiboraisi pemerintaih da in 

swaistai untuk percepaitain pendaiftairain tainaih di Indonesiai melailui CSR. AIdaipun peraiturain 

perundaing-undaingain terkaiit terdiri dairi: 

1) Undaing-Undaing Nomor 5 Taihun 1960 tentaing Peraiturain Daisair Pokok-Pokok 

AIgrairiai. 

2) Undaing-Undaing Nomor 19 Taihun 2003 Tentaing BUMN.  

3) Undaing-Undaing Nomor 17 Taihun 2007 tentaing Rencainai Pembaingunain Jaingka i 

Painjaing Naisionail 2005-2025. 

4) Undaing-Undaing Nomor 25 Taihun 2007 tentaing Penainaimain Modail. 

5) Undaing-Undaing Nomor 40 Taihun 2007 tentaing Perseroain Terbaitais. 

6) Undaing-Undaing Nomor 25 Taihun 2004 tentaing Sistem Perencainaiain Pembaingunain 

Naisionail. 

7) Undaing-Undaing Nomor 32 Taihun 2004 tentaing Pemerintaihain Daieraih.  

8) Peraiturain Pemerintaih Nomor 24 Taihun 1997 tentaing Pendaiftairain Tainaih. 

9) Peraiturain Pemerintaih Nomor 47 Taihun 2012 Tentaing Tainggung Jaiwaib Sosiail dain 

Lingkungain. 

10) Peraiturain Pemerintaih Nomor 17 Taihun 2017 tentaing Sinkronisaisi Proses 

Perencainaiain dain Pengainggairain Pembaingunain Naisionail 

11) Peraiturain Pemerintaih Nomor 18 Taihun 2021 tentaing Haik Pengelolaiain, Haik AItais 

Tainaih, Saituain Rumaih Susun dain Pendaiftairain Tainaih. 
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12) Peraiturain Presiden Nomor 62 Taihun 2023 tentaing Percepaitain Pelaiksainaiain 

Reformai AIgrairiai. 

13) Peraiturain Presiden Nomor 18 Taihun 2020 tentaing Rencainai Pembaingunain Jaingka i 

Menengaih Naisionail Taihun 2020-2024. 

14) Instruksi Presiden Nomor 2 Taihun 2018 tentaing Percepaitain Pendaiftairain Tainaih 

Sistemaitis Lengkaip di Seluruh Wilaiyaih Indonesiai.  

15) Keputusain Bersaima i Menteri AIgrairiai dain Taitai Ruaing/ Kepailai Baidain Pertainaihain 

Naisionail, Menteri Dailaim Negeri, Menteri Desai, Pembaingunain Daieraih Tertingga il 

dain Trainsmigraisi Nomor 25/SKB/V/2017 Nomor 590-3167AI Taihun 2017 Nomor 

34 Taihun 2017 tentaing Pembiaiyaiain Persiaipain Pendaiftairain Tainaih Sistemaitis. 

16) Peraiturain Menteri AITR/Kai. BPN Nomor 6 Taihun 2018 tentaing Pendaiftairain Tainaih 

Sistemaitis Lengkaip. 

17) Peraiturain Menteri AIgrairiai dain Taitai Ruaing/Kepailai Baidain Pertainaihain Naisiona il 

Nomor 16 Taihun 2021 tentaing Ketentuain Pelaiksainaiain Peraiturain Pemerintaih 

Nomor 24 Taihun 1997 tentaing Pendaiftairain Tainaih.  

18) Kementeriain AITR/BPN Petunjuk Teknis Nomor 1069/3.1-100/IV/2018 tentaing 

Pelaiksainaiain AInggairain PTSL taihun 2018. 

19) Peraiturain Menteri AIgrairiai dain Taitai Ruaing/Kepailai Baidain Pertainaihain Naisiona il 

Nomor 8 Taihun 2022 Tentaing Perubaihain aitais Peraiturain Menteri AIgrairiai dain Taitai 

Ruaing/Kepailai Baidain Pertainaihain Naisionail Nomor 9 Taihun 2021 tentaing Surveyor 

Berlisensi. 

b. Baihain hukum sekunder, merupaikain baihain hukum yaing menjelaiskain daisair-daisair teks 

hukum laiinnyai. Baihain hukum sekunder mencaikup kairyai-kairyai literaitur seperti buku, 

jurnail, kairyai ilmia ih dain airtikel sertai pendaipait dain waiwaisain oraing laiin ya ing berkaiitain 

dengain topik yaing diteliti.  

c. Baihain hukum tersier berupai baihain hukum yaing memberikain petunjuk maiupun 

penjelaisain terhaidaip baihain hukum primer maiupun baihain hukum sekunder seperti 

Kaimus Hukum dain Kaimus Besair Baihaisai Indonesiai. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulain daitai dilaikukain dengain studi kepustaikaiain (librairy reseairch) 

dengain melaikukain pengumpula in baihain-baihain ya ing relevain untuk mengkaiji objek 

penelitiain, baiik yaing termaisuk dailaim baihain hukum primer maiupun baihain hukum sekunder, 

kemudiain dihimpun berdaisairkain topik permaisailaihain yaing telaih dirumuskain. Selainjutnya i 

daitai yaing dikumpulkain tersebut diolaih dengain cairai:  

a. Editing merupaikain proses pemeriksaiain kembaili dairi daitai-daitai yaing telaih diperoleh 

terutaimai dairi segi kelengkaipain, penjelaisain maiknai, sertai koherensi aintair tiaip maikna i 

yaing saitu dengain yaing laiin. 

b. Orgainizing merupaikain proses dailaim penyusunain daitai-daitai yaing telaih dihimpun, 

sehinggai sesuaii dengain keraingkai yaing telaih ditentukain. 

c. Penemuain haisil penelitiain merupaikain proses ainailisis lainjutain dairi daitai-daitai yaing tela ih 

dihimpun dain disusun dengain mema infaiaitkain berbaigaii kaiidaih-kaiidaih, teori, sertai 

metode yaing telaih ditentukain, sehinggai daipait memperoleh kesimpulain yaing merupaika in 

sebuaih jaiwaibain dairi rumusain maisailaih. 

6. Analisis dan Pembahasan 

Keseluruhain daitai yaing diperoleh melailui penelitiain di ainailisai menggunaikain 

kuailitaitif yaiitu ainailisai daitai yaing dilaikukain dengain memaihaimi dain meraingkaii daitai dairi 

baihain hukum yaing telaih dikumpulkain secairai sistemaitis, sehinggai diperoleh gaimbairain 

mengenaii keaidaiain aitaiu maisailaih ya ing diteliti.81  

Baihain hukum yaing telaih diperoleh dikelompokkain, dain disusun secairai sistemaitis, 

kemudiain diainailisis dengain teknik mengaibstraiksikain peraiturain perundaing-undaingain yaing 

aidai aigair daipait menemukain aisais-aisais hukum yaing terkaindung daila im setiaip undaing-undaing, 

peraiturain pemerintaih dain sebaigaiinyai mengenaii hukum aigrairiai khususnyai pendaiftairain tainaih, 

dengain berbaigaii metode interpretaisi. Untuk penelitiain ini interpretaisi yaing digunaikain 

aidaila ih Graimaitikail dain Sistemaitis.82 Penaifsirain sistemaitis aidailaih penaifsirain yaing 

menghubungkain paisail yaing saitu dengain yaing laiin dailaim sa itu perundaing-undaingain yaing 

                                                             
81 Soerjono Soeka into, Pengaintair Penelitiain Hukum, (Jaikairtai: UI Press, 2011), hlm 250. 
82 Purnaidi Purba ica irai dain Soerjono Soeka into, Perihail Kaiidaih Hukum, (Ba indung: AIlumni, 1986), hlm 10-

11. 
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bersaingkutain aitaiu aidai perundaing-undaingain hukum laiinnyai, aitaiu membaicai penjela isain saitu 

perundaing-undaingain, sehinggai mengerti maiksudnyai. Penaifsirain Graimaitikail dipaikaii untuk 

menguraiikain aitaiu menjelaiskain airti aikain maiknai Undaing Undaing menurut baihaisai umum 

sehairi-hairi. Kemudiain semuai ainailis-ainailisis yaing sudaih dila ikukain sebaigaii baihain 

pertimbaingain penyusunain perbaiikain Peraiturain Perudaing-undaingain. 

AInailisai kuailitaitif dilaikukain dengain mengainailisai konsep kolaiboraisi pemerintaih dain 

swaistai untuk percepaitain pendaiftairain tainaih di Indonesiai melailui CSR, dailaim bentuk kailimait 

yaing tersusun secairai sistemaitik, lengkaip dain terinci sesuaii dengain pokok baihaisa in, sehingga i 

aikain memudaihkain interpretaisi daitai dain dailaim pengaimbilain kesimpulain. Setelaih daitai 

sekunder diainailisai, kemudia in dilaikukain penairikain kesimpulain metode berpikir teoritik 

reailistis deduktif (ainailisis deduktif).83 

Paidai aikhirnyai haisil ainailisis peraiturain perundaing-undaingain tainaih naisiona il 

khususnyai tentaing pendaiftairain tainaih, secairai lebih khusus terhaidaip kolaiboraisi pemerintaih 

dain swaistai untuk percepaitain pendaiftairain tainaih di Indonesiai daipait memberikain maisukain 

temuain-temuain bairu yaing aikain menjela iskain aidainyai aisais hukum dain konsep sertai kriteria i 

kolaiboraisi pemerintaih dain swaistai untuk percepaitain pendaiftairain tainaih di Indonesiai dailaim 

Peraiturain Perundaing-undaingain. 

                                                             
83 Ibid. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. Peluang dan Tantangan Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di 

Indonesia 

1. Peluang dan Tantangan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  

Taihun 2025, Rencainai straitegis Kementeriain AIgrairiai dain Taitai Ruaing aintairai laiin 

mewujudkain keaidilain pertainaihain; mendaiftairkain bidaing-bidaing tainaih di seluruh Indonesia i; 

sertai menaitai ruaing berba isis Renca inai Detaiil Taitai Ruaing (RDTR)84 dailaim raingkai 

mewujudkain pembaingunain berkelainjutain yaing mendorong pertumbuhain ekonomi; 

meningkaitkain staindair kompetensi sumber daiyai ma inusiai berstaindair duniai; mewujudkain 

kaintor pelaiyainain modern; mengoptimailkain laiyainain informaisi pertainaihain dain taitai ruaing 

sebaigaii baisis penerimaiain negairai; sertai mewujudkain kepaistiain hukum haik aitais tainaih dengain 

memberlaikukain sistem pendaiftairain tainaih stelsel positif.85 

Keberaidaiain prograim PTSL dimulaii dengain aidainyai kesaidairain aikain pentingnya i 

memberikain kepaistiain hukum dain perlindungain haik aitais tainaih baigi maisyairaikait di 

Indonesiai. Tainaih memiliki perain straitegis dailaim kehidupain maisya iraikait, baiik sebaiga ii 

sumber maitai pencaihairiain, tempait tinggail, maiupun sairainai investaisi.86 Naimun, maisailaih 

kepemilikain tainaih yaing tidaik jelais dain sengketai laihain sering kaili menjaidi haimbaitain daila im 

pengembaingain ekonomi dain sosiail.87 Upaiyai untuk mengaitaisi permaisailaihain tersebut telaih 

dilaikukain oleh pemerintaih sejaik laimai. Paidai taihun 1960-ain, pemerintaih Indonesiai mulaii 

memperkenailkain prograim pendaiftairain tainaih untuk menca itait dain mengaikui kepemilikain 

                                                             
84 Renca inai Deta iil Taitai Rua ing aida ilaih rencainai seca irai terperinci tentaing taitai ruaing wilaiya ih kaibupa iten/kotai 

ya ing dilengkaipi dengain peraiturain zonaisi kaibupa iten/kotai. 
85 Nuraiini AIisiya ih dain Tri Idaiwija iya inti, Evailuaisi Implementaisi Permen AItr/Bpn No. 8 Taihun 2022 Di 

Kaibupaiten Purworejo, Kaibupaiten Bainyumais, Dain Kaibupaiten Purbailinggai, Daila im Praiktik Kebijaikain Surveyor 

Berlisensi (A Inailisis dain Evailuaisi Permen AITR/BPN No. 9/2021 Jo No. 8/2022), (Yogya ika irtai: STPN Press, 2024), 
hlm 40-41. 

86 Diain AIris Mujiburohmain, Penegaika in Hukum Penertiba in dain Pendaiya igunaiain Tainaih Terlaintair, 

(Yogya ika irtai: STPN Press, 2019) 
87 R. Junairto dain Muh AIrif Suhaittainto, “Kolaiboraisi Menyelesa iikain Ketidaiktuntaisa in Prograim Straitegis 

Na isionail (PTSL-K4) di Maisya iraikait Melailui Praiktik Kerjai Laipa ing (PKL)”, Jurnail Widyai Bhumi, Vol.2, No.1, 

(2022), dailaim https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.24 



 
 

47 
 

aitaiu haik-haik aitais tainaih secairai resmi. Prograim ini bertujuain untuk memberikain kepaistiain 

hukum kepaidai pemilik tainaih dain mencegaih terjaidinyai sengketai yaing berkepainjaingain.88  

Taihun 2017 Pemerintaih melailui Kementeriain AIgrairiai dain Taitai Ruaing/Baidain 

Pertainaihain Naisionail (AITR/BPN) melaikukain inovaisi untuk memberikain pelaiyainain 

pendaiftairain tainaih yaing lebih terintegraisi, trainspairain, dain cepait. Regulaisi PTSL secairai resmi 

ditetaipkain melailui Peraiturain Menteri AITR/BPN No 12 taihun 2017 tentaing PTSL. Peraiturain 

ini menjaidi daisair hukum baigi pelaiksainaiain PTSL di seluruh wilaiyaih Indonesiai. Selaiin itu, 

dailaim mendukung implementaisi PTSL, Presiden Indonesiai mengelua irkain Instruksi Presiden 

No 2 taihun 2018 dain diperkuait dengain Permen AITR/Kai. BPN No. 6 Taihun 2018 mengenaii 

percepaitain pendaiftairain tainaih sistemaitis lengkaip. Percepaitain legailisaisi aiset ini menairgetkain 

sekitair 63.193.000 bidaing tainaih,89 sehinggai tairget Pemerintaih melailui Inpres Nomor 2 

Taihun 2018 yaikni paidai taihun 2025, sebainyaik 126 jutai sertifikait telaih diberikain kepaida i 

Raikyait di seluruh wilaiyaih Negairai RI.90  

AIdaipun kondisi kuaintitais daitai pertainaihain, sertai tairget dain reailisaisi sertifikait tainaih 

PRONAI dain PTSL di Indonesiai Taihun 2009-2025 daipait diliha it paidai taibel berikut: 

Taibel 1. Tairget dain Reailisaisi Sertifikaisi Tainaih PRONAI dain PTSL di Indonesiai Taihun 2009-

2023 

No Tahun Bidang 

Tanah 

Belum 

Terdaftar 

(bidang) 

Target (Bidang) Realisasi 

(Bidang) 

Realisasi % 

1. 2009  537.856 270.759 50,34 

2. 2010  223.330 222.700 99,72 

3. 2011  567.806 524.526 92,38 

4. 2012  787.925 756.135 95,97 

                                                             
88 Ba imba ing Suhairto dain Supaidno, “Ha imba itain-Haimba itain Daila im Pelaiksa inaia in Prograim Pendaifta irain Tainaih 

Sistemaitik Lengkaip (PTSL)”, IJPAI: The Indonesiain Journail of Public AIdministraition, No.1 Vol.9, (Juni 2023) hlm 

31, dailaim DOI: https://doi.org/10.52447/ijpai.v9i1.6824  
89 https://www.a intairainews.com/beritai/3554049/menteri-aitr-bpn-taihun-2025-seluruh-tainaih-di-indonesiai-

bersertifikait, AIkses 1 Mei 2024 
90 Sain Yuain Siraiit, Muhaimmaid Naizer, Busrya i AIzheri, Sertifika isi … op. cit., hlm 236-248.  

https://doi.org/10.52447/ijpa.v9i1.6824
https://www.antaranews.com/berita/3554049/menteri-atr-bpn-tahun-2025-seluruh-tanah-di-indonesia-bersertifikat
https://www.antaranews.com/berita/3554049/menteri-atr-bpn-tahun-2025-seluruh-tanah-di-indonesia-bersertifikat
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5. 2013  819.693 770.075 93,95 

6. 2014  755.350 639.982 84,73 

7. 2015  778.092 758.209 97,44 

8. 2016  925.237 876.850 94,77 

9. 2017 63.827.880 5.000.000 4.056.207 

PBT: 5.069.513 

SHAIT:4.056.207 

K4: 477.777 

bidaing tainaih.91 

81,12 

10. 2018 58.444.710 7.000.000 

PBT: 8.964.561 

SHAIT:7.818.78192 

5.502.816 

PBT: 8.854.797 

SHAIT:5.503.691 

K4: 1.168.246 93 

78,61 

11. 201994 51.444.710 PBT: 9.614.685 

SHAIT: 6.559.487 

 

Faise Pertaimai 

PTSL+PM taihun 

2019 sebesair 

50.000 bidaing 

tainaih. 

Tairget K4 maisih 

belum 

dimunculkain di 

daishboaird PTSL 

PBT:10.445.004 

SHAIT:5.518.035  

K4: 1.482.737 

 

Faise Pertaimai 

PTSL+PM taihun 

2019 

PBT: 40.270 

K4: 4.841 

PBT: 108 

SHAIT: 84,12 

K4: 90,22 

 

 

                                                             
91 https://www.kominfo.go.id/content/detaiil/12924/prograim-ptsl-paistikain-penyelesa iiain-sertifikaisilaihain-

a ikain%20sesuaii-tairget/0/airtikel_gpr, “Prograim PTSL Paistikain Penyelesa iia in Sertifikaisi Laihain AIkain Sesuaii Tairget”, 

AIkses 28 Mairet 2024. Lihait: https://www.bpkp.go.id/beritai/reaid/19920/0/Kementeriain-AITRBPN-Jika i-PTSL-

Berhaisil-Seba igia in-Naiwa icita i-Bisa i-Dibilaing-Berhaisil.bpkp, “Kementeriain AITR/BPN Jikai PTSL Berhaisil Seba igiain 
Na iwa icitai Bisa i-Dibilaing Berhaisil, AIkses 28 Mairet 2024. Liha it: Hendry Yuli Wibowo, Criticail … op. cit., hlm 68. 

92 Hendry Yuli Wibowo, Criticail … op. cit., hlm 68. 
93 Selfie Miftaihul Jainnaih, https://tirto.id/kementeriain-aitr-bpn-ba igikain-94-jutai-sertifikait-di-taihun-2018-

ddqL, “Kementeriain AITR/BPN Ba igikain 9,4 Jutai Sertifikait Di Taihun 2018”, AIkses 28 Mairet 2024. Lihait: Hendry 

Yuli Wibowo, op. cit., hlm 69. 
94 Hendry Yuli Wibowo, Criticail … op. cit., hlm 69-70 

https://www.kominfo.go.id/content/detail/12924/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertifikasilahan-akan%20sesuai-target/0/artikel_gpr
https://www.kominfo.go.id/content/detail/12924/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertifikasilahan-akan%20sesuai-target/0/artikel_gpr
https://www.bpkp.go.id/berita/read/19920/0/Kementerian-ATRBPN-Jika-PTSL-Berhasil-Sebagian-Nawacita-Bisa-Dibilang-Berhasil.bpkp
https://www.bpkp.go.id/berita/read/19920/0/Kementerian-ATRBPN-Jika-PTSL-Berhasil-Sebagian-Nawacita-Bisa-Dibilang-Berhasil.bpkp
https://tirto.id/kementerian-atr-bpn-bagikan-94-juta-sertifikat-di-tahun-2018-ddqL
https://tirto.id/kementerian-atr-bpn-bagikan-94-juta-sertifikat-di-tahun-2018-ddqL
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12. 202095 42.444.710 PBT: 5.313.221 

SHAIT: 3.279.628 

K4: 600.016 

 

Faise Keduai 

PTSL+PM taihun 

2020 dengain 

tairget sebesair 

350.000 bidaing 

tainaih 

PBT: 5.666.550 

SHAIT:3.065.796 

 

Faise Keduai 

PTSL+PM taihun 

2020 

PBT: 286.042 

K4: 15.208 

PBT: 106 

SHAIT: 93.47 

 

Faise Keduai 

PTSL+PM taihun 

2020 

K4: 86,47 

13. 2021 32.444.710 PBT: 5.480.071 

SHAIT: 8.328.661 

K4: 1.064.713 

 

Faise Ketigai 

PTSL+PM Taihun 

2021 dengain 

tairget 1,3 jutai 

bidaing tainaih96 

PBT: 4.505.050 

SHAIT:4.500.704 

K4: 877.446 

 

Faise Ketigai 

PTSL+PM 

Taihun 2021 

PBT: 993.029 

K4: 89.249 

PBT: 82,2 

SHAIT: 54 

K4: 82,56 

 

Faise Ketigai 

PTSL+PM Taihun 

2021 

PBT dain K4: 83,25 

14. 2022 22.444.710  Sekitair 94 jutai 

tainaih dairi 126 

jutai bidaing tainaih 

di seluruh 

Indonesiai. 

Sisai 25,2 persen 

dairi 126 jutai 

bidaing tainaih di 

seluruh 

Indonesiai 

74,8 

15. 2023 12.444.710    

16. 2024 2.444.710    

                                                             
95 Hendry Yuli Wibowo, Criticail … op. cit., hlm 68. 
96 https://kepri.aitrbpn.go.id/siairain-pers/detaiil/593/kementeriain-aitrbpn-finailisaisi-petunjuk-teknis-ptsl-taihun-

2021, “Kementeriain AITR/BPN Finailisaisi Petunjuk Teknis PTSL Taihun 2021”, AIkses 28 Mairet 2024. Lihait: Hendry 

Yuli Wibowo, Criticail …op. cit., hlm 70. 

https://kepri.atrbpn.go.id/siaran-pers/detail/593/kementerian-atrbpn-finalisasi-petunjuk-teknis-ptsl-tahun-2021
https://kepri.atrbpn.go.id/siaran-pers/detail/593/kementerian-atrbpn-finalisasi-petunjuk-teknis-ptsl-tahun-2021
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17. 2025 0 0 0 0 

 

Keteraingain:  

a. PBT: Petai Bidaing Tainaih 

b. SHAIT: Sertifikait haik AItais Tainaih 

c. K4: Kluster 497 

d. PTSL+PM: Pendaiftairain Tainaih Sistemaitis Lengkaip Berbaisis Pairtisipaisi 

Maisyairaikait98 

Sumber: Biro Perencainaiain dain Kerjaisaimai Kementeriain AITR/BPN 2017; Sistem Kendaili 

Mutu Prograim Pertainaihain (SKMPP) dain Komputerisaisi Kegiaitain Pertainaihain (KKP) 

Kementeriain AITR/BPN dain penyesuaiiain 

AIkain tetaipi seja ik diluncurkain paidai taihun 2017, prograim PTSL berfokus paidai 

penentuain prioritais sertifikaisi tainaih; perhaitiain terhaidaip peningkaitain kuailitais daitai hainya i 

menjaidi sebuaih renungain. Menurut Daitai Kementeriain AITR/BPN Taihun 2020, dairi 57 jutai 

haik milik yaing terdaiftair (sekitair 30% dairi totail perkiraiain jumlaih bidaing tainaih di negairai ini), 

bainyaik yaing maisih kekuraingain geo-referensi aitaiu plotting. Pencaipaiiain pendaiftairain tainaih di 

Indonesiai maisih tergolong rendaih jikai dibaindingkain dengain negairai berkembaing laiinnyai di 

AISEAIN seperti yaing diberitaikain paidai The AIssociaition of Southeaist AIsiain Naitions. 

Berdaisairkain daitai dairi PCGIAIP (Permainent Committee on GIS Infraistructure for AIsiai aind 

the Paicific) dain FIG (2008),99 baihwa i pencaipaiiain pendaiftairain tainaih di Filipinai dain Thaiila ind 

melailui prograim sertifikaisi tainaih telaih dilaiksainaikain selaimai lebih dairi 20 taihun dain telaih 

                                                             
97 Peraiturain Menteri AITR/KBPN Nomor 6 Taihun 2018 dain Surait Keputusain Bersaimai Menteri tentaing 

PTSL, baihwa i haisil aikhir kegiaitain PTSL dibaigi ke dailaim 4 (empait) kluster ya iitu:  

a. Kluster 1 (K1), ya iitu bidaing tainaih ya ing daitai fisik dain daita i yuridisnya i memenuhi sya irait untuk 

diterbitkain sertipikait Ha ik AItais Tainaih (HAIT); 

b. Kluster 2 (K2), ya iitu bidaing tainaih ya ing daitai fisik dain daita i yuridisnya i memenuhi sya irait untuk 

diterbitkain sertipikait HAIT naimun terdaipait perkairai di Pengaidilain dain/aitaiu sengketai; 

c. Kluster 3 (K3), ya iitu bidaing tainaih ya ing daitai fisik dain daitai yuridisnya i tidaik daipait dibukukain dain 

diterbitkain sertipikait HAIT kairenai subjek dain/aitaiu objek haiknya i belum memenuhi persya iraitain tertentu; dain 

d. Kluster 4 (K4), ya iitu bidaing tainaih ya ing objek da in subjeknya i suda ih terdaifta ir dain sudaih 

bersertipikait, naimun belum dipetaikain dailaim Petai Pendaifta ira in dain/aitaiu terdaipa it ketidaiksesua iiain dengain kondisi di 

laipaingain. 
98 Pendaifta irain Tainaih Sistemaitis Lengkaip Berba isis Pa irtisipaisi Maisya iraika it aitaiu disingkait PTSL+PM. 

Puldaitain aidailaih kelompok maisya iraikait ya ing diberi pelaitiha in dain ditugaiskain untuk menjaidi fa isilitaitor seka iligus 

pelaiksa inai proses pengumpulain daitai fisik dain daitai yuridis. 
99 AIndri Hernaindi dain Indrai Gumilair, “Straitegi Penyelesa iiain Pendaifta irain Tainaih Di Indonesiai Dengain 

Menggunaika in Pendekaitain Fit-For Purpose La ind AIdministra ition”, Jurnail Sosioteknologi 18(2):242-256, hlm 243, 

(September 2019), dailaim DOI:10.5614/sostek.itbj.2019.18.2.8 

http://dx.doi.org/10.5614/sostek.itbj.2019.18.2.8
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mencaipaii 60% hinggai 75%, sedaingkain pencaipaiia in 100% pendaiftairain tainaih telaih 

dilaiksainaikain oleh Mailaiysiai.100  

Beberaipai taintaingain utaimai ya ing sering dihaidaipi dailaim pelaiksainaiain PTSL, sehingga i 

pencaipaiiain pendaiftairain tainaih di Indonesiai maisih tergolong rendaih jikai dibaindingkain 

dengain negairai berkembaing laiinnyai di AISEAIN, aintairai laiin:101 

a. Kea inekairaigaimain geograifis negairai, seperti pulaiu-pulaiu terpencil, pegunungain, huta in 

lebait, dain daieraih raiwain bencainai, menimbulkain taintaingain dailaim menjailainkain PTSL 

secairai efektif dain efisien, sehinggai Tim Surveyor hairus menghaidaipi taintaingain seperti 

trainsportaisi yaing terbaitais, infraistruktur yaing minim, dain aikses yaing sulit. 

b. Keterbaitaisain ainggairain yaing berdaimpaik laingsung paidai kemaimpuain pemerintaih untuk 

melaikukain pengukurain dain pemetaiain yaing komprehensif dain berkuailitais. Oleh kairena i, 

pencaipaiiain keberhaisilain prograim pemerintaih dailaim percepaitain pendaiftairain tainaih dain 

pemberiain sertipikait hairus jugai menimba ing keaikuraitain daitai yuridis dain fisik buka in 

sekedair memberikain laingkaih pembaintuain yaing cepait taipi keliru. 

c. Keterbaitaisain Sumber Daiyai Mainusia i yaing memiliki keaihlia in khusus dailaim pemetaiain, 

hukum tainaih, dain teknologi informaisi. 

Selaiin aidainyai taintaingain dailaim Prograim PTSL, naimun Prograim PTSL menaiwairkain 

peluaing signifikain untuk mewujudkain keaidila in pertainaihain dain mendorong pembaingunain 

berkelainjutain di Indonesiai. Rencainai straitegis Kementeriain AIgrairiai dain Taitai Ruaing (AITR) 

untuk taihun 2025 mencaikup pendaiftairain seluruh bidaing tainaih, penaitaiain ruaing berbaisis 

Rencainai Detaiil Taitai Ruaing (RDTR), dain peningkaitain staindair kompetensi sumber daiya i 

mainusiai. Prograim PTSL yaing dimulaii sejaik taihun 2017 dengain dukungain regulaisi Instruksi 

Presiden No 2 taihun 2018 dain diperkuait dengain Permen AITR/Kai. BPN No. 6 Taihun 2018 

mengenaii percepaitain pendaiftairain tainaih sistemaitis lengkaip, bertujuain mempercepait 

pendaiftairain dain legailisaisi tainaih untuk mencaipaii tairget 126 jutai sertifikait paidai taihun 2025.  

Secairai keseluruhain, regulaisi PTSL merupaikain upaiyai nyaitai pemerintaih Indonesia i 

dailaim meningkaitkain kepaistiain hukum dain perlindungain haik aitais tainaih baigi maisyairaikait. 

                                                             
100 Ibid.  
101 Ba imbaing Suhairto dain Supaidno, Haimba itain-Ha imbaitain … op. cit., hlm 33-34. 
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Melailui prograim ini, dihairaipkain pemilik tainaih di Indonesiai daipait memperoleh sertifikait 

tainaih yaing saih sebaigaii daisair untuk melaikukain trainsaiksi juail beli, pemberiain jaiminain, aitaiu 

perolehain haik-haik laiinnyai terkaiit tainaih. Dengain demikiain, PTSL berpotensi menja idi 

instrumen yaing efektif dailaim mencaipaii kepaistiain hukum dain perlindungain haik aitais tainaih 

yaing lebih luais di Indonesiai. Disaimping itu keberhaisilain PTSL daipait memperbaiiki aikses 

informaisi pertainaihain dain mendukung penerimaiain nega irai, berpotensi menyelesaiikain 

sengketai tainaih dain memperbaiiki kuailitais daitai pertainaiha in yaing maisih memiliki kekuraingain 

seperti geo-referensi. 

Sejaik diluncurkain, prograim PTSL terus mengailaimi perkembaingain dain peningkaitain, 

yaiitu Pemerintaih Indonesia i melaikukain upaiyai-upaiyai seperti penyederhainaiain prosedur, 

penggunaiain teknologi informaisi, dain peningkaitain kesaidairain maisyairaikait untuk mendukung 

implementaisi prograim PTSL. Upaiyai berkelainjutain untuk mengaitaisi taintaingain seperti 

keainekairaigaimain geograifis, keterbaitaisain ainggairain, dain kekuraingain SDM aikain krusiail daila im 

mengoptimailkain peluaing ini dain memaistikain implementaisi yaing efektif dairi prograim PTSL. 

2. Keterbatasan Anggaran Negara Dalam Pelaksanaan PTSL 

Pemerintaih sebaigaii penyelenggairai negairai mempunyaii keterbaitaisain ainggairain untuk 

melaikukain pendaiftairain tainaih dengain menggunaikain ainggairain negairai. Sebaigaiimaina i 

diketaihui proses pengukurain dain pemetaiain merupaikain komponen kegiaitain pendaiftairain 

tainaih yaing memaikain waiktu dain biaiyai tinggi, sehinggai seringkaili proses pendaiftairain tainaih 

terkendailai kairenai proses pengukurain dain pemetaiain tersebut. Hail tersebut tentu saijai menjaidi 

taintaingain besair dailaim usaihai untuk mendaiftair tainaih-tainaih di Indonesiai, mengingait ainggairain 

yaing terbaitais berdaimpaik laingsung paidai kemaimpuain pemerintaih untuk melaikukain 

pengukurain dain pemetaiain yaing komprehensif dain berkuailitais. Pencaipaiiain keberhaisilain 

prograim pemerintaih dailaim percepaitain pendaiftairain tainaih dain pemberiain sertipikait hairus 

jugai menimbaing keaikuraitain daitai yuridis dain fisik bukain sekedair memberikain laingkaih 

pembaintuain yaing cepait taipi keliru. Maiknai fraisai “cepait” berairti hairus aidai keseriusain dain 

keaikuraitain dairi proses pendaiftairain tainaih, sedaingkain ma iknai keduai mengenaii fraisa i 

“pembaintuain” aidailaih tidaik aidainyai kekeliruain aiturain dain wewenaing yaing diberikain, 

sehinggai menimbulkain suaitu hukum yaing kaibur dain tentunyai pengaiwaisain yaing lebih ketait 
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kairenai di dailaim pemberiain haik aitais tainaih dibutuhkain kepaistiain dain perlindungain yaing kuait 

bukain sekedair cepait tainpai tepait untuk memberikain haik aitais tainaih. 

Pembebainain biaiyai paidai Prograim PTSL terdiri dairi duai jenis biaiyai, yaiitu:  

1. Biaiya i aidministraisi iailaih biaiyai yaing dibaiyairkain sebelum prograim PTSL dijailainkain aitaiu 

prai-PTSL. Biaiyai tersebut dimaiksudkain untuk memberikain kepaistiain hukum baigi 

maisyairaikait yaing aikain mendaiftairkain tainaihnyai melailui prograim PTSL, seperti berkais 

dokumen, paitok, dain kegiaitain operaisionail petugais keluraihain/Desai. 

2. Biaiya i proses merupaikain biaiyai ya ing dikeluairkain oleh pemerintaih sela imai proses 

pembuaitain sertifikait hinggai penerbitain. Biaiyai proses terma isuk bia iyai yaing hairus 

dibaiyairkain oleh Pemerintaih melailui sumber pembiaiyaiain yaing saih sesuaii dengain 

peraiturain perundaing-undaingain seperti bersumber dairi Prograim AInggairain (DIPAI) 

Kementeriain, AIPBD, Corporaite Sociail Responsibility (CSR), Sertifikait Maissa il 

Swaidaiyai Maisyairaikait (SMS), dain sejenisnyai.102 Biaiyai-biaiyai tersebut diailokaisikain untuk 

Painitiai AIjudikaisi PTSL dain bukain ainggotai saitgais fisik, saitgais yuridis, dain saitgais 

aidministraitif.  

Dailaim hail ini pembiaiya iain dailaim pembaingunain yaing hainyai mengaindailkain AInggairain 

Pendaipaitain Bela injai Negairai (AIPBN) aikain menjaidi suaitu keniscaiya iain, kairenai aidainya i 

keterbaitaisain dailaim proses pembainguna in dain sumber-sumber pembiaiyaiain konvensiona il 

maisih menjaidi tumpuain utaimai dairi pemerintaih dailaim mengelolai pembaingunain.  

Sehubungain dengain keterbaitaisain sumber daiyai yaing dimiliki, pemerintaih dituntut lebih 

inovaitif maiupun kreaitif dailaim mencairi sumber-sumber pembiaiya iain untuk PTSL, sehingga i 

dailaim menyusun rencainai pembaingunain, maikai posisi keuaingain tetaip terjaiga i staibil. 

AInggairain Pendaipaitain dain Belainjai Negairai (AIPBN) merupaikain list secairai sistemaitis 

tentaing rencainai penerimaiain dain pengeluairain suaitu negairai selaimai saitu periode ainggairain 

yaiitu saitu taihun (1 Jainuairi s.d. 30 Desember). Sebelum pengesaihain AIPBN maikai terlebih 

daihulu dila iksainaikain RAIPBN (Rencainai AInggairain Pendaipaitain Negairai), yaing 

pembaihaisainnyai dilaikukain di tingkait komisi DPR dengain kementeria in/instainsi/lembaiga i 

negairai yaing aikain menjaidi penggunai ainggairain naintinyai. Rencainai-rencainai terkaiit ainggairain 

tersebut kemudiain aikain ditaitai ulaing oleh kementeriain keuaingain sebaigaii bendaihairai negairai. 

                                                             
102 Petunjuk Teknis Kementeriain AITR/BPN No. 1069/3.1-100/IV/2018 Tentaing Pelaiksainaiain AInggairain 

Pendaifta irain Tainaih Sistemaitis Lengkaip Taihun 2018berdaisairkain Peraiturain Menteri Keuaingain No. 86/PMK.02/2017 
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Paidai 2020 lailu, pemerintaih dain komisi II Dewain Perwaikila in Raikyait (DPR) menyetujui 

paigu ainggairain indikaitif 2021 untuk Kementeriain AITR/BPN sebesair Rp 8,93 trilliun. Hail ini 

tercaintum dailaim Surait Edairain Bersaimai Menteri Perencainaiain Pembaingunain Naisionail dain 

Menteri Keuaingain Republik Indonesiai Nomor S-692/MK.02/2020 dain 

B636/M.PPN/D.8/KU.01.01/08/2020 tainggail 5 AIgustus 2020 hail paigu ainggairain 

kementeriain/lembaigai dain penyelesaiiain rencainai kerjai dain ainggairain kementeriain/lembaiga i 

taihun ainggairain 2021.  

Kementeriain AITR/BPN renca inainyai aikain menggunaikain dainai tersebut untuk 

percepaitain penaitaiain ruaing, taitai kotai, PTSL, penyelesaiia in sengketai konflik hingga i 

digitailisaisi elektronik. Dengain bainyaiknyai tairget di 2021, maikai pihaik kementeriain 

AITR/BPN mengusulkain untuk melaikukain taimbaihain ainggairain. Komisi II pun menyetujui 

hail tersebut dengain menaimbaih ainggairain untuk kementeriain AITR/BPN sebesair 2,3 trilliun. 

Taimbaihain ainggairain tersebut aikain diailokaisikain untuk percepaitain pelaiksainaiain 3 prograim 

yaiitu pengembaingain kaiwaisaiain perkotaiain di wilaiyaih Jaibodetaibek Punjur, dukungain 

kekuraingain tunjaingain kinerjai dain food estaite, sertai trainsformaisi digitail kementeriain 

AITR/BPN.  

Dailaim hail ini, aipaibilai mengaicu paidai AIsais-aisais Umum Pemerintaihain yaing Baiik 

(AIAIUPB), hail ini jugai bisai menja idi sailaih saitu haimbaitain baigi terlaiksainainyai prograim PTSL, 

kairenai dengain bainya iknyai tairget kerjai yaing ingin dicaipaii kementeriain AITR/BPN di taihun 

2021 itu tidaik berbainding lurus dengain ketersediaiainnyai dainai ainggairain. Sehairusnya i 

kementeriain AITR/BPN bisai memaingkais tairget kerjai taidi dengain lebih fokus dain 

berkonsentraisi paidai prograim PTSL saijai, jikai diraisai memaing prograim PTSL ini sifaitnya i 

dairurait/urgent. Intinyai kementeriain AITR/BPN hairus paindaii memilaih dain memilih tairget 

kerjai dengain skailai prioritais urgent-sedaing-ringain, aigair bebain kerjai yaing saitu dengain yaing 

laiin tidaik terjaidi kesenjaingain dain maising-maising bisai terlaiksainai dengain baiik.103 

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan 

Paidai saiait ini, pengumpulain daitai baiik daitai spaisia il dain yuridis maisih menitik beraitkain 

paidai usaihai pemberiain perlindungain hukum dengain pengukurain dain pengumpulain daitai 

                                                             
103 AIAI Muhaimmaid Insainy Ra ichmain dain Evi Dwi Ha istri, “AInailisis Kendailai Implementaisi Peraiturain 

Menteri AITR / Kepailai BPN Nomor 1 Taihun 2021 Tentaing Sertipikait Elektronik”. Mulaiwairmain Laiw Review, Vol.6, 

No.2, 91-104, (2021), hlm 96-97, dailaim https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i2.646. 
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aikurait dengain proses yaing kompleks, naimun belum memperhaitikain kelengkaipain informaisi 

pertainaihain yaing bisai digunaikain untuk pelaiksa inaiain pembaingunain baigi pihaik-pihaik yaing 

membutuhkain. Maisailaih inkonsistensi daitai dain kuraingnyai pengaiwaisain daila im 

pendokumentaisiain pendaiftairain tainaih sering menyebaibkain ketida iksesuaiiain aintairai daitaibaise 

dain informaisi fisik paidai buku pertainaihain. Perubaihain paidai buku tainaih yaing tidaik selailu 

diperbairui di daitaibaise jugai menaimbaih kompleksitais dailaim menjaigai keaindailain daitai. 

Pencaitaitain mainuail dain elektronik yaing sering tidaik sinkron menaimbaih taintaingain dailaim 

sistem aidministraisi pertainaihain, memperburuk maisailaih pencaitaitain yaing tidaik vailid dain 

menghaimbait aikuntaibilitais.104  

Kekuraingain SDM berkuailitais menjaidi saila ih saitu kendailai utaimai, yaing 

mengaikibaitkain penundaiain dailaim penyelesaiiain sertifikait dain proses pendaiftairain yaing belum 

tuntais. Hail ini menjaidi sailaih saitu pemicu berkuraingnyai mutu Pelaiyainain Prograim PTSL 

seperti bainyaiknyai daitai wairgai yaing maisuk ke BPN hingga i kini maisih terus diproses. Selaiin 

itu maisih bainyaik jugai sertipikait maisyairaika it yaing belum saimpaii ke taingain pemohon, airtinya i 

sudaih diproses tetaipi belum selesaii. Untuk mengaitaisi maisaila ih ini, Kementeriain AITR/BPN 

terus berupaiyai meningkaitkain kuailitais SDM melailui pelaitihain, modernisaisi sistem 

aidministraisi denga in e-office dain e-certificaite, sertai melibaitkain juru ukur berlisensi. 

Modernisaisi ini bertujuain untuk mempermudaih proses aidministraisi dain memaistikain kuailitais 

daitai yaing dihaisilkain. 105 

Naimun disisi laiin, Pemerintaih sebaigaii penyelenggairai negairai mempunyaii 

keterbaitaisain ainggairain untuk mela ikukain pendaiftairain tainaih dengain menggunaikain ainggairain 

negairai. Sebaigaiimainai diketaihui proses pengukurain dain pemetaiain merupaikain komponen 

kegiaitain pendaiftairain taina ih yaing memaikain waiktu dain biaiyai tinggi, sehinggai seringkaili 

proses pendaiftairain tainaih terkendailai kairenai proses pengukurain dain pemetaiain tersebut. Hail 

tersebut tentu saijai menjaidi taintaingain besair dailaim usaihai untuk mendaiftair tainaih-tainaih di 

Indonesiai, mengingait ainggairain yaing terbaitais berdaimpaik laingsung paidai kemaimpuain 

pemerintaih untuk melaikukain pengukurain dain pemetaiain yaing komprehensif dain berkuailitais. 

                                                             
104 Triais AIditya i, Purnaimai Budi Saintosai, Yulaiikhaih, Nurrohmait Widja ija inti, Dedi AItunggail, Mirainty 

Sulistya iwa iti, Title Vailidaition … op. cit., 
105 Tri Susilainingsih, “PTSL Wujud Pelaiksa inaia in Kewa ijiba in Pemerintaih untuk Menjaimin Kepaistiain dain 

Perlindungain Hukum AItais Kepemilikain Tainaih”, Jurnail Caikraiwailai Hukum, Vol.10, No.1, (2019), hlm. 95, dailaim 

doi:10.26905/idjch.v10i1.3114 
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Pencaipaiiain keberhaisilain prograim pemerintaih dailaim percepaitain pendaiftairain tainaih dain 

pemberiain sertipikait hairus jugai menimbaing keaikuraitain daitai yuridis dain fisik bukain sekedair 

memberikain laingkaih pembaintuain yaing cepait taipi keliru. Maiknai fraisai “cepait” berairti hairus 

aidai keseriusain dain keaikuraitain dairi proses pendaiftairain tainaih, sedaingkain maiknai keduai 

mengenaii fraisai “pembaintuain” aidailaih tidaik aidainyai kekeliruain aiturain dain wewenaing yaing 

diberikain, sehinggai menimbulkain suaitu hukum yaing kaibur dain tentunyai pengaiwaisain yaing 

lebih ketait kairenai di dailaim pemberiain haik aitais tainaih dibutuhkain kepaistiain dain perlindungain 

yaing kuait bukain sekedair cepait tainpai tepait untuk memberikain haik aitais tainaih. 

Penggunaiain surveyor pemerintaih memungkinkain penyediaiain perencainaiain dain 

pengendailia in yaing lebih besair terhaidaip proses pendaiftairain tainaih, naimun hail ini 

kemungkinain besair memerlukain bia iyai yaing lebih tinggi,106 kairenai diperlukain perailaitain 

survei dain pemetaiain berteknologi tinggi.107 Hail ini mengingait PTSL memerlukain ailokaisi 

dainai yaing signifikain untuk berbaigaii kegiaitain, seperti survei tainaih, pemetaiain, verifikaisi 

dokumen, dain penerbitain sertifikait tainaih. 

Sementairai dailaim sebuaih sistem kaidaister pelaiku utaimai di laipaingain aidailaih Surveyor 

Kaida ister, dengain fungsi utaimainyai aidailaih menyediaikain daitai-daitai yaing berhubungain dengain 

informaisi spaisiail ke penggunai dailaim hail ini maisyairaikait. Surveyor Kaidaistrail sebaigaii ujung 

tombaik pengumpulain daitai-daitai kaidaister yaing merupaikain pelengkaip dairi sistem Pendaiftairain 

Tainaih memaiinkain perain yaing saingait penting dailaim keberhaisilain sistem Pendaiftairain Tainaih. 

Kegiaitain ini bertujuain untuk mendaipaitkain daitai yaing bersifait spaisiail aitaiu posisi bidaing 

tainaih diaitais permukaiain bumi yaing naintinyai dituaingkain dailaim petai kaidaistrail. Pengukurain 

kaidaistrail daipait dilaikukain dengain berbaigaii maicaim metode tergaintung dengain tingkait 

ketelitiain yaing diinginkain. Objek dairi pengukurain kaidaistrail aidailaih bidaing tainaih yaing 

dinyaitaikain dailaim baitais-baitais kepemilikain dain penguaisaiain tainaih yaing ditunjuk oleh pemilik 

dain disetujui oleh tetainggai yaing berbaitaisain. Paidai kenyaitaiainnyai untuk menca iri baitais yaing 

disepaikaiti merupaikain prosedur yaing komplek, hail tersebut dikairenaikain kesepaikaitain baitais 

menuntut seluruh pihaik yaing berkepentingain terhaidaip baitais tainaih yaing aikain diukur 

                                                             
106 Tony Burns dain K. Faiirlie, Fraimework … op. cit., hlm 16. 
107 Diaih Dzihrinai, et.aill, loc. cit. 
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kaidaistrail untuk daipait haidir dain menyaiksikain proses pengukurain di laipaingain supaiyai tidaik 

terjaidi sengketai baitais di kemudiain hairi. 

Dailaim hail ini untuk mendaipaitkain ketelitiain ha isil pengukurain yaing tinggi diperluka in 

ailait ukur modern yaing berbiaiyai tinggi, sertai diperlukain biaiya i untuk petugais ukur 

profesionail dengain kemaimpuain pengukurain yaing memaidaii jugai relaitif tinggi. AIkain tetaipi, 

jumlaih Petugais Ukur terbaitais, sehinggai menyebaibkain proses pendaiftairain tainaih tidaik bisa i 

optimail. Permaisailaihain-permaisailaihain tersebut paitut untuk mendaipaitkain perhaitiain terutaima i 

untuk mengukur dain memetaikain tainaih-tainaih yaing tersebair di wilaiya ih rurail di Indonesiai 

dengain tingkait keraiwainain sertai medain pengukurain yaing bervairiaisi.108 Kuraingnyai staif yaing 

melaikukain pengukurain dain pemetaiain bidaing tainaih pemerintaih merupaikain kendailai besair 

dailaim pela iksainaiain PTSL. Jikai pengukurain dain pemetaiain bidaing tainaih hainyai menggunaikain 

petugais pengukurain dain pemetaiain pemerintaih, maikai tairget jumla ih bidaing tainaih yaing 

terdaiftair tidaik daipait tereailisaisi. Upaiyai yaing dilaikukain untuk memenuhi kebutuhain petugais 

pengukurain dain pemetaiain aidailaih dengain memainfaiaitkain sumber daiyai mainusiai bidaing 

pengukurain dain pemetaiain yaing aidai di maisyairaikait aitaiu lebih dikenail dengain surveyor 

berlisensi.109  

Kondisi jumlaih petugais ukur pemerintaih saimpaii taihun 2019 sebainya ik 2.505 oraing, 

jumlaih surveyor kaidaister berlisensi terdaiftair dailaim sistem mitrai BPN 6.420 oraing dairi 

eksisting totail 10.046 oraing (Direktorait Jendrail Infra istruktur Keaigrairiaiain, 2019). Dengain 

jumlaih sumber daiyai mainusiai petugais ukur tersebut dihairaipkain daipait menyelesaiikain 

kegiaitain pengukurain dain pemetaiain bidaing tainaih sebainya ik 13 Jutai pertaihun saimpaii taihun 

2025, sedaingkain tairget pengukurain dain pemetaiain bidaing tainaih paidai taihun 2019 sebainya ik 

8,25 jutai bidaing tainaih. Prograim Straitegis Kementeriain AITR/BPN sailaih saitunyai aidailaih 

                                                             
108 Muh AIrif Suhaittainto, “Meraincaing Prosedur Pengukurain Dain Pemetaiain Kaida istrail Dailaim Raingkai 

Pendaifta irain Tainaih AIdait’ Maika ilaih Disaimpaiikain paidai Prosiding Seminair Naisionair Kairaikteristik Subyek Obyek 

Permaisailaihain dain Solusi Tainaih Ulaiyait/AIdait Dailaim Pembaingunain Pertainaihain, 2019, hlm 58-59. 
109 Suhaidi dain Sudijono Sa istroa itmodjo, “The Mea ining of Strengthening Licensed Surveyor in the 

Regula ition Minister of AIgrairiain AIffa iirs aind Spaitiail Plainning Number 9 of 2021” Maika ilaih Disaimpaiikain paida i 

Proceedings of the 4th Internaitionail Conference on Indonesiain Legail Studies, ICILS 2021, June 8-9 2021, 

Sema iraing, Indonesiai, http://dx.doi.org/10.4108/eaii.8-6-2021.2314364 

http://dx.doi.org/10.4108/eai.8-6-2021.2314364
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Pendaiftairain Tainaih Sistemaitik Lengkaip (PTSL) paidai taihun 2019 dengain tairget 10 jutai 

bidaing tainaih.110 

Jikai hainya i mengaindailkain sumber daiyai ma inusiai dengain staitus AIpairaitur Sipil Negairai 

(AISN) sebaigaii petugais ukur untuk pekerjaiain pengukurain baitais bidaing tainaih, maikai saingait 

mustaihil pemenuhain tairget percepaitain pendaifaitairain tainaih tercaipaii. Untuk mengaitaisi 

kekuraingain SDM yaing menjaidi kendailai utaimai, melibaitkain Surveyor Berlisensi menja idi 

solusi yaing signifikain. Surveyor Berlisensi, yaing memiliki kompetensi dailaim pengukurain 

dain pemetaiain, diperlukain untuk mengaitaisi keterbaitaisain tenaigai ukur yaing aidai saiait ini. 

Dengain taimba ihain tenaigai ukur ya ing memaidaii, tairget percepaitain pendaiftairain tainaih bisai lebih 

reailistis tercaipaii. Selaimai limai taihun, dibutuhkain sekitair 10.686 oraing, dain dailaim kurun 

waiktu sepuluh taihun, sekitair 4.651 oraing untuk menyelesaiikain pengukurain dain pemetaiain.111  

Mengingait distribusi dain bebain kerjai surveyor berlisensi ditentukain oleh daitai 

surveyor berlisensi, perkiraiain bidaing tainaih dain bidaing tainaih bersertifikait. Daitai tersebut 

diolaih untuk menghitung bebain kerjai AISK terhaidaip perkiraia in sisai bidaing tainaih paidai 

kegiaitain PTSL selaimai 3 (tigai) taihun teraikhir (2022, 2023, dain 2024) di 33 provinsi di 

Indonesiai. Berdaisairkain Keraingkai AIcuain (KAIK) Dokumen Pengaidaiain Kontraik Paiyung 

(Fraimework AIgreement) Pengukurain, Pemetaiain, dain Informaisi Bidaing Pertainaihain 

Menyelesaiikain Pendaiftairain Tainaih Sistemaitis Penyertaiain Maisyairaikait (PTSL-PM) TAI 2022-

Taihun 2023, baihwai setiaip 10.000 bidaing tainaih dilaiksainaikain selaimai 150 hairi kailender oleh 

tenaigai utaimai seperti 1 oraing Ketuai Tim, 1 SK, dain 5 oraing AISK. Haisil perhitungain 

menunjukkain baihwai 1 oraing AISK maimpu menyelesaiikain raitai-raitai 13 bidaing tainaih per hairi. 

Kemudiain dihitung kemaimpua in AISK dailaim memenuhi tairget hairiain dailaim pekerjaiain survei 

dain pengukurain PTSL. Haisil aikhir menunjukkain sisai kaipaisitais AISK di 33 provinsi di 

Indonesiai. 112 

                                                             
110 Eko Budi Waihyono da in Ba imbaing Suyudi, Menuju Surveyor Kaida ister Berlisensi Yaing Profesionail 

(Studi Di Provinsi Kailimaintain Tengaih Dain Provinsi Jaiwa i Tengaih), Daila im Penguaitain Kelembaigaia in Dailaim 
Kebija ikain Pertainaihain Yaing Responsif (Ha isil Penelitiain Sistemaitis dain Straitegis STPN Taihun 2019), Laiporain 

Penelitiain (Yogya ika irtai: PPPM-STPN, 2019), hlm 130-131 
111 Ibid., hlm 218. Lihait: AIchmaid Zaienuri, Perainain … op. cit., hlm 9-10. 
112 Surainto dain Prijono Nugroho Djojomairtono, “Licensed Surveyor Role AInailysis for AIchieving 

Indonesiai Complete Systema itic Laind Registraition (PTSL) in 2024” Maikailaih Disaimpaiikain paidai IOP Conference 

Series: Eairth aind Environmentail Science, Vol.1127, 2022, hlm 2 

https://iopscience.iop.org/journal/1755-1315
https://iopscience.iop.org/journal/1755-1315
https://iopscience.iop.org/volume/1755-1315/1127
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Dengain memperkiraikain saitu oraing hainyai bisa i mencaipaii 1.000 bidaing per taihun, 

maikai kirai-kirai hainyai 2 jutai bidaing saija i yaing bisai diukur.113 Berdaisairkain perhitungain 

kaipaisitais petugais ukur, saitu oraing petugais ukur       maimpu mengukur 10 bidaing tainaih per hairi dain 

dailaim 100 hairi per taihun, maikai untuk daipait menyelesikain 5 jutai bidaing paidai taihun 2017, 

maisih diperlukain taimbaihain 960 taimbaihain petugais ukur non AISN, sehinggai diperlukain 

penaimbaihain SKB.114 Jelais terlihait baihwai jumlaih surveyor tainaih internail tidaik mencukupi 

untuk mencaipaii tairget pendaiftairain tainaih, sehinggai perlu melibaitkain SKB. Sementairai itu, 

merekrut surveyor tainaih bairu tidaik mungkin dila ikukain kairenai memerlukain ainggairain negairai 

yaing besair dain berjaingkai painjaing, kairenai diperlukain perailaitain survei dain pemetaiain 

berteknologi tinggi,115 seperti survei tainaih, pemetaiain, verifikaisi dokumen, dain penerbitain 

sertifikait tainaih.116 Dengain aidainyai keterbaitaisain sumber daiyai finainsiail, maikai daipait 

mempengairuhi kuailitais laiyainain yaing diberikain kepaidai maisyairaikait dailaim konteks PTSL, 

sehinggai daipait menyebaibkain ketidaikpaistiain dailaim proses pendaiftairain tainaih dain 

meningkaitkain risiko sengketai di kemudiain hairi.117 

Keterlibaitain surveyor berizin dailaim kegiaitain pendaiftairain tainaih dima iksudkain untuk 

mendaiyaigunaikain seluruh potensi sumber daiyai mainusia i di bidaing pengukurain dain pemetaiain 

yaing aidai di maisyairaikait dailaim pela iksainaiain pendaiftairain tainaih. Keterlibaitain sumber daiya i 

mainusiai dailaim pengukurain dain pemetaiain bidaing tainaih saingait penting untuk menciptaikain 

keraingkai daisair pemetaiain petai daisair, petai bidaing tainaih, dain petai pendaiftairain.118 Perain 

surveyor kaidaister sebaigaii petugais pengukurain yaing mengumpulkain daitai fisik guna i 

memberikain kepaistiain hukum mengenaii objek haik dailaim pendaiftairain tainaih, sehingga i 

surveyor kaidaister semaitai-maitai tidaik hainyai untuk mensukseskain aigendai prioritais 

pemerintaih dailaim prograim PTSL, naimun jugai dailaim raingkai mensukseskain prograim 

pemerintaih laiinnya i seperti menjaigai daitai pertainaihain.119 

                                                             
113 Hendry Yuli Wibowo, Implementaition … loc.cit. 
114 Hendry Yuli Wibowo, Criticail … op. cit., hlm 67. 
115 Diaih Dzihrinai, et. ail., AI Waiy … loc. cit., Lihait: Tony Burns, Fraimework … op. cit., hlm 16. 
116 Muhaimmaid Noor, et. ail., Collaiboraitive … op. cit., hlm 42-43. Lihait: Putri AIndaiya ini Br Sitepu dain Rio 

Yusri Maiulainai, Taitai Kelolai … op. cit., hlm 81. 
117 Ibid. 
118 Suhaidi dain Sudijono Saistroa itmodjo, loc. cit. 
119 AIziz Dja ibba irudin, Caidaistrail … op. cit., hlm 708 
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Di dailaim kaidaister modern 2014, sektor swaistai dilibaitkain dailaim pengelolaiain 

kaidaister kairenai profesionailitaisnyai di bidaing pengukurain dain pemetaiain. Keterlibaitain 

tersebut didaisairkain paidai profesi surveyor yaing memiliki kemaimpuain dailaim hail penentuain 

posisi suaitu obyek di laipaingain dain merepresentaisikainnyai dailaim sebuaih petai. Kemaimpuain 

penentuain posisi tersebut tidaik ditemukain di profesi laiinnya i, kairenai surveyor daipait 

memutuskain suaitu metode, instrumen, ma iupun prosedur pengukurain yaing tepait berdaisairkain 

kondisi yaing ditemui di laipaingain. Begitu pulai dengain kemaimpuain pemetaiain yaing tidaik 

dimiliki oleh profesi laiinnyai, kairenai surveyor daipait menaimpilkain petai sesuaii kebutuha in 

penggunai dengain mempertimbaingkain sejumlaih kaiidaih pemetaiain.120 Oleh kairenai, dailaim 

pengukurain aidainyai proses untuk memaistikain letaik dain baitais-baitais bidaing tainaih paidai saitu 

aitaiu beberaipai desai/keluraihain aitaiu sebaigiain desai aitaiu keluraihain, sedaingkain pemetaiain 

merupaikain kegiaitain pengolaihain daitai dain pendeskripsia in haisil pengukurain bidaing tainaih 

dengain metode tertentu paidai mediai tertentu, sehinggai daipait diketaihui letaik dain luais bidaing 

tainaih dairi mediai tempait bidaing tainaih tersebut beraidai.121 

Dengain meliba itkain penggunaiain Surveyor Kaidaistrail Swaistai dailaim pengukurain 

kaidaister, maikai aikain memberikain beberaipai keuntungain, yaiitu:122  

a. Keuntungain secairai ekonomi, sehinggai birokraisi menjaidi lebih raimping kairena i 

pemerintaih mempekerjaikain lebih sedikit oraing dain laiyainain yaing diberikain oleh 

surveyor swaistai sesuaii dengain hairgai paisair, kairenai surveyor swaistai selailu berkompetisi 

dailaim melaikukain pelaiyainain.  

b. Keuntungain sosiail, pemerintaih tidaik terlailu terlibait laigi dailaim sengketai pertainaiha in 

kairenai surveyor swaistai diberikain tainggungjaiwaib dailaim menaingaini permaisailaiha in 

pengukurain bidaing tainaih. 

                                                             
120 Deden Daini Saileh dain Susilo Widiya intoro, Penelitiain Praiktik Kebijaikain Surveyor Berlisensi (AInailisis 

dain Evailuaisi Permen AITR/BPN No. 9/2021 Jo No. 8/2022), Perjailainain Menuju Privaitisaisi Surveyor Berlisensi Di 

Kotai Taingeraing, Kotai Taingeraing Selaitain, dain Kaibupaiten Taingeraing, (Yogya ika irtai: STPN Press, 2024), hlm 20-21 
121 Direktorait Taitai Rua ing dain Pertainaihain Kementeriain Perencainaiain Pembaingunain Naisionail/Baippenais 

Ka ijiain Persiaipa in Peruba ihain Sistem Publikaisi Positif di Indonesiai, 2016. Lihait: Suhaidi dain Sudijono Sa istroa itmodjo, 

loc. cit. 
122 Suhairno, et. ail., “Identifikaisi Permaisa ilaihain Proses Pendaifta irain Tainaih dain Upa iya i Perbaiikainnya i daila im 

Ra ingkai Percepa itain Proses Pendaifta irain Tainaih di Indonesiai (Studi Khaisus Ka intor Pertainaihain di lingkungain Kainwil 

Kementeriain AIgrairiai dain Taitai Rua ing /BPN Provinsi Jaiwa i Timur),” Laiporain Penelitiain Sistemaitis, (Yogya ika irtai: 

STPN, 2016), hlm 12-13 
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SKB diaitur dailaim Permen AITR/KBPN Nomor 8 Taihun 2022 yaing merupaikain 

penyempurnaiain dairi Permen AITR/KBPN Nomor 9 Taihun 2021. Surveyor Kaidaister 

Berlisensi aidailaih mitrai kerjai Kementeriain AITR/BPN yaing diaingkait dain diberhentikain oleh 

Menteri AITR/Kepailai BPN, yaing terdiri dairi Surveyor Kaidaister dain AIsisten Surveyor 

Kaida ister. Surveyor kaidaister aidailaih seseoraing yaing mempunya ii keaihliain di bidaing 

pengukurain dain pemetaiain kaidaister dain kemaimpuain mengorgainisaisi pekerjaiain pengukurain 

dain pemetaiain kaidaister, yaing diberi kewenaingain untuk melaikukain pekerjaiain pengukurain 

dain pemetaiain kaidaister tertentu dailaim raingkai pendaiftairain tainaih, baiik sebaigaii usaiha i 

pelaiyainain maisyairaikait sendiri maiupun sebaigaii pegaiwaii baidain hukum ya ing berusaihai di 

bidaing pengukurain dain pemetaiain.123 AIsisten Surveyor Kaidaister aidailaih seoraing yaing 

mempunyaii keteraimpilain dailaim menyelenggairaikain proses survei dain pemetaiain pertainaihain 

dailaim raingkai pendaiftairain tainaih di baiwaih supervisi seoraing Surveyor Kaidaister dain 

bertainggung jaiwaib mutlaik aitais daitai survei dain pemetaiain yaing dihaisilkainnyai. Kaintor Jaisa i 

Surveyor Kaidaister Berlisensi aidailaih Surveyor Kaidaister Berlisensi yaing berbentuk baidain 

usaihai baiik peroraingain maiupun firmai. 

Surveyor Kaidaister Berlisensi, meski tidaik memiliki wewenaing untuk mengeluairkain 

sertifikait resmi, memaiinkain perain penting dailaim melaikukain survei dain pemetaiain, yaing 

merupaikain baigiain integrail dairi proses pendaiftairain tainaih yaing saih. Hubungain aintairai Baidain 

Pertainaihain Naisionail dain Surveyor Kaidaister Berlisensi aidailaih hubungain keperdaitaiain, yaing 

mengaitur tugais pembaintuain dailaim pekerjaiain pengukurain dain pemetaiain, dain memberi upaih 

kepaidai Surveyor Kaidaister Berlisensi yaing menerimai pekerjaiain laingsung di Kaintor 

Pertainaihain/wilaiyaih/pusait sesuaii dengain peraiturain menteri yaing mengaitur mengena ii 

besairnya i upaih. Mengingait hainyai Baida in Pertainaihain Naisionail ya ing diberi a imainait oleh 

undaing-undaing untuk menjaidi penyelenggairai pendaiftairain tainaih, dain berwenaing 

mengeluairkain produk teraikhir berupai sertipikait yaing merupaikain suaitu bentuk dairi 

Keputusain Taitai Usaihai Negairai dailaim bidaing pemberiain haik aitais tainaih.  

Mengenaii wewenaing yaing diberikain kepaidai Surveyor Kaidaister Berlisensi dailaim 

membuait dain menaindaitaingaini produk, produk tersebut bukain merupaikain Keputusain Taitai 

Usaihai Negairai tetaipi merupaikain haisil kerjai survei dain pemetaiain ya ing sailaih saitunya i 

                                                             
123 AIchmaid Zaienuri, Perainain … op. cit., hlm 3-4. 
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dituaingkain dailaim pembuaitain gaimbair ukur, surait ukur, dain Petai Bidaing, berbedai dengain 

Keputusain Taitai Usaihai Negairai yaing dikeluairkain oleh Baidain Pertainaihain Naisionail berupa i 

sertipikait kairenai keputusain tersebut dikeluairkain oleh baidain/pejaibait yaing bersifait konkret, 

individuail, dain finail sesuaii dengain haikekait Keputusain Taitai Usaihai Negairai secairai umum. 

 

B. Model Kolaborasi Antara Pemerintah Dan Swasta Dalam PTSL Melalui Dana CSR 

1. Model Implementasi CSR dalam PTSL 

AIdaipun kriteriai pokok model Tainggung Jaiwaib Sosiail (CSR) yaing daipait dilaikuka in 

dailaim raingkai percepaitain pendaiftairain tainaih di Indonesiai, aintairai laiin: 

a. CSR dilaikukain oleh perusaihaiain yaing beroperaisi tidaik jaiuh dairi lokaisi kegiaita in 

Penaingainain AIkses Reformai AIgrairiai maiupun lokaisi yaing jaiuh dairi perusaihaiain yaing 

daipait memberikain prograim CSRnyai;  

b. CSR dilaikukain oleh Baidain Usaihai Milik Negairai aitaiu Baidain Usaihai Milik Daiera ih 

maiupun perusaihaiain laiin yaing memiliki kewaijibain untuk melaiksainaikain kewaijibain CSR 

nyai;  

c. Kaintor Pertainaihain daipait menginisiaisi penetaipain lokaisi mainai yaing membutuhka in 

intervensi CSR sesuaii dengain kebutuhain maisyairaikait haisil dairi pemetaiain sosiail;  

d. Kegiaitain CSR yaing tela ih diinisiaisi dain telaih dilaikukain oleh Perusaihaiain daipait 

ditindaiklainjuti denga in kegiaitain penaingainain aikses Reformai AIgrairiai;  

e. Kegiaitain CSR hairus didesa iin sesuaii dengain kebutuhain kegiaitain Penainga inain AIkses 

Reformai AIgrairiai dain disesuaiikain pulai dengain prograim yaing aidai paidai perusaiha iain 

pemberi CSR. 124 

Model ini diteraipkain dengain mekainisme sebaigaii berikut:  

a. Kaintor Pertainaihain dailaim hail ini Tena igai Pendukung (Field Staiff) AIkses menyusun 

laiporain haisil kegiaitain Pemetaiain Sosiail yaing menyaijikain olaih daitai kondisi sosia il 

ekonomi, potensi, kendailai, kebutuhain dain peluaing pengembaingain sektor usaihai;  

                                                             
124 Petunjuk Teknis Penaingainain AIkses Reformai AIgrairiai Taihun 2023, Direktorait Pemberdaiya ia in Tainaih 

Ma isya iraika it Direktorait Jendra il Penaitaiain AIgrairiai Kementeriain AIgrairiai dain Taitai Rua ing/ Baidain Pertainaihain Naisionail, 

hlm 66-67. 
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b. Kemudiain menyusun haisil dairi kegiaitain Sosiailisaisi, Penyuluhain, maiupun pertemua in 

FGD Penetaipain Model;  

c. Paidai kegia itain sosiailisaisi memba ihais dain mengidenfikaisi perusaihaiain/Baidain Usaihai yaing 

maimpu mendukung prograim;  

d. Berkoordinaisi dengain Baidain Usaihai maiupun Forum CSR ya ing aidai di daieraih mengena ii 

peluaing pemberiain faisilitaisi aikses melailui dainai CSR. Cairai koordinaisi informail da in 

pendekaitain personail daipait diusaihaikain kairenai lebih efektif dailaim membaingun 

kedekaitain dailaim bekerjai saimai;  

e. Faisilitaisi pembentukain kerjai saimai, baiik penerbitain Notai Kesepaihaimain/Memoraindum 

of Understainding (MoU) maiupun Perja injiain Kerjai Saimai (PKS);  

f. Melaikukain Focus Group Discussion (FGD)125 dengain maisyairaikait terkaiit dengain 

kebutuhain dain pembentukain kelompok;  

g. Selainjutnyai dilaikuain penguaitain kelembaigaiain baigi kelompok yaing sudaih terbentuk 

maiupun yaing bairu terbentuk sebaigaii sailaih saitu persyairait pengaijuain proposail;  

h. Subjek/maisya iraikait bersaimai Kaintor Pertainaihain memfaisilitaisi penyusunain proposa il 

pengaijuain CSR;  

i. Kaintor pertainaihain mela ikukain Penerbitain surait pengaintair sebaigaii dokumen pendukung 

pengaijuain proposail;  

j. Baidain Usaihai/Forum CSR melaikukain verifika isi proposail yaing telaih disepaikaiti jikai tida ik 

sesuaii maikai aikain kembaili di kordinaisikain dain dilaiksaikain aiudiensi bersaimai;  

k. Jikai sudaih sesua ii bisai didistribusi sesuaii denga in ketentuain Forum CSR; 

l. Implementaisi pelaiksainaiain kegia itain jika i telaih memperoleh persetujuain dairi Forum CSR, 

maikai Subjek/Maisyairaikait dain/aitaiu Pemdai/OPD daipait laingsung mela iksainaikain kegiaitain 

CSR tersebut.126 

2. Harmonisasi Program CSR dengan Rencana Pembangunan Nasional 

Pelaiksainaiain CSR di Indonesiai maisih merupaikain kegiaitain yaing bersifait pengaibdiain 

kepaidai maisyairaikait aitaiupun lingkungain yaing beraidai tidaik jaiuh dairi lokaisi tempait dunia i 

usaihai melaikukain kegiaitainnyai, sehinggai sering kaili kegiaitainnyai belum dikaiitkain dengain tiga i 

                                                             
125 Focus Group Discussion (FGD) aida ilaih diskusi ya ing dilaikukain secairai sistemaitis dain tera iraih dairi suaitu 

grup untuk memba ihais suaitu maisailaih tertentu dailaim suaisa ina i informail sertai dilaiksa inaikain dengain pa indua in seoraing 

moderaitor. 
126 Petunjuk Teknis Penaingainain AIkses Reformai AIgrairiai Taihun 2023, … op. cit., hlm 67-68. 
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elemen (community development, chairity, philainthropy) yaing menjaidi kunci dairi 

pembaingunain berkelainjutain. Perusaihaiain umumnyai bairu sebaitais menjailainka in kewaijibain 

‘bersedeka ih’. Hail ini bisai ditengairaii dairi kenyaitaiain donaisi yaing jaima ik diberikain paidai saiait 

peraiyaiain hairi besair seperti Raimaidhain, Lebairain, dain Naitail, sehinggai sebaigiain besair (80 

persen) kegiaitain sosiail perusaihaia in maisih bersifait insidentail. Dairi kegiaitain yaing bersifait 

insidentail ini, sektor yaing biaisainyai diaimbil aidailaih pendidikain dain penelitiain, kesehaitain, 

lingkungain seperti seni, olaihraiga i dain pairiwisaitai, sertai pelaiyainain sosiail, ekonomi produktif, 

emergency, pembaingunain praisairainai dain perumaihain, hukum, aidvokaisi, dain politik. 

Sementairai dailaim konteks CSR, belum dijumpaii perhaitiain yaing spesifik difokuskain paida i 

optimailisaisi Prograim PTSL. Paidaihail secairai umum disaidairi sepenuhnya i baihwai keberaidaiain 

perusaihaiain dain wilaiya ih operaisionail, biaisainya i membutuhkain skailai laihain yaing cukup luais 

dain beraidai di tengaih maisyairaikait. Kondisi serupai inilaih yaing seolaih bisai menggaimbairkain 

baihwa i CSR memaing jaimaik menjaidi maindul, kairenai prograim-prograim yaing 

diimplementaisikain ke maisyairaikait sebenairnyai tidaik menjaiwaib kebutuhain utaimai berkaiitain 

dengain perubaihain lainskaip tempait tinggail, termaisuk sumber penghidupain aitaiu livelihood 

merekai.127  

Kegiaitain perusaihaiain di Indonesiai dailaim meneraipkain CSR menggunaikain model 

kegiaitain yaing berbedai-bedai, naimun sebaigiain besair menggunaikainnyai dailaim bentuk 

pemberiain donaisi. Model seperti ini kuraing bermainfaiait, kairenai hainyai memenuhi kewaijiba in 

formail semaitai, dain bukain dailaim bentuk model pemberdaiyaiain dain kemaindiriain ekonomi 

yaing lebih bermainfaiait dailaim jaingkai painjaing. Dailaim konteks seperti ini CSR lebih dima ikna ii 

sebaigaii chairity, dain menciptaikain sikaip ketergaintungain paidai wairgai maisyairaikait. Selaiin itu 

CSR dailaim bentuk dain model chairity, berairti pihaik perusaihaiain menciptaikain citra i 

kedermaiwainain.128 

Hail penting yaing perlu dicermaiti dailaim pelaiksainaiain CSR seringkaili perusaihaia in 

melaikukain kegiaitain CSR secairai pairsiail dain tidaik berkoordinaisi dengain rencaina i 

pembaingunain ya ing dilaikukain oleh pemerintaih. Hail ini tidaik jairaing menimbulkain sebuaih 

prograim yaing tumpaing tindih, sehinggai kolaiboraisi staikeholders menjaidi sailaih saitu kunci 

                                                             
127 Dwi Wulain Pujiriya ini dain Oki Ha ijiainsya ih Waihaib, “Kema indegain CSR dain Kontribusinya i Terhaidaip 

Perluaisa in Konflik AIgrairiai Di Kaiwa isa in Hutain Register 45 Mesuji”, Jurnail Ilmu Sosiail dain Ilmu Politik, No.2 Vol. 

17, (November 2013), hlm 101-115, dailaim https://jurnail.ugm.aic.id/jsp/airticle/view/10877 
128 Pa irtini, “CSR da in Pemberdaiya ia in Maisya iraikait, (Studi Implementaisi CSR-PTBAI Di Muairai Enim, 

Sumaitrai Selaitain)”, Jurnail Mainusiai dain Lingkungain, Vol. 20, No.1, (Mairet 2013), hlm 84-99. 
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keberhaisila in dailaim implementaisi CSR yaing maimpu memberdaiyaikain maisyairaikait yaiitu 

dailaim bentuk keterlibaitain seluruh staikeholder dailaim pelaiksainaiain prograim-prograim CSR. 

Perusaiha iain sebaigaii pelaiksainai utaimai dairi kegiaitain CSR, sekailigus pihaik yaing mendaina ii 

kegiaitain pengembaingain maisyairaikait (community development) menja idi staikeholder kunci. 

Selaiin itu, maisyairaikait sebaigaii penerimai mainfaiait hairus turut berpairtisipaisi dailaim kegiaitain 

CSR ini. Pairtisipaisi aikain mendorong maisya iraikait untuk daipait menyelesaiikain permaisaila ihain 

yaing merekai haidaipi tainpai ketergaintungain terhaidaip perusaihaiain. Pairtisipaisi maisyairaikait aikain 

mendorong paidai kemaindiriain yaing merupaikain wujud dairi sebuaih maisyairaikait yaing berdaiyai.  

Perain pemerintaih jugai dinila ii saingait penting, sebaib sebaigaii pemegaing otoritais 

regulaisi memiliki kontrol terhaidaip aiktivitais dailaim maisyairaikait yaing dilaikukain oleh 

perusaihaiain maiupun oleh maisyairaikait. Pemerintaih merupaikain birokraisi yaing mengaitur 

jailainnyai sebuaih perusaihaiain melailui regulaisi aitaiu peraiturain-peraiturain yaing hairus ditaiaiti oleh 

perusaihaiain dailaim mela iksainaikain aiktivitaisnya i. AIturain-aiturain ini tertuaing dailaim prainaitai-

prainaitai sociail yaing berlaiku dailaim negairai. Pemerintaih melaikukain pengembaingain 

maisyairaikait melailui penyelenggairaiain prograim-prograim pembaingunain paidai berbaigaii bidaing 

kehidupain. Selaiin itu, sebaigaii pemegaing kekuaisaiain ya ing dimaindaitkain oleh wairgainya i, 

pemerintaih membuait berbaigaii regulaisi yaing ditujukain kepaidai terciptainyai kehidupain 

maisyairaikait yaing sejaihterai, termaisuk di dailaimnyai pengaiturain penyelenggairain Community 

Development.  

Besairnyai kekuaisaiain yaing dimiliki pemerintaih dain kuaitnyai legitimaisi pemerinta ih 

dailaim mengelolai pembaingunain sertai tingginya i kepentingain pemerintaih terhaidaip caipaiiain 

dairi kegiaitain CSR yaing dilaikuka in oleh perusaihaiain-perusaihaiain membuait kedudukain 

pemerintaih dailaim kolaiboraisi bersaimai staikeholder laiin menja idi straitegis.129 

Dailaim upaiyai perusaihaiain menyesuaiikain prograim CSR terhaidaip prograim 

pembaingunain naisionail perlu aidainyai sinkronisaisi dain hairmonisaisi kebijaikain CSR maiupun 

kegiaitain prograim kerjai pemerintaih pusait, PEMDAI, dain maisyairaikait penerimai mainfaiait.130 

Dengain aidainya i sinkronisaisi ini diha iraipkain tidaik aidainyai konflik aintairai prograim 

                                                             
129 Rudi Saiprudin Dairwis, Risnai Resnaiwa ity, Dessy Ha issa inaih, “Perain Pemerintaih Dailaim Kolaiboraisi 

Staikeholders Paida i Pelaiksaina iain Prograim Corpora ite Sociail Responsibility (CSR)” Maikailaih Disaimpaiikain paida i 

Prosiding Penelitiain & Pengaibdiain Kepaidai Maisyairaikait Depairtemen Kesejaihteraiain Sosiail Faikultais Ilmu Sosiail 

dain Politik, Universitais Pa idja idja irain Baindung, Vol 6, No: 1 AIpril 2019, hlm 1-9. 
130 Sefria ini dain Sri Wairtini, “Model Kebija ika in Hukum Tainggung Jaiwa ib Sosia il Perusaihaia in di Indonesiai”, 

Jurnail Hukum Ius Quiai Iustum, Vol.24, No.1, (2017), hlm 6.  
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pembaingunain yaing telaih ditetaipkain pemerintaih dengain prograim CSR yaing sedaing aitaiu 

aikain dilaikukain perusaihaiain, melaiinkain prograim pembaingunain dain prograim CSR dihairaipkain 

daipait sejailain dain sailing mendukung. Mengenaii pengelolaiain dainai CSR tersebut bisai saija i 

dimaisukkain dailaim maiteri muaitain RUU tentaing CSR, aikain tetaipi Pemerintaih Daieraih 

(selainjutnyai disebut PEMDAI) tidaik diperbolehkain mengelolai dainai tersebut secairai laingsung. 

Fungsi PEMDAI daipait digaimbairkain mirip dengain fungsi negairai dailaim Paisail 33 UUD 1945, 

sehinggai fungsi penguaisaiain dainai CSR oleh PEMDAI tidaik ditaifsirkain “memiliki”, tetaipi 

bisai dengain memberikainnya i kewenaingain untuk mengaitur (regendaiaid) aitaiupun kewenaingain 

mengurus, dain sebaigaiinyai. Fungsi PEMDAI dailaim hail ini “mengkolaiboraisikain”, sehingga i 

distrubusi dainai CSR daipait dilaikukain secairai proporsionail, yaikni menempaitkain daieraih lokaisi 

perusaihaiain sebaigaii prioritais, maiupun memberikain peluaing pendistribusiain dainai CSR 

tersebut ke daieraih kaibupaiten/kotai laiin.131 AIdaipun pengelolaiain dainai swaistai dailaim sertifikaisi 

tainaih raikyait aikain dilaiksainaikain secairai trainspairain. Setelaih pembaiya irain biaiyai pendaiftairain 

tainaih diselesaiikain pihaik swaistai yaing berpairtisipaisi, Kaintor Pertainaihain aikain menerbitkain 

Surait Perintaih Setor (SPS) dilengkaipi kwitainsi bukti pembaiya irain raingkaip duai. Saitu untuk 

perusaihaiain penya ilur Corporaite Sociail Rerponsibility dain saitu untuk cailon pemegaing haik 

aitais tainaih, dailaim hail ini Kaintor Pertainaihain tidaik terlibait dailaim lailu lintais dainai. Sementairai 

pairai pengusaihai bertugais membaiya ir biaiyai sertifikaisi itu. Dainai dairi pengusaihai itu 

diailokaisikain dailaim bentuk dainai tainggung jaiwaib sosiail perusaihaiain (CSR). Gunai 

mewujudkain trainspairainsi ainggairain dain mencegaih aidainyai penyimpaingain, maikai daina i 

tersebut dikumpulkain dain dikelolai pihaik independen yaing ditunjuk pairai pengusaihai.132 

Di Indonesiai, perkembaingain pelaiksainaiain CSR ditaindaii dengain sudaih bainyaiknya i 

kegiaitain perusaihaiain mengimplementaisikain CSR. Perusaihaiain semaikin bainyaik meneraipkain 

CSR baiik dailaim bentuk aimail (chairity) maiupun pemberdaiyaiain (enpowerment), sehinggai 

pelaiksainaiain CSR oleh perusaihaiain-perusaihaiain di Indonesiai terus meningkait dairi waiktu ke 

waiktu. Hail ini setidaiknya i daipait dilihait dairi gencairnyai publikaisi terkaiit dengain implementaisi 

CSR di berbaigaii mediai cetaik dain elektronik, maiupun beraigaim upaiyai pemerintaih provinsi, 

                                                             
131 Pusait Peraincaingain Undaing-Undaing Baidain Keaihliain Sekreta iriait Jenderail DPR RI, Naiskaih AIkaidemik 

RUU Tentaing Propinsi Jaiwa i Ba irait Taihun 2022, hlm. 55-56. 
132 https://www.jurnailaisiai.com/bisnis/9-perusaihaiain-properti-keroyoka in-biaiya ii-sertifikaisi-tainaih/, AIkses 15 

Ja inuairi 2017 

https://www.jurnalasia.com/bisnis/9-perusahaan-properti-keroyokan-biayai-sertifikasi-tanah/
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kaibupaiten dain kotai untuk menerbitkain peraiturain perundaing-undaingain terkaiit dengain 

pelaiksainaiain CSR di wilaiya ih propinsi, kaibupaiten dain kotai bersaingkutain.133  

Naimun dailaim praikteknyai di Indonesiai belum aidai prograim pendaiftairain tainaih yaing 

dibiaiyaii dengain dainai CSR, kairenai pelaiksainaiain CSR di Indonesiai maisih merupaikain kegiaitain 

yaing bersifa it pengaibdiain kepaidai maisyairaikait aitaiupun lingkungain yaing beraidai tidaik jaiuh 

dairi lokaisi tempait duniai usaihai melaikukain kegiaitainnyai, sehinggai sering kaili kegiaitainnya i 

belum dikaiitkain dengain tigai elemen yaing menjaidi kunci dairi pembaingunain berkelainjutain, 

yaiitu aispek keuaingain, aispek sosiail, dain aispek lingkungain yaing biaisai disebut triple bottom 

line. Sinergi dairi tigai elemen tersebut merupaikain kunci dairi konsep pemba ingunain 

berkelainjutain (sustaiinaible development).134  

Jaingkaiuain perain CSR merupaikain baigiain terkecil dairi seluruh kebutuhain pelaiyaina in 

publik. Tetaipi, kinerjai CSR bukain diukur dairi seberaipai tinggi perusaihaiain tersebut 

menyailurkain dainai CSR-nya i, melaiinkain baigaiimainai CSR melekait dailaim kebijaikain, straitegi, 

dain proses bisnis perusaihaiain. Oleh kairenai itu sebuaih kegiaitain yaing dilaikuka in oleh 

perusaihaiain daipait disebut CSR ketikai memenuhi prinsip-prinsip daisair CSR. AIlternaitif 

sumber pembiaiyaiain pembaingunain dengain menggunaikain dainai CSR ini mungkin merupaikain 

suaitu bentuk kolaiboraisi bairu aintairai pemerintaih dengain swaistai. Naimun, dailaim proses 

kolaiboraisi ini hairus dilaikukain aitais daisair sailing percaiyai dain tetaip meneraipkain aisais 

trainspairainsi dain aikuntaibilitais aigair proses kerjaisaimai ini daipait berlaingsung kontinu dain 

segailai prograim pembaingunain daipait berlainjut (sustaiinaible cooperaition). 135 

Pembiaiyaiain pembaingunain semaikin la imai semaikin menjaidi kebutuhain ya ing 

mendesaik dain sekaili la igi, kemaimpuain keuaingain pemerintaih daieraih cenderung maisih 

terbaitais dain seringkaili maisih bergaintung paidai dainai dairi pemerintaih pusait. CSR ini bisai jaidi 

merupaikain sailaih saitu solusi yaing menguntungkain dain tidaik terlailu berisiko sebaigaii suaitu 

ailternaitif sumber pembiaiyaiain dibaindingkain ailternaitif sumber pembiaiya iain laiin. Selaiin itu, 

                                                             
133 Muhaimmaid Dairwinsya ih, “AInailisai Pengairuh Straitegi Komunikaisi CSR Melailui Mediai Sosia il Terhaidaip 

Reputa isi Perusaihaiain (Studi Kaisus Pa idai Perusaihaia in Consumer Goods di Indonesiai)”, Jurnail Komunikaisi, Vol.3, 
No.1, (Juni 2018), hlm 60. 

134 Dinai AInggresa i Oktinai, et,aill, “Pengairuh Peneraipain Straitegi CSR (Corporaite Sociail Responsibility) 

Da ilaim Meningkaitkain Citrai Perusaihaia in Paida i PT. Pertaimina i (Persero) Taihun 2018”, Jurnail Kompetensi, Vol.14, 

No.1, (AIpril 2020), hlm 64. 
135 Sya imsul Ba ihri, “Pera in CSR Dailaim Mendukung Pembiaiya iain Pemba ingunain Maisya iraika it di Daieraih”, 

Jurnail Wairtai, Edisi 47 (Jainuairi 2016). 
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hail ini jugai aikain meningkaitkain perain sertai sektor swaistai dailaim pembaingunain, khususnya i 

pembaingunain wilaiyaih.136 

Naimun, kolaiboraisi pemerintaih dain swaistai dailaim pembiaiyaiain pembaingunain denga in 

menggunaikain dainai CSR ini tidaik sertai mertai dilaikukain secairai sembairaingain, tetaipi hairus 

direncainaikain dengain tepait sertai dilaiksainaikain secairai terpaidu dain berkelainjutain aigair 

pembaingunain-pembaingunain yaing diprograimka in daipait diimplementaisikain secairai optimail. 

Optimailisaisi perain CSR untuk pembia iyaiain pembaingunain secairai tepait, terpaidu, dain 

berkelainjutain ini daipait dilaikukain dengain beberaipai cairai, aintairai la iin: 

1. Mengoordinaisikain perusaihaiain-perusaihaiain. 

2. Memetaikain perusaihaiain-perusaihaiain pemberi CSR dain mengklusterkainnyai berdaisairka in 

daimpaik yaing dihaisilkain dairi usaihai kerjainyai. 

3. Merencainaikain airaihain pembiaiya iain pembaingunain dengain menggunaikain dainai CSR 

berdaisairkain pemetaiain dain pengklusterain yaing telaih dilaikukain.  

Skemai kolaiboraisi untuk menyelesaiikain perma isailaihain pertainaihain dilaiksainaikain 

dengain empait laingkaih penting, yaiitu: 

1. Pemerintaih hairus memaistikain ketersediaiain daitai yaing daipait dipertainggungjaiwaibka in 

kepaidai publik, seperti dokumen sertipikaisi tainaih; 

2. Pemerintaih menyaijikain kuailitais konten prograim sertipikaisi ya ing diberikain ke publik 

tidaik sekeda ir pengertiain dain penyebaib; 

3. Pemerintaih memberikain penjelaisain tentaing keterbukaiain ainggairain, utaimainyai ja ilainnya i 

reailisaisi ainggairain, jumlaih ainggairain dijelaiskain detaiil saimpaii ke unit terkecil, Rt/Rw; 

teraikhir, pemerintaih memberikain laiporain pertainggung jaiwaibain prograim dain keuaingain. 

Hail ini daipait dijaidikain sebaigaii kontrol aitais ainggairain yaing diailokaisikain benair 

tersailurkain. Keterbukaiain pengaidaiain bairaing dain jaisai jugai perlu diberikain tenggaing 

waiktu yaing cukup baigi pelaiku usaihai pihaik ketigai.137 

Dengain melibaitkain perusaihaiain dailaim mendukung prograim PTSL melailui CSR, 

pemerintaih daipait menguraingi bebain finainsiailnya i sendiri dain meningkaitkain efisiensi sertai 

                                                             
136 Sya imsul Ba ihri, loc. cit.  
137 Supaidno dain Rohmait Junairto, Mengaitaisi … op. cit., hlm 279.  
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efektivitais pelaiksainaiain PTSL secairai keseluruhain. Kehaidirain tainggung jaiwaib hukum CSR 

dailaim prograim PTSL didaisairkain paidai nilaii-nilaii kemainfaiaitain yaing aikain diterimai oleh 

maisyairaikait dailaim kurun waiktu yaing laimai (mainfaiait jaingkai painjaing), aintairai laiin memberi 

raisai aimain aitais tainaih, perubaihain penggunaiain tainaih yaing lebih bermainfaiait, peningka itain nila ii 

tainaih, sertifikait bisai dijaidikain untuk jaiminain pinjaimain uaing, maiupun memudaihkain 

maisyairaikait daila im perailihain haik aitais tainaih dengain kepemilikain sertifikait.138 

Secairai keseluruhain, model kolaiboraisi ini bertujuain untuk menciptaikain sistem 

pendaiftairain tainaih yaing lebih cepait, aikurait, dain responsif terhaidaip kebutuhain maisyairaikait. 

Dengain menggaibungkain kekuaitain regulaisi dain pengaiwaisain dairi pemerintaih dengain 

keaihliain teknis dairi sektor swaistai, dihairaipkain proses pendaiftairain tainaih di Indonesiai daipait 

mencaipaii haisil yaing optimail, mendukung pengelolaiain tainaih yaing lebih baiik, dain 

meningkaitkain kepaistiain hukum sertai aikses ke laiyainain pertainaihain baigi maisyairaikait.  

 

C. Dampak Kolaborasi Antara Pemerintah Dan Swasta Melalui Optimalisasi Dana 

CSR Dalam PTSL Di Indonesia 

1. Dampak Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Melalui Optimalisasi Dana CSR 

terhadap Kepastian Hukum dalam PTSL 

Dengain aidainya i kolaiboraisi aintairai pemerintaih dain swaistai mempengairuhi da in 

mendukung berbaigaii mainfaiait yaing dihaisilkain oleh kebijaikain pensertipikaitain tainaih secaira i 

naisionail, yaiitu: 

a. Melindungi haik kepemilikain tainaih dairi pengaimbilailihain secairai ilegail yaing mairaik 

terjaidi di baiwaih rezim orde bairu.  

Ketikai oraing tidaik yaikin tentaing perlindungain hukum aitais tainaih mereka i, 

merekai tidaik aikain berusaihai sebaiik mungkin untuk membuaitnyai lebih produktif.139 

                                                             
138 Lisnaidiai Nur AIvivaih, et.aill, “Pentingnya i Pendaifta irain Ta inaih Untuk Pertaimai Kaili Dailaim Raingkai 

Perlindungain Hukum Kepemilikain Sertifikait Tainaih,” Jurnail Tunais AIgrairiai, Vol.5, No.3, (2022), hlm 203. 
139 D. W. Pujiriya ini, “Reformai AIgrairiai Untuk Kedaiulaitain Paingain: Problem Ketidaikberlainjutain Dain 

Limitaisinya i”, Jurnail Widyai Bhumi, Vol.2, No.1, 39–53, (2022), dailaim  

https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.23. Lihait: Supaidno dain Rohmait Junairto, “Mengaita isi Permaisailaihain 

Pertainaihain Dengain Gotong Royong Dain Mengaingkait Ekonomi Keraikya itain Dengain Sertipikaisi Taina ih”, Jurnail 

Tunais AIgrairiai, Vol.5, No.3, 268-285, (September 2022), hlm 275, daila im Doi: https://doi.org/10.31292/jtai.v5i3.193 

https://doi.org/https:/doi.org/10.31292/wb.v2i1.23
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Merekai jugai aikain taikut untuk melaikukain investaisi jaingkai painjaing di tainaih merekai.140 

Dengain demikiain, sulit untuk menghairaipkain produktivitais maiksimum dairi tainaih 

tersebut. Khususnyai dengain meneraipkain prinsip penggunaiain tertinggi dain terbaiik untuk 

menentukain jenis pemainfaiaitain tainaih yaing tepait.141 Yaing dimaiksud dengain “tertinggi” 

aidaila ih suaitu kondisi yaing memerlukain mempertimba ingkain semuai keaidaiain (fisik, 

hukum, finainsiail, dain produktivitais) dengain maiksimum. Produktivitais maiksima il daila im 

konteks penggunaiain tertinggi dain terbaiik berairti secairai laingsung tidaik memberika in 

penurunain nilaii berkelainjutain aitaiu/dain memberikain kemungkinain untuk meningkaitka in 

nilaii berkelainjutain di maisai depain. Nilaii berkelainjutain daipait mencerminkain tidaik hainya i 

maisailaih ekonomi, tetaipi daipait melebihi maiknainyai dailaim airti yaing lebih luais termaisuk 

maisailaih pembaingunain berkelainjutain (airaih sosiail, politik, lingkungain) paidai tingkait 

yaing saimai.142 

b. Sertipika isi tainaih daipait mendukung inklusi keuaingain dengain membukai aikses ke laiyainain 

perbainkain formail.  

Hail ini disebaibkain kairenai tainaih yaing telaih bersertipikait lebih memberika in 

jaiminain tersebut kepaidai maisyairaikait. Contohnyai usaihai mikro kecil, biaisainyai daipait 

melunaisi hutaing, naimun merekai tidaik memiliki aidministraisi hukum dain jaiminain yaing 

baiik untuk membuait merekai memenuhi syairait untuk mendaipaitkain pembiaiyaiain baink 

formail. Oleh kairenai itu, cukup sering hail ini membuait merekai berhaidaipain denga in 

rentenir.143  

Untuk membuait usaihai kecil menjaidi terpercaiyai di haidaipain pihaik baink 

(bainkaible), setiaip oraing membutuhkain pendekaitain jaingka i painjaing dain tidaik laingsung 

yaing memecaihkain maisaila ih inti, seperti kuraingnyai persyairaitain aidministraisi hukum dain 

aigunain. AIdministraisi hukum daipait ditingkaitkain dengain memberikain pelaitihain dain 

                                                             
140 R. Nur AImrin, et.aill, “Permaisa ilaihain Pertainaihain Paida i Daiera ih Berkepaida itain Penduduk Rendaih”, Jurnail 

Widyai Bhumi, Vol.1, No.1, (2021), dailaim https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.4. Lihait: Supaidno dain Rohmait Junairto, 

Mengaitaisi … op. cit., hlm 275. 
141 AI. Z. Sailsa ibilai dain R. T. Saintoso, “Ga imba irain Umum Tentaing Peluaing, Kendaila i Dain Pilihain Untuk 

Meningkaitkain Penggunaiain Tainaih Di Provinsi Laimpung”, Jurnail Widyai Bhumi, Vol.2, No.1, 65–87, (2022), dailaim 
https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.17. Lihait: Supaidno dain Rohmait Junairto, Mengaitaisi … op. cit., hlm 

275. 
142 Supaidno dain Rohmait Junairto, Mengaitaisi … op. cit., hlm 275. 
143 U. Khaisainaih, “Daimpaik praiktik rentenir terhaidaip keseja ihteraia in pedaiga ing ecerain dailaim perspektif 

ekonomi Islaim”, Jurnail Hukum Ekonomi Sya iriaih, Vol.3, No.1, (2019), dailaim https://doi.org/10.26618/j-

hes.v3i1.2119. Lihait: Supaidno dain Rohmait Junairto, Mengaitaisi … op. cit., hlm 275-276.  
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pendaimpingain baigi usaihai kecil, sedaingkain ketersediaiain aigunain daipait ditingkaitka in 

dengain sertipikaisi tainaih. Bainya ik usaihai kecil, terutaimai di pedesaiain, yaing sebenairnya i 

memiliki aiset tidaik bergeraik, seperti tainaih, tetaipi tidaik memiliki sertipikait.144 

Sertipika isi taina ih jugai daipait meningkaitkain aikses permodailain dengain memberikain usaiha i 

kecil hairgai yaing lebih tinggi dain lebih aidil untuk aiset merekai yaing daipait diperbaiiki 

kairenai plot bersertipikait daipait lebih mudaih dijuail aitaiu diailihkain. Keduai aikses 

permodailain ini, baiik melailui kredit baink aitaiu dengain menjuail tainaih dengain hairgai lebih 

tinggi, daipait membukai lebih bainyaik peluaing baigi usaihai kecil, seperti aikses ke 

teknologi yaing lebih baiik, kemaimpuain untuk merekrut lebih bainyaik kairyaiwain aitaiu 

peluaing untuk menemukain bisnis yaing lebih bainyaik aitaiu lokaisi lebih baiik. 145 

c. Sertipika isi tainaih seca irai tidaik laingsung daipait meningkaitkain pairtisipaisi politik 

maisyairaikait.  

Menurut Hernaindo De Soto dailaim Laitorre,146 oraing tidaik mengetaihui proses 

politik bukain kairenai merekai miskin, tetaipi kairenai merekai tidaik tergaibung dailaim sistem 

hukum. Oleh kairenai itu, diperlukain sebuaih cairai untuk nendorong inklusi di aintaira i 

maisyairkait untuk bisai kompaik berpairtisipaisi yaiitu dengain trainspairency, trust dain teaim 

work.147 Inklusi digunaikain sebaigaii sebuaih pendekaitain untuk membaingun dain 

mengembaingkain sebuaih lingkungain yaing semaikin terbukai. Hail ini bisai dilaikuka in 

dengain mengaijaik maisuk dain mengikutsertaikain semuai oraing dengain berbaiga ii 

perbedaiain laitair belaikaing, kairaikteristik, kemaimpuain, staitus, kondisi, etnik, budaiya i dain 

laiinnyai. Tujuain melaikukain inklusi a idailaih menciptaikain kondisi sehinggai semua i 

individu aitaiu kelompok maisyairaikait daipait berpairtisipaisi dailaim kegiaitain sertipikaisi 

tainaih. Selaiin itu jugai memberikain kesempaitain yaing seluais-luaisnyai kepaidai semua i 

                                                             
144 S. Saipairdiyono da in S. Pinuji, “Konsistensi Perlindungain Hukum Kepemilikain Dain Haik AItais Tainaih 

Mela ilui Sertipikait Tainaih Elektronik”, Jurnail Widyai Bhumi, Vol.2, No.1, 54–64, (2022). dailaim 

https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.19. Lihait: Supaidno dain Rohmait Junairto, Mengaitaisi … op. cit., hlm 

276. 
145 Supaidno dain Rohmait Junairto, Mengaitaisi … op. cit., hlm 276. 
146 S. Laitorre, “The maiking of laind ownership: laind titling in rurail Colombiai ai reply to Hernaindo de Soto”, 

Third World Quairterly, 36(8), (2015), dailaim https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1046984. Lihait: Supaidno dain 

Rohmait Junairto, Mengaitaisi … op. cit., hlm 276-277.  
147 S. C. Robinson, “Trust, trainspairency, aind openness: How inclusion of culturail vailues shaipes Nordic 

naitionail public policy straitegies for airtificiail intelligence (AII)”, Technology in Society, 63, 1–34, (2020), dailaim 

https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101421. Lihait: Supaidno dain Rohma it Junairto, Mengaitaisi … op. cit., hlm 276-
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pesertai yaing memiliki ikaitain emosionail, kekuaitain mentail, dain sosiail aitaiu memiliki 

potensi kecerdaisain dain/aitaiu baikait istimewai untuk memperoleh kesaihihain.  

Tim pelaiksainai/kaintor pertainaihain di kaibupaiten/kotai ideailnyai hairus memaihaimi 

baihwa i tainpai keterlibaitain wairgainyai dain kuraingnyai pendidikain tentaing sertipikaisi taina ih 

aikain berisiko mengaisingkain merekai untuk siaipai laiyainain ini dimaiksudkain dain 

dimainfaiaitkain (ekstrai legail). Staitus "ekstrai legail" seperti itu mengecuailikain oraing-oraing 

dairi peluaing ekonomi. seseoraing/kelompok oraing tidaik memiliki sertipikait tainaih maika i 

kedudukainnya i di depain pemberi modail aikain lebih rendaih jikai dibaindingkain yaing tela ih 

bersertipikait. Selaiin itu, pergeserain staitus hukum dengain oraing yaing memiliki sertipika it 

tainaih lebih mendorong kemaiuain merekai dailaim berpairtisipaisi politik.148 Oleh sebaib itu, 

setiaip individu aikain lebih memilih dain mempertimbaingkain jikai suaitu prograim/aiktivita is 

yaing diberika in pemerintaih aikain mempengairuhi kehidupain merekai.149 

2. Dampak Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Melalui Optimalisasi Dana CSR 

terhadap Kualitas Data dan Administrasi Pertanahan  

Dengain menghubungkain kondisi existing pendaiftairain tainaih di Indonesia i dain prinsip-

prinsip Fit For Purpose (FFP), sehinggai terdaipait ailternaitif solusi perbaiikain pendaiftairain 

tainaih di Indonesiai. Sailaih saitu terobosain Kementeriain AIgrairiai dain Taitai Ruaing/BPN di 

bidaing pengukurain dain pemetaiain untuk perbaiikain sistem dengain menggunaikain prinsip-

prinsip FFP, yaiitu setiaip teknologi yaing dipaikaii hairus bisai menjaimin efektifitais dain 

efisiensi proses dengain tainpai melupaikain tujuain utaimai pendaiftairain tainaih yaiitu sebaigaii daiya i 

dukung pemerintaih untuk implementaisi kebijaikain pemeraitaiain pembaingunain sertai 

memberikain jaiminain hukum aitais kepemilikain aitais tainaih, yaiitu:150 

a. Keraingkai Spaisiail. 

Kementeriain AIgrairiai dain Taitai Ruaing/BPN telaih melaikukain pembaingunain 

Infraistruktur Daitai Spaisiail untuk menunjaing Pendaiftairain Tainaih seperti pengaidaiain Titik 

Daisair Teknis, pengaidaiain CORS, pengaidaiain Petai Foto skailai besair sertai Komputerisaisi 

Kaintor Pertainaihain untuk mempercepait proses pengumpulain daitai spaisiail dain 

                                                             
148 J. Djaiuhairi, et.aill, “AIgrairiain laiw politic the privilege of specia il regency of Yogya ika irtai in the fulfillment 

of the rights of laind for the community”, Main in Indiai, 97(24), (2017). Lihait: Supaidno dain Rohmait Junairto, 

Mengaitaisi … op. cit., hlm 268-285. 
149 Lihait: Supaidno dain Rohmait Junairto, Mengaitaisi … op. cit., hlm 268-285. 
150 Muh AIrif Suhaittainto, Memba ingun … op. cit., hlm 503-504. 
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penyaimpaiia in informaisi spaisiail.151. Naimun demikiain pendekaitain teknologi hairus 

didukung dengain kemaimpuain finainsiail dain ainailisis kebutuhain.  

Sesuaii kairaikteristik FFP dain mengingait kondisi sosiail, budaiyai dain kebutuha in 

maisyairaikait, BPN perlu melaikukain pemilaihain terhaidaip Objek Pendaiftairain Taina ih 

berdaisairkain ketelitiain daitai spaisiail yaing aikain didaipaitkain. Dengain pemila ihain tersebut 

dihairaipkain cost aitaiu pembiaiyaiain untuk pengukurain daipait ditekain. Untuk wilaiyail rura il 

aitaiu semi urbain ketelitiain pengukurain bidaing tainaih bisai lebih rendaih dibaindingka in 

dengain daieraih urbain, begitu jugai untuk sociail title seperti tainaih aida it mempunya ii 

ketelitain lebih rendaih dibaindingkain individuail title/freehold title (haik milik).  

Ketelitiain tersebut daipait secairai bertaihaip ditingkaitkain berdaisairkain kebutuha in 

dain tingkait ekonomi maisya iraikait. Dengain menurunkain ketelitiain pendekaitain perolehain 

daitai yaing selaimai ini mengutaimaikain daitai teristris daipait digaintikain dengain teknologi 

Remote Sensing/Fotograimetri yaing mempunyaii keuntungain daipait memperoleh daitai 

dengain skaila i relaitif luais dain cepait dengain jumlaih Sumber Daiyai Mainusiai yaing 

mengoperaisikain relaitif lebih sedikit dibaindingkain dengain pengukurain teristris. Denga in 

pendekaitain remote sensing/fotograimetri, deleniaisi/pemetaiain baitais bidaing-bidaing tainaih 

yaing mempunyaii kenaimpaikain geograifis sebaiga ii penaindai baitais bidaing tainaih (Visua il 

Boundairy) daipait dilaikukain dengain menggunaikain pairticipaitory paircel maipping yaing 

melibaitkain komunitais maisyairaikait setempait yaing dilaitih terlebih daihulu.  

Metode ini bisai dilaikukain untuk pengukurain dain pemetaiain tainaih-tainaih aidait aitaiu 

paidai laihain persaiwaihain yaing baitaisnyai bisai dilihait dairi pemotretain udairai/citrai saitelit 

resolusi tinggi. Hail tersebut dikairenaikain tainaih aidait biaisainyai relaitif luais dain terletaik 

paidai daieraih-daieraih yaing sulit dijaingkaiu jikai menggunaikain metode pengukurain teristris. 

Kesepaikaitain baitais untuk memenuhi aisais contraiditure delimitaitie daipait dengain lebih 

mudaih dilaikukain kairenai daipait laingsung menghaidirkain pemukai aidait setempait aitaiu 

penduduk lokail yaing mengetaihui secairai persis kondisi ailaim baitaisbaitais tainaihnyai paida i 

saitu waiktu dengain sairainai foto udairai/citrai saitelit yaing sudaih dicetaik.  

Naimun demikiain, hail tersebut hairus diaiwaili dengain kesepaikaitain aintair 

pemaingku kepentingain baihwai daitai yaing lengkaip dain terpercaiyai tidaik hairus selailu 

memerlukain keaikuraitain yaing kaiku kairenai keaikuraitain tainpa i kelengkaipain menjaidi tida ik 
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signifikain. Kebutuhain aikain aidministraisi pertainaihain yaing lengkaip dain terpercaiyai jaiuh 

lebih besair dairipaidai mengejair aikuraisi. 

b. Keraingkai Legail dain Institusionail  

Sejailain dengain proses pengumpulain daitai spaisiail, proses penetaipain dain 

pemberiain haik/title daipait dibuait bertaihaip aitaiu dailaim FFP disebut continuum to 

continuum. Taihaipain tersebut untuk mengaikomodaisi haik aitais tainaih yaing bersifait 

informail dain komunail seperti tainaih-tainaih aidait. Dengain konsep tersebut tingkaitain dairi 

title bisai berjenjaing dairi customairy laind yaing lebih bersifait sosiail menjaidi haik milik 

yaing lebih bersifait privaite/individuail.  

Untuk mendukung hail tersebut persepsi dairi pairai penggiait hukum pertainaihain 

dain legislaitor hairus memiliki kesaimaiain khususnyai dailaim membuait keraingkai peraiturain 

pendaiftairain tainaih yaing fleksibel dain bisai mengaikomodaisi mekainisme 

pemberiain/penetaipain haik yaing bertaihaip tersebut. Polai pikir hairus selailu dikembailika in 

kepaidai tujuain pendaiftairain tainaih dain aidministraisi pertainaihain yaiitu untuk melindungi 

haik-haik pemilik tainaih dain jugai untuk menunjaing implementaisi kebijaika in 

pembaingunain, maikai Laind reform memerlukain informaisi yaing lengkaip untuk 

kesejaihteraiain dain peningkaitain tairaif ekonomi maisyairaikait.  

Staike holders pertainaiha in jugai hairus bersinergi membaingun saitu visi ba ihwa i 

aidministraisi pertainaihain mempunya ii tujuain kepaidai dukungain terhaidaip maisyairaikait 

ekonomi lema ih sehinggai merekai maimpu untuk memperbaiiki kesejaihteraiainnyai.152 

Permaisailaihain utaimai dairi sisi legail dailaim penda iftairain tainaih di Indonesiai aidaila ih 

sistem pendaiftairain tainaih di Indonesia i mengainut sistem publikaisi negaitif bertendensika in 

positif dimainai sertipikait merupaika in ailait bukti yaing kuait dain penelusurain riwaiyait taina ih 

dilaikukain secairai berhaiti-haiti sehinggai memerlukain waiktu yaing laimai untuk proses 

pendaiftairain haik. Di sisi laiin maisyairaikait tidaik memaihaimi suaitu perbedaiain yaing berairti 

aintairai aidai sertipikait dain tidaik aidai sertipikait aitais tainaihnya i terutaimai paidai daieraih rurail, 

disaimping itu fa iktor biaiyai BPHTP yaing cukup memberaitkain baigi maisya iraikait ekonomi 

lemaih membuait keenggainain maisyairaikait untuk mendaiftair tainaihnya i.153  

                                                             
152 Muh AIrif Suhaittainto, Memba ingun Pendaifta irain … op. cit., hlm 504. Lihait: Muh AIrif Suhaittainto, 

Memba ingun AIdministra isi… op. cit., hlm 175-177. 
153 Muh AIrif Suhaittainto, Memba ingun … op. cit., hlm 504. 
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Dailaim hail ini untuk keperluain pembaingunain aidministraisi pertainaihain di Indonesia i 

perlu didefinisikain setiaip kairaikter tersebut sudaih aitaiu belum tercermin paidai sistem 

aidministraisi pertainaihain di Indonesia i, sehinggai kairaikteristik dairi FFP, meliputi: 

a. Fokus paidai tujuain AIdministraisi Pertainaihain. 

Fokus paidai tujuain AIdministraisi Pertainaihain hairus bisai menjaidi a ilait baigi 

pemerintaih untuk melaiksainaikain prograim-prograim pembaingunain dain memberikain 

jaiminain kepaistiain hukum, sertai memberikain informaisi pertainaihain baigi maisya iraikait di 

sisi laiin, sehinggai efeknyai aidailaih kemaijuain dain kesejaihteraiain maisyairaikait. Oleh kairena i 

itu, diperlukain metode yaing disesuaiikain dengain tujua in aidministraisi pertainaihain itu 

sendiri ya ing tentu saijai, sebaigaii contoh tidaik hainyai fokus kepaidai aikuraisi haisil daita i 

spaisiail taipi lebih paidai kemainfaiaitain daitai yaing telaih dikumpulkain dengain tidaik 

menguraingi jaiminain hukum (formailitais) aitais kepemilikain haik aitais tainaih paidai proses 

pendaiftairain tainaih.  

Dailaim hail ini diperlukain kesepaikaitain baihwai dukungain politik, legail maiupun 

sumberdaiyai hairus fokus kepaidai tujuain tersebut, sehinggai semuai sektor hairus 

mempunyaii komitmen dailaim menyaimaikain tujuain aidministraisi pertainaihain, yaiitu untuk 

pengaiturain kebijaikain pertainaihain demi pemeraitaiain kesejaihteraiain raikyait. Hail tersebut 

bisai tercaipaii jikai terdaipait daitai yaing lengkaip dain terpercaiyai, maikai staike holders 

pertainaihain hairus bersinergi membaingun saitu visi, baihwai pendaiftairain tainaih hairus 

berorientaisi kepaidai dukungain terhaidaip maisyairaikait lemaih, sehinggai merekai maimpu 

untuk memperbaiiki kesejaihteraiainnya i. Naimun demikiain kondisi di laipaingain 

menunjukkain, baihwai maisih bainyaik terdaipait ketimpaingain penguaisaiain tainaih, ketida ik 

teraiturain taitai ruaing, spekulaisi tainaih, menyusutnyai laihain-laihain pertainiain produktif dll 

yaing kontraiproduktif dengain tujuain dairi aidministraisi pertainaihain.  

b. Fleksibilitais Pendekaitain FFP. 

Fleksibilitais Pendekaitain FFP aidailaih pendekaitain yaing fleksibel dailaim ha il 

ketelitiain, keraingkai legail dain institusionail untuk mengaikaikomodaisi kebutuha in 

maisyairaikait. FFP jugai fleksibel dailaim hail mengaimainkain beberaipai jenis/tipe haik aitais 

tainaih dairi haik aitais tainaih yaing bersifait sosiail semisail taina ih-tainaih aidait saimpaii denga in 

haik milik perseoraingain (privaite). Kaikunya i Sistem Pendaiftairain Tainaih di Indonesia i 

menyebaibkain jumlaih bidaing tainaih yaing terukur dain terpetaikain jumlaihnyai maisih 
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minimail. Tuntutain aikuraisi yaing tinggi dikairenaikain fokus paidai pemberiain title daila im 

bentuk sertipikait haik aitais tainaih menyebaibkain pengumpulain daitai-daitai bidaing-bidaing 

tainaih berjailain laimbain. Untuk itu diperlukain usaihai baigaiimainai kelengkaipain daitai yaing 

diperoleh dairi proses pendaiftairain tainaih daipait lebih besair laigi tainpai aidainyai ketaikutain 

aikain aikuraisi daitai, sehinggai FFP menaiwairkain konsep peningkaitain secairai bertaihaip.154 

c. Peningkaitain secairai bertaihaip  

Dengain FFP peningkaitain ketelitiain, peningkaitain jenis haik berdaisairka in 

kekuaitainnya i daipait dilaikukain berdaisairkain kemaimpuain ekonomi sertai kebutuhain lega il 

dain sosiail, seiring dengain berjailainnyai waiktu. Pendaiftairain Tainaih di Indonesiai bisa i 

mengaidopsi konsep tersebut, selaimai ini sistem aidministraisi pertainaihain di Indonesia i 

belum bisai dijaidikain ailait utaimai untuk menja iwaib tuntutain pengaimbil kebija ikain 

pembaingunain baiik di tingkait pusait maiupun di daieraih, hail tersebut terkendaila i 

dikairenaikain kelengkaipain daitai yaing maisih kuraing, sebaigaii contoh tentunya i pendaiftaira in 

tainaih hairus bisai menjaiwaib pertainyaiain menda isair mengenaii siaipai, memiliki bidaing 

tainaih dimainai dain baigaiima inai kepemilikainnyai, naimun kairenai keterbaitaisain daitai, 

pertainyaiain mendaisair tersebut belum secairai maiksimail daipait dijaiwaib untuk seluruh 

bidaing tainaih di Indonesiai. Selaimai daitai-daitai spaisiail tidaik lengkaip maikai pertainyaia in 

tersebut aikain sulit terjaiwaib.  

Kelengkaipain daitai terkendailai kepaidai tingkait ketelitiain yaing dipersyairaitka in 

sesuaii regulaisi yaing aidai paidaihail rumus umum yaing aidai jikai semaikin teliti daitai yaing 

ingin kitai daipaitkain, maikai bia iyai yaing dibutuhkain untuk memperoleh daitai tersebut juga i 

semaikin maiha il, demikia in jugai sema ikin teliti daitai yaing ingin diperoleh maikai prosesnya i 

memerlukain waiktu yaing lebih laimai. Pendaiftairain tainaih jugai terkendailai kairenai aida i 

sebaigiain maisyairaikait yaing tidaik menginginkain tainaihnyai didaiftair. Oleh kairenai itu perlu 

dilaikukain pendekaitain dengain menggunaikain degree of title, yaiitu paidai taihaip pertaima i 

semuai bidaing tainaih hairus terdaiftair dain selainjutnyai terdaipait proses peningkaitain haik jika i 

diperlukain oleh pemegaing haik.  

Dailaim mewujudkain kolaiboraisi pemerintaih dain swaistai dailaim PTSL, ma ikai komitmen 

yaing hairus dibaingun terdiri dairi komitmen pemerintaih pusait dain komitmen paidai level 
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77 
 

daieraih dain sedaipait mungkin mengefektifkain ailokaisi pendainaiain dairi pendaipaitain negairai aitaiu 

dairi CSR dairipaidai menggaintungkain dainai dairi lembaigai donor.155  

Dailaim hail ini sesua ii kutipain dairi FIG (2015) konsep fit aind purpose memberika in 

element-element pendekaitain daila im metode pendaiftairain tainaih yaing pro poor aitaiu berpihaik 

paidai kailaingain ekonomi lema ih yaiitu: 

1. Fleksibel dailaim pengumpulain daitai spaisia il untuk meyediaikain daitai untuk berbaiga ii 

kebutuhain.  

2. Mencaikup semuai haik aitais tainaih.  

3. Pairtisipaitoris dailaim pendeka itain pengumpulain daitai dengain menggunaikain baintuain 

komunitais.  

4. Terjaingkaiu untuk pemerintaih dailaim menjailainkain sertai untuk maisya iraikait daila im 

menggunaikainnya i.Terpercaiyai dailaim hail informaisi yaing diberika in dain selailu up to daite. 

5. Daipait dicaipaii peneraipain sistem paidai periode waiktu yaing singkait dain dengain sumber 

daiyai yaing aidai. 

6. Bisai dilaikukain upgraide aitaiu peningkaitain sistem untuk menyikaipi kebutuhain sosiail, 

legail dain kesempaitain ekonomi. 156 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
155 Muh AIrif Suhaittainto, Memba ingun Pendaifta irain … op. cit., hlm 504 
156 Muh AIrif Suhaittainto, Memba ingun Pendaifta irain … op. cit., hlm 502. Lihait: Muh AIrif Suhaittainto, 

Memba ingun AIdministra isi… op. cit., hlm 18-19. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulain  

1. Taintaingain yaing dihaidaipi dailaim percepaitain pendaiftairain tainaih sistemaitis lengkaip di 

Indonesiai melailui kolaiboraisi aintairai pemerintaih dain swaistai dengain optimailisaisi daina i 

Corporaite Sociail Responsibility (CSR), yaiitu keterbaitaisain ainggairain dain kekuraingain 

sumber daiyai mainusiai, terutaimai surveyor kaidaister berlisensi, yaing daipait menghaimbait 

pencaipaiiain tairget pendaiftairain dain menyebaibkain sengketai tainaih.  

Untuk mengaitaisi hail ini, diperlukain terobosain seperti peningkaitain ailokaisi 

ainggairain melailui kolaiboraisi dengain perusaihaiain swaistai melailui CSR, penguaitain 

kaipaisitais SDM dengain meliba itkain lebih bainya ik surveyor dain pela itihain taimbaihain, sertai 

perbaiikain kuailitais daitai dengain teknologi modern.  

Prograim PTSL didukung oleh regulaisi seperti Instruksi Presiden No 2 Taihun 

2018 dain Permen AITR/Kai. BPN No. 6 Taihun 2018, sehinggai prograim PTSL 

menaiwairkain peluaing signifikain untuk mempercepait pendaiftairain dain legailisaisi taina ih 

dengain tairget 126 jutai sertifikait paidai taihun 2025, sertai meningkaitkain kepaistiain hukum, 

perlindungain haik aitais tainaih, aikses informaisi pertainaihain, dain mendukung pembaingunain 

berkelainjutain di Indonesiai. 

2. Model yaing daipait diteraipkain untuk kolaiboraisi aintairai pemerintaih dain swaistai daila im 

PTSL melailui dainai CSR, memungkinkain pembaigiain tainggung jaiwaib dain sumber daiya i 

yaing lebih efisien, memba intu mengaitaisi kekuraingain ainggairain dain meningkaitkain 

kuailitais daitai pertainaihain.  

Kesepaikaitain formail aintairai pemerintaih dain perusaihaiain swa istai mencaikup 

kontribusi CSR dailaim dainai, teknologi, dain keaihliain, sertai pengaiturain tainggung jaiwaib, 

pembiaiyaiain, dain pelaiksainaiain prograim PTSL.  

Daina i CSR diintegraisikain dengain dainai pemerintaih untuk pengelolaiain yaing 

efisien, dengain ailokaisi berdaisairkain pencaipaiia in kinerjai tertentu, sehinggai untuk 

memaiksima ilkain efektivitais kolaiboraisi, diperlukain pengembaingain keraingkai hukum, 
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peningkaitain trainspairainsi dain aikuntaibilitais, pelaitihain SDM, dain penggunaiain teknologi 

modern seperti Sistem Informaisi Geograifis (SIG) dain pemetaiain digitail. 

3. Daimpaik kolaiboraisi aintairai pemerintaih dain swaistai mela ilui optimailisaisi dainai Corporaite 

Sociail Responsibility (CSR) dailaim pendaiftairain tainaih sistemaitis lengkaip di Indonesiai, 

aidaila ih sebaigaii berikut:  

a. Meningkaitkain kepaistiain hukum dengain mempercepait pendaiftairain dain penerbitain 

sertifikait taina ih, sertai melindungi haik-haik hukum aitais tainaih.  

b. Meningkaitkain kuailitais daitai pertainaihain, meningkaitkain efisiensi dain aikuraisi daila im 

pengumpulain daitai, sertai mendukung sistem publikaisi elektronik.  

c. Kemudaihain aikses perbainkain, raisai aimain yaing lebih besair, dain peningkaitain hairga i 

tainaih.  

AIdaipun untuk memaiksimailkain mainfaiait kolaiboraisi, perlu diteraipkain keraingka i 

kerjai yaing jelais, pelaitihain mendaila im, penggunaiain teknologi terbairu, dain proses 

evailuaisi sertai pemaintaiuain.  

 

B. Saran  

1. Perluaisain kolaiboraisi aintairai pemerintaih dain sektor swaistai hairus diperkuait untuk 

mengoptimailkain sumber daiyai dain mengaitaisi keterbaitaisain ainggairain, yaiitu dengain caira i 

meneraipkain keraingkai kerjai yaing jela is dain staindair prosedur untuk mengaitur kontribusi, 

tainggung jaiwaib, dain mekainisme pengaiwaisain. 

2. Monitoring berkailai terhaidaip implementaisi pendaiftairain tainaih perlu dilainjutkain dain di 

evailuaisi bersaimai terkaiit perkembaingain maiupun haimba itainnyai. Koordinaisi interna il 

Kaintor AITR/BPN, koordinaisi aintairai Pusait dain Daieraih, koordinaisi denga in 

Kementeriain/Lembaigai laiin sertai Pemerintaih Daieraih. 

3. Straitegi yaing sudaih ditetaipkain aigair ditepaiti, tetaipi bersifait fleksibel aigair daipait 

disesuaiikain dengain perkembaingain situaisi dain kondisi yaing aidai. 

 

 

 



 
 

80 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku 

AIhmaid AIli, AIhmaid. Menguaik Taibir Hukum, Suaitu Kaijiain Filosopis dain Sosiologis. Jaikairtai: 

Gunung AIgung, 2002.  

AImirin, Taitaing M. Pokok-Pokok Teori Sistem. Jaikairtai: PT Raijaigraifindo Persaidai, 1996. 

AInaind, AIainchail. et.ail. Public Privaite Pairtnership in Laind AIdministraition, AInailyticail aind 

Operaitionail Fraimeworks. World Baink Publicaitions, The World Baink Group. (Waishington 

Dc USAI, 2020) 

AIisiya ih, Nuraiini dain Tri Idaiwijaiya inti. Evailuaisi Implementaisi Permen A Itr/Bpn No. 8 Taihun 2022 

Di Kaibupaiten Purworejo, Kaibupaiten Bainyumais, Dain Kaibupaiten Purbailinggai, Daila im 

Praiktik Kebijaikain Surveyor Berlisensi (A Inailisis dain Evailuaisi Permen A ITR/BPN No. 

9/2021 Jo No. 8/2022). Yogyaikairtai: STPN Press, 2024. 

AIrisaiputrai, Muhaimma id Ilhaim. Reformai AIgrairiai Di Indonesiai. Jaikairtai: Sinair Graifikai. 2015. 

AItmaidjai, I Dewai Gede. Teori Konstitusi dain Konsep Negairai Hukum. Jaitim: Setairai Press, 1996. 

Budiono, AIbdul Raichma id. Pengaintair Ilmu Hukum. Mailaing: Baiyumediai, 2005. 

Burns, Tony aind Kaite Faiirlie, Fraimework for Costing aind Finaincing Laind AIdministraition 

Services (CoFLA IS), (Naiirobi, Kenyai: UN-HAIBITAIT-FIG-GLTN, 2018). 

https://mirror.gltn.net/index.php/ component/jdownloaids/downloaid/2-gltn-

documents/2196-fraimework-for-costing-aind-fina incing-laindaidministraition-services-coflais 

Dainiri, Mais AIchmaid. Kewaijibain Tainggung Jaiwaib Sosiail Perusaihaiain dailaim Undaing-Undaing 

Perseroain Terbaitais. Jaikairtai: Kaidin, 2007. 

Dairmodihairdjo, Dairji. dain Shidairtai. Penjaibairain Nilaii-nilaii Paincaisilai dailaim Sistem Hukum 

Indonesiai. Jaikairtai: PT RaijaiGraifindo Persaidai, 1996. 

Enemairk, S. From Caidaistre to Laind Governaince. 2nd Europeain Conference On Caidaistre, 

Buchairest: FIG, 2010. 



 
 

81 
 

Friedmain, Laiwrence M. AImericain Laiw: A In Introduction, (New York: W.W. Norton aind Co., 

1984. 

Friedmain, Laiwrence M. Hukum AImerikai Sebuaih Pengaintair. Jaikairtai: PT Taitai Nusai, 2001. 

Guntur, I.G.N. et.ail. Pendaiftairain Tainaih Sistemaitik Lengkaip: Proses dain Evailuaisi Prograim 

Prioritais. Yogyaikairtai: Pusait Penelitiain dain Pengaibdiain Maisya iraikait (PPPM) dain STPN 

Press, 2017. 

Haidi, Nor. Corporaite Sociail Responsibility. Yogyaikairtai: Graihai Ilmu, 2011. 

Hairsono, Boedi. Hukum AIgrairiai Indonesiai, Sejairaih Pembentukain Undaing-Undaing Pokok 

A Igrairiai, Isi dain Pelaiksainaiainnyai. Baindung: Djaimbaitain, 1997. 

Hairsono, Boedi. Hukum AIgrairiai Indonesiai. Jaikairtai: Djaimbaitain, 2018. 

Hairtono, C.F.G. Sunairyaiti. Perainain Kesaidairain Hukum Maisyairaikait dailaim Pembaihairuain Hukum. 

Baindung: Binaiciptai, 1976. 

Huijbert, Theo. Sejairaih Filsaifait Hukum. Jaikairtai: Bulain Bintaing, 1995. 

Ibraihim, Johnny. Teori dain Metodologi Penelitiain Hukum Normaitif. Suraibaiyai: Baiyu Media i 

Publishing, 2005. 

Idris, AIbdul Raisyid. Corporaite Sociail Responsibility Sebaigaii Sebuaih Gaigaisain. Jaikairtai: Fokus 

Saihaibait, 2009. 

Kelsen, Hains. Teori Umum Tentaing Hukum dain Negairai. Baindung: Nusaimedia i & Nuainsai, 2006. 

Kementeriain AITR/BPN. Laiporain Kinerjai AITR BPN. Jaikairtai: Kementeriain AITR/BPN, 2021. 

Mainain, Baigir. Sistem Peraidilain Berwibaiwai Suaitu Pencairiain. Yogyaikairtai: FH.UII, 2005. 

Mairzuki, Peter Maihmud. Pengaintair Ilmu Hukum. Jaikairtai: Kencainai, 2008. 

Maiulidina i, Linai. Pengaiturain CSR Menuju Pembaingunain Berkelainjutain. Baindair Laimpung: 

Penerbit AIurai CV. AInugraih Utaimai Raihairjai, 2018. 



 
 

82 
 

Morán, AInai Gaircíai. et. ail. Exploring PPPPS in Support of Fit-For-Purpose Laind 

A Idministraition: AI Caise Study from Côte D’ivoire, 2021. 

https://Doi.Org/10.3390/Laind10090892 

Mertokusumo, Sudikno. Mengenail Hukum (Suaitu Pendaihuluain). Yogyaikairtai: Liberty, 1991. 

Mertokusumo, Sudikno. Hukum AIcairai Perdaitai Indonesiai. Yogyaikairtai: Liberty, 2006. 

Mujiburohmain, Diain AIris. Penegaikain Hukum Penertibain dain Pendaiyaigunaiain Tainaih Terlaintair. 

Yogyaika irtai: STPN Press, 2019. 

Noor, Muhaimma id. et. ail. Collaiboraitive Governaince Suaitu Tinjaiuain Teoritis dain Praiktik, 

Cetaikain Pertaimai. Yogyaikairtai: Bildung, 2022. 

Pairlindungain, AI.P. Perlindungain Pendaiftairain Tainaih Di Indonesiai (Berdaisairkain PP. No. 

24/1997 Dilengkaipi Dengain Pengaiturain Jaibaitain Pembuait AIktai Tainaih PP. 27 Taihun 

1998), Cetaikain Pertaimai, Baindung: CV Mainda ir Maiju, 1999. 

Petunjuk Teknis Kementeriain AITR/BPN No. 1069/3.1-100/IV/2018 Tentaing Pelaiksainaiain 

AInggairain Pendaiftairain Tainaih Sistemaitis Lengkaip Taihun 2018 berdaisairkain Peraiturain 

Menteri Keuaingain No. 86/PMK.02/2017 

Petunjuk Teknis Penaingainain AIkses Reformai AIgrairiai Taihun 2023, Direktorait Pemberdaiyaia in 

Tainaih Maisya iraikait Direktorait Jendrail Penaitaiain AIgrairiai Kementeriain AIgrairiai dain Taitai 

Ruaing/ Baidain Pertainaihain Naisionail. 

Prosiding Semina ir Naisionail Memperingaiti Hairi AIgrairiai dain Taitai Ruaing Naisionail “62 Taihun 

UUPAI” Menuntaiskain Pendaiftairain AItais Tainaih Melailui Pendaiftairain Tainaih Sistemaitik 

Laingsung (PTSL) Haimbaitain dain AIlternaitif Jailain Keluairnyai, Faikultais Hukum UGM, 15 

Oktober 2022. 

Raihairdjo, Saitjipto. Ilmu Hukum. Baindung: AIlumni, 1996. 

Raihairdjo, Saitjipto. Ilmu Hukum. Baindung: Citrai AIdityai Baikti, 2006. 

Raihairdjo, Saitjipto. Hukum Progresif Sebaigaii Daisair Pembaingunain Ilmu Hukum Indonesiai, 

Menggaigais Hukum Progresif Indonesiai. Yogyaikairtai: Pustaikai Pelaijair, 2006. 

https://doi.org/10.3390/Land10090892


 
 

83 
 

Raito, Dominikus. Filsaifait Hukum Mencairi dain Memaihaimi Hukum. Yogyaikairtai: PT Presindo, 

2010. 

Saiidi, Zaiim dain Haimid A Ibidin. Waicainai dain Praiktek Kedermaiwainain Sosiail di Indonesia i 

Jaikairtai: Piraimediai, 2004. 

Soekainto, Soerjono. Pengaintair Penelitiain Hukum. Jaikairtai: UI Press, 2011. 

Suaidi, AImrain. et. ail. Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdaitai dain Pidainai Islaim Sertai 

Ekonomi Syairiaih. Jaikairtai: Kencainai, 2016. 

Subekti, R .  Beberaipai Pemikirain Mengenaii Sistem Hukum Naisionail Yaing A Ikain Daitaing. 

Baindung: Binaiciptai, 1993. 

Sumairjai, FX. Hukum Pendaiftairain Tainaih, Edisi Revisi. Baindair Laimpung: Universitais Baindair 

Laimpung, 2015. 

Syaihraini, Riduain. Raingkumain Intisairi Ilmu Hukum. Baindung: Citrai AIdityai, 1999. 

Supriya inti, Theresiai. Mengaipai Pendaiftairain Tainaih Itu Penting, daila im Problemaitika i 

Pengelolaiain Pertainaihain di Indonesiai. Yogyaikairtai: STPN Press, 2021. 

Susainto, AI.B. Reputaition-Driven Corporaite Sociail Responsibility. Jaikairtai: Esensi, 2009. 

Untung, Hendrik Budi. Corporaite Sociail Responsibility. Jaikairtai: Sinair Graifikai, 2009. 

Waihid, Muchtair. Memaiknaii Hukum Haik Milik A Itais Tainaih (Suaitu A Inailisis Dengain Pendekaitain 

Terpaidu Secairai Normaitif dain Sosiologis). Jaikairtai: Republikai, 2008. 

Waihyono, Eko Budi. Pemikirain Pengembaingain SKKNI-IG untuk Surveyor Kaidaister. 

Yogyaika irtai: Sekolaih Tinggi Pertainaihain Naisionail, 2019. 

Waihyono Eko Budi dain Baimbaing Suyudi. Laiporain Penelitiain: Menuju Surveyor Kaidaister 

Berlisensi Yaing Profesionail (Studi Di Provinsi Kailimaintain Tengaih Dain Provinsi Jaiwa i 

Tengaih), Dailaim Penguaitain Kelembaigaiain Dailaim Kebijaikain Pertainaihain Yaing Responsif 

(Haisil Penelitiain Sistemaitis dain Straitegis STPN Taihun 2019). Yogyaikairtai: PPPM-STPN, 

2019. 



 
 

84 
 

Wairaissih Pujiraihaiyu, Esmi. Prainaitai Hukum Sebuaih Telaiaih Sosiologis. Semairaing: PT 

Suryaindairu Utaimai, 2005. 

Waiskito dain Haidi AIrnowo. Penyelenggairaiain Pendaiftairain Tainaih Di Indonesiai, Ed. Ke-1, Cet. 

Ke-1. Jaikairtai: Kencainai, 2019. 

Widairbo, Koes. Mainfaiait Pendaiftairain Tainaih Sistemaitis Lengkaip Dailaim Raingkai Mewujudkain 

Pendaiftairain Tainaih Sistemaitis Publikaisi Positif Di Indonesiai, Proposail Penelitiain 

Disertaisi, Universitais Jember, Faikultais Hukum, 2022. 

Widjaijai, Gunaiwain da in Yeremia i AIrdi Praitaimai. Resiko Hukum dain Bisnis Perusaihaiain Tainpa i 

CSR. Jaikairtai: Forum Saihaibait, 2008. 

 

Disertasi 

AIkib, Israiwaiti. Esensi Tainggung Jaiwainb Pemerintaih Dailaim Pelaiksainaiain Pendaiftairain Tainaih 

Sistemaitis Lengkaip untuk Mewujudkain Reformaisi AIgrairiai yaing Berkeaidilain. Disertaisi, 

Prograim Studi Doktor Ilmu Hukum Faikultais Hukum Universitais Haisainuddin, 2023. 

Musriaidi. Pengaiturain Pendaiftairain Tainaih Negairai Untuk Mewujudkain Tertib AIdministraisi 

Pertainaihain Di Indonesia i, Prograim Doktor Ilmu Hukum Universitais AIndailais Paidaing, 2021. 

Nitiyudo, Sairi. Regulaisi Ideail Pendaiftairain Tainaih Terhaidaip Bukti Sertipikait Yaing Berbaisis 

Kepaistiain Hukum (Studi Praiktik PPA IT aitais Staindair Pelaiyainain Pendaiftairain Tainaih paida i 

Kaintaih A ITR/BPN Kaibupaiten/Kotai Semairaing), Disertaisi Prograim Doktor Ilmu Hukum 

Faikultais Hukum Universitais Islaim Sultain AIgung Semairaing, 2023. 

Soetrisno, AIgustinus. Pendekaitain Efisiensi CSR Dengain Pembentukain Sebuaih Lembaigai Negaira i 

yaing Mengaitur Dainai dain Prograim-Prograim CSR. Disertaisi, Prograim Doktor (S3) Ilmu 

Hukum Faikultais Hukum Universitais Pelitai Hairaipain Jaikairtai, 2020. 

Hailiwelai, Naincy Silvainai. Esensi Pengaiwaisain Pemerintaih Daieraih Paidai Pelaiksainaiain Tainggung 

Jaiwaib Sosiail Dain Lingkungain Perseroain Terbaitais. Disertaisi, Prograim Doktor Ilmu 

Hukum Faikultais Hukum Universitais Haisainuddin Maikaissair, 2021. 



 
 

85 
 

Widairbo, Koes. Pendaiftairain Tainaih Sistemaitis Lengkaip Dailaim Raingkai Pendaiftairain Tainaih 

Sistem Publikaisi Positif. Disertaisi, Prograim Doktor Ilmu Hukum Faikultais Hukum 

Universitais Jember, 2024. 

 

Makalah/Jurnal 

AIdityai, Triais. et. ail. Title Vailidaition aind Collaiboraitive Maipping to AIcceleraite Quaility 

A Issuraince of Laind Registraition. Laind Use Policy 109, (2021). 

AIndairi, Dwi Wulain Titik dain Diain AIries Mujiburohmain. AIspek Hukum Laiyainain Sertifikait 

Tainaih Elektronik. AIl-AIdl Jurnail Hukum, No.1 Vol.15, (2023), (Jainuairy 2023), hlm 154, 

dailaim DOI:10.31602/ail-aidl.v15i1.7367 

AImrin, R. Nur. et. ail. Permaisailaihain Pertainaihain Paidai Daieraih Berkepaidaitain Penduduk Rendaih. 

Jurnail Widyai Bhumi, Vol. 1, No. 1, (2021). https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.4.  

AInggraiini, Yessy (et.ail.). Perbaindingain Perencainaiain Pembaingunain Naisionail Sebelum dain 

Sesudaih AImendemen Undaing-Undaing Daisair 1945. Fiait Justisiai Jurnail Ilmu Hukum, No.1 

Vol.9 (Jainuairi-Mairet 2015), dailaim DOI:10.25041/fiaitjustisiai.v9no1.589 

AInsell, Chris aind AIlison Gaish. Collaiboraitive Governaince in Theory aind Praictice. Journail of 

Public AIdministraition Reseairch aind Theory, No.4 Vol.18, (Oktober 2008), daila im 

DOI:10.1093/jopairt/mum032 

AIristo, AI.H. dain Diain AIries Mujiburohmain. Kemitraiain Pemerintaih Desai Poigair Duai Dailaim 

Pelaiksainaiain Pendaiftairain Tainaih Sistemaitis Lengkaip (PTSL). Kaicainegairai Jurna il 

Pengaibdiain Paidai Maisyairaikait, Vol. 6, No. 2, (2023). 

https://doi.org/10.28989/kaicainegairai.v6i2.1536 

AIrdaini, Mirai Novainai. Taintaingain Pelaiksainaiain Kegiaitain Pendaiftairain Tainaih Sistemaitis Lengkaip 

dailaim Raingkai Mewujudkain Pemberiain Kepaistiain Hukum. Jurnail Gema i Keaidilain, Vol. 6, 

Edisi III, (Oktober-November 2019). 

AIrdaini, Mirai Novainai. et. ail. Persoailain Tertib AIdministraisi Pertainaihain Melailui Kegiaitain 

Pendaiftairain Tainaih Yaing Berkeaidilain. Jurnail Pembaingunain Hukum Indonesiai, Vol. 4, 

No.3, 494-512, (2022). 

http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.7367
https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.4
http://dx.doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.589
http://dx.doi.org/10.1093/jopart/mum032
https://doi.org/10.28989/kacanegara.v6i2.1536


 
 

86 
 

AIrtikai, I Gede Kusumai dain Westi Utaimi. Percepaitain Pembenaihain Daitai Bidaing Tainaih Kluster 

4 Melailui Survei Daitai Pertainaihain. Bhumi Jurnail AIgrairiai dain Pertainaihain, Vol. 6, No.1, 

66-79, (2020). 

AIvivaih, Lisnaidiai Nur et. ail. Pentingnyai Pendaiftairain Tainaih Untuk Pertaimai Kaili Dailaim Raingka i 

Perlindungain Hukum Kepemilikain Sertifikait Tainaih. Jurnail Tunais AIgrairia i, Vol. 5, No. 3, 

(2022). 

AIyu, Isdiyainai Kusumai. Problemaitikai Pelaiksainaiain Pendaiftairain Tainaih Melailui Pendaiftairain 

Tainaih Sistemaitis Lengkaip Di Kotai Baitu. Jurnail Legaility, No. 1 Vol. 27, (2019). 

https://ejournail.umm.aic.id/index.php/legaility/airticle/view/8956 

Bertaiinai, Stephainie., AIlden Boetsch, Emily Kelly, Eirin Kraine, Jessicai Mitchell, Elisaibeth 

Spailding, Maitthew Stout, AIndrew Vainkait, “Collaiboraitive Plainning on Staite Trust Lainds”, 

dailaim 

https://www.reseairchgaite.net/publicaition/30838007_Collaiboraitive_Plainning_on_Staite_Tr

ust_Lainds 

Budiyono, AInugeraih Saitriai Praidainai dain Triais AIdityai. Desaiin Sistem Kaidaister Multigunai (Studi 

Kaisus Kecaimaitain Serengain, Kotai Suraikairtai). Journail of Geospaitiail Informaition Science 

aind Engineering JGISE, Vol. 5, No. 2, (2022). https://doi.org/10.22146/jgise.7565 

Caipaih, Bintaing Maisnolai. et. ail. Implementaisi SDG's-12 Melailui Pengembaingain Komunita is 

Dailaim Prograim CSR”, Pusait Studi CSR, Shaire: Sociail Work Journail, Kewiraiusaihaiain 

Sosiail, dain Pemberdaiyaiain Maisyairaikait FISIP Universitais Paidjaidjairain, Vol. 13, No. 1, 

(2023). DOI: https://doi.org/10.24198/shaire.v13i1.46502 

Chaindrai, Rendrai Onny Fernaindo. Penyelesaiiain Sengketai Sertifikait Gaindai Haik AItais Tainaih 

Menurut PP No.24/1997 Tentaing Pendaiftairain Tainaih. Dinaimikai Jurnail Ilmiaih Ilmu 

Hukum, No. 3 Vol. 26 (Februairi 2020), 358-371, daila im 

https://core.aic.uk/downloaid/pdf/287229225.pdf 

Dairwinsya ih. Muhaimmaid. AInailisai Pengairuh Straitegi Komunikaisi CSR Melailui Mediai Sosiail 

Terhaidaip Reputaisi Perusaihaiain (Studi Kaisus Paidai Perusaihaiain Consumer Goods di 

Indonesiai). Jurnail Komunikaisi, Vol. 3, No. 1, (Juni 2018). 

https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/8956
https://www.researchgate.net/publication/30838007_Collaborative_Planning_on_State_Trust_Lands
https://www.researchgate.net/publication/30838007_Collaborative_Planning_on_State_Trust_Lands
https://doi.org/10.24198/share.v13i1.46502
https://core.ac.uk/download/pdf/287229225.pdf


 
 

87 
 

Dairwis, Rudi Saiprudin., Risnai Resnaiwaity, Dessy Haissainaih. Perain Pemerintaih Dailaim 

Kolaiboraisi Staikeholders Paidai Pelaiksainaiain Prograim Corporaite Sociail Responsibility 

(CSR). Prosiding Penelitiain & Pengaibdiain Kepaidai Maisyairaikait, No.1 Vol 6, (AIgustus 

2019), dailaim DOI:10.24198/jppm.v6i1.21482 

Djaibbairudin, AIziz. Caidaistrail Surveyor in Laind Registraition System in Indonesiai: A I Current 

Developments. Journail of Laiw aind Legail Reform, 1(4), 705-722, (2020). 

https://doi.org/10.15294/jllr.v1i4.39889 

Djaiuhairi, J. et.aill. A Igrairiain laiw politic the privilege of speciail regency of Yogyaikairtai in the 

fulfillment of the rights of laind for the community”, Main in Indiai, 97 (24), (2017). 

Dzihrinai, Dia ih. et. ail. A I Waiy to AIcceleraite Laind Registraition Prograimme through Pairticipaitory 

Maipping (Caise Study: Indonesiai). FIG Working Week 2017 Surveying the world of 

tomorrow - From digitailisaition to aiugmented reaility Helsinki, Finlaind, Maiy 29–June 2, 

(2017). 

https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2017/paipers/iss7b/ISS7B_dz

ihrinai_murti_et_ail_9106.pdf 

Feronikai, Ester Sairaih. et. ail. Tainggung Jaiwaib Sosiail Perusaihaiain Bidaing Lingkungain. Prosiding 

Penelitiain & Pengaibdiain Kepaidai Maisyairaikait, Pusait Studi CSR, Kewiraiusaihaiain Sosiail & 

Pemberdaiyaiain Maisyairaikait, Universitais Paidjaidja irain Baindung, Vol. 7, No. 1, (AIpril 2020). 

Hernaindi, AIndri dain Indrai Gumilair. Straitegi Penyelesaiiain Pendaiftairain Tainaih di Indonesia i 

Dengain Menggunaikain Pendekaitain Fit-For Purpose Laind AIdministraition. Jurna il 

Sosioteknologi 18(2):242-256, (September 2019). DOI:10.5614/sostek.itbj.2019.18.2.8 

Hidaiyait, Ridhai. et. ail. AInailisis Yuridis Tainggung Jaiwaib Sosiail dain Lingkungain Perusaihaiain 

Terhaidaip Maisyairaikait Sekitair. Jurnail Penelitiain Hukum de Jure, Vol. 20, No. 4, (2020). 

Ho, S. dain AI. Raijaibifaird. Towairds 3D-enaibled urbain laind aidministraition: Straitegic lessons 

from the bim initiaitive in Singaipore. Laind Use Policy, 57, 1-10, (2016). 

http://dx.doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21482
https://doi.org/10.15294/jllr.v1i4.39889
https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2017/papers/iss7b/ISS7B_dzihrina_murti_et_al_9106.pdf
https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2017/papers/iss7b/ISS7B_dzihrina_murti_et_al_9106.pdf
http://dx.doi.org/10.5614/sostek.itbj.2019.18.2.8


 
 

88 
 

Idhaim. et. ail. Politicail Pairaidigm of Complete Systemaitic Laind Registraition Laiw to A Ictuailize 

Economic Growth Compliaince in Baitaim City Indonesiai. Journail of AIrt aind Humainities. 

Vol. 7, No. 10, (2018). 

Islaimy, Lai Ode Syaiiful dain Rinintai AIndriaini. Proses Collaiboraitive Governaince Dailaim 

Pengelolaiain Dainai Desai. Jurnail AIdministraisi Negairai, No.1 Vol.28, (AIpril 2022), hlm 1-

23, dailaim DOI:10.33509/jain.v28i1.1678 

Ji, Huainyong aind Zhongzhen Miaio, Corporaite sociail responsibility aind collaiboraitive 

innovaition: The role of government support. Journail of Cleainer Production 

Vol.260 No.6 (Mairet 2020). DOI:10.1016/j.jclepro.2020.121028 

Julya ino, Mairio dain AIdityai Yuli Sulistyaiwain. Pemaihaimain Terhaidaip A Isais Kepaistiain Hukum 

Melailui Konstruksi Penailairain Positivisme Hukum. Crepido: Jurnail Filsaifait dain Ilmu 

Hukum, Vol. 1, No. 1, (Juli 2019). 

Junairto, R dain Muh AIrif Suhaittainto. Kolaiboraisi Menyelesaiikain Ketidaiktuntaisain Prograim 

Straitegis Naisionail (PTSL-K4) di Maisyairaikait Melailui Praiktik Kerjai Laipaing (PKL). Jurna il 

Widyai Bhumi, Vol. 2, No. 1, (2022). https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.24 

Khaisainaih, U. Daimpaik Praiktik Rentenir Terhaidaip Kesejaihteraiain Pedaigaing Ecerain Dailaim 

Perspektif Ekonomi Islaim. Jurnail Hukum Ekonomi Syairiaih, Vol. 3, No. 1, (2019). 

https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2119 

Komairiaih, Kokom. Sinergi Pemerintaih dain Perusaihaiain Paidai AIktivitais CSR dailaim Raingka i 

Menghaidaipi MEAI. Jurnail Kaiwistairai, Vol. 7, No. 2, (2017). 

Kurniaiwain. et. ail. Ekspektaisi Pendaiftairain Tainaih Sistemaitis Lengkaip Terhaidaip Faiktor Sosiail 

dain Ekonomi Maisyaira ikait. Jurnail Tunais AIgrairiai, Vol. 1, No. 1, (2018). 

Kusmia irto. Problemaitikai Pembenaihain Daitai Spaisiail Bidaing Tainaih Di Kementeriain A Igrairiai 

Dain Taitai Ruaing/ Baidain Pertainaihain Naisionail. Prosiding Seminair Naisionail: Problemaitika i 

Pertainaihain dain Straitegi Penyelesaiiainnyai, STPN dain Pusait Studi Hukum AIgrairiai-Faikultais 

Hukum Universitais Trisaikti (2017). 

http://dx.doi.org/10.33509/jan.v28i1.1678
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121028
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121028
http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121028
https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.24
https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2119


 
 

89 
 

Laitorre, S. The maiking of laind ownership: laind titling in rurail Colombiai ai reply to Hernaindo de 

Soto. Third World Quairterly, 36(8), (2015). 

https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1046984 

Lestairio AIrie dain Erlinai. Sistem Pendaiftairain Tainaih yaing memberikain Perlindungain Hukum 

Baigi Pemegaing Sertifikait Haik aitais Tainaih di Indonesiai. Notairy Laiw Journail, Vol. 1, No. 1 

(2022). 

Luk, Chung Leung., Oliver H.M. Yaiu, Raiymond P.M. Chou. Staikeholders Orientaition aind 

Business Performaince: The Caise of Service Compainies in Chinai”, 

Journail of Internaitionail Ma irketing, No.1 Vol.13, (2005), daila im 

DOI:10.1509/jimk.13.1.89.58536 

Mairtono, Dwi Budi. et. ail. Caidaistre Typology ais ai Baiseline for Incrementail Improvement of 

Spaitiail Caidaistre in Jaikairtai: Towairds ai Complete Caidaistre. Laind, 11, 1732, (2022). 

https://doi.org/10.3390/laind11101732 

Mohaimma id, AIdityai Nursaimsi. et ail. Kebijaikain Pendaiftairain Tainaih Sistemaitis Lengkaip di Kotai 

Mainaido. Eksekutif Jurnail, Jurusain Ilmu Pemerintaihain, Vol. 1, No. 1, (2018).  

Mujiburohmain, Diain AIries. Potensi Permaisailaihain Pendaiftairain Tainaih Sistemaitik Lengkaip 

(PTSL). Bhumi Jurnail AIgrairiai dain Pertainaihain, No.1 Vol. 4, (Mei 2018). DOI: 

https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217  

Mukhidin. Hukum Progresif Sebaigaii Solusi Hukum Yaing Mensejaihteraikain Maisyairaikait. Jurna il 

Pembaihairuain Hukum, Vol. 1. No. 3. 

Naisir, Muhaimmaid Muhdair. Resolusi Konflik Terhaidaip Sengketai Penguaisaiain Laihain Dain 

Pengelolaiain Sumber Daiyai A Ilaim. Kertais Kerjai Epistemai, No. 3, (2012). 

Oktinai, Dinai AInggresai. et. ail. Pengairuh Peneraipain Straitegi CSR (Corporaite Sociail 

Responsibility) Dailaim Meningkaitkain Citrai Perusaihaiain Paidai PT. Pertaiminai (Persero) 

Taihun 2018. Jurnail Kompetensi, Vol. 14, No. 1, (AIpril 2020). 

Pujiriyaini, D. W. Reformai AIgrairiai Untuk Kedaiulaitain Paingain: Problem Ketidaikberlainjutain Dain 

Limitaisinyai. Jurnail Widyai Bhumi, Vol. 2, No. 1, 39–53, (2022).  

https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1046984
https://doi.org/10.1509/jimk.13.1.89.58536
https://doi.org/10.3390/land11101732
https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217


 
 

90 
 

Putrisaismitai, Giainny. Kedudukain Prograim Pendaiftairain Tainaih Sistemaitis Lengkaip Dailaim 

Keraingkai Reformai AIgrairiai Untuk Mewujudkain Kepaistiain Hukum Pertainaihain Di 

Indonesiai. Litrai Jurnail Hukum Lingkungain Taitai Ruaing dain AIgrairiai, No.1 Vol.3, (Oktober 

2023), dailaim DOI: https://doi.org/10.23920/litrai.v3i1.1466  

Raichmain, AI.AI. Muhaimmaid Insainy dain Evi Dwi Haistri. AInailisis Kendailai Implementaisi 

Peraiturain Menteri AITR/Kepailai BPN Nomor 1 Taihun 2021 Tentaing Sertipikait Elektronik. 

Mulaiwairmain Laiw Review, Vol. 6, No. 2, 91-104, (2021). 

https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i2.646. 7 

Raitriainto, Loedi. et. ail. Perain Surveyor Berlisensi Dailaim Percepaitain Pendaiftairain Tainaih Di 

Indonesiai. Jurnail Rekaiyaisai Laimpung (JRL), Vol. 1, No. 1, (2022). 

Riyaidi, Baimbaing Slaimet. et. ail. Politic of Economy Laiw In Indonesiai: Laind Certificaition 

Prograim In The Fraimework of Legail Certaiinty on Laind Title AInd Its Impaict On 

Community Economic Empowerment. Internaitionail Journail of Laiw, 2455-2194, Vol.6; 

Issue 2; (2020). www.laiwjournails.org. 

Rembeth, Peggye Lendai Oliviai. et. ail. Evailuaisi Pelaiksainaiain Pendaiftairain Tainaih Sistemaistis 

Lengkaip di Kecaimaitain Tumpaiain Kaibupaiten Minaihaisai Selaitain. AIgri: Jurnail Sosio 

Ekonomi Unsrait, Vol. 16, No. 3, (2020). 

Robinson, S. C. Trust, trainspairency, aind openness: How inclusion of culturail vailues sha ipes 

Nordic naitionail public policy straitegies for airtificiail intelligence (A II). Technology in 

Society, 63, 1–34, (2020). https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101421 

Rosilaiwaiti Yeni dain Krisnai Mulaiwairmain. Keairifain Lokail Tri Hitai Kairainai Dailaim Prograim 

Corporaite Sociail Responsibility. Jurnail AIspikom, Vol. 3, No. 6, (2019). 

Sailsaibila i, AI.Z dain R. T. Saintoso. Gaimbairain Umum Tentaing Peluaing, Kendailai Dain Pilihain 

Untuk Meningkaitkain Penggunaiain Tainaih Di Provinsi Laimpung. Jurnail Widyai Bhumi, Vol. 

2, No. 1, 65–87, (2022). 

Saipairdiyono, S dain S. Pinuji. Konsistensi Perlindungain Hukum Kepemilikain Dain Haik A Itais 

Tainaih Melailui Sertipikait Tainaih Elektronik. Jurnail Widyai Bhumi, Vol. 2, No. 1, 54–64, 

(2022). https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.19 

Saileh, Deden Daini dain Susilo Widiyaintoro. Penelitiain Praiktik Kebijaikain Surveyor Berlisensi 

(A Inailisis dain Evailuaisi Permen AITR/BPN No. 9/2021 Jo No. 8/2022), Perjailainain Menuju 

https://doi.org/10.23920/litra.v3i1.1466
http://www.lawjournals.org/
https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101421
https://doi.org/https:/doi.org/10.31292/wb.v2i1.19


 
 

91 
 

Privaitisaisi Surveyor Berlisensi Di Kotai Taingeraing, Kotai Taingeraing Selaitain, dain 

Kaibupaiten Taingeraing. (Yogyaikairtai: STPN Press, 2024). 

Sefriaini dain Sri Wairtini. Corporaite Sociail Responsibility Dain Tainggung Jaiwaib Negaira i 

Terhaidaip Haik Ekonomi, Sosiail, dain Budaiyai di Indonesiai. Jurnail Yustisiai, No.2 Vol.4, 

(Mei-AIgustus 2015), dailaim DOI:10.20961/yustisiai.v92i0.3810 

Sefriaini dain Sri Wairtini. Model Kebijaikain Hukum Tainggung Jaiwaib Sosiail Perusaihaiain di 

Indonesiai. Jurnail Hukum Ius Quiai Iustum, No.1 Vol. 24, (Jainuairi 2017), daila im 

https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.airt1  

Silveira i, Lisilene Mello dai aind Maiirai Petrini. Sustaiinaible Development aind CSR: AI Bibliometric 

A Inailysis of Internaitionail Scientific Production. Gest. Prod., São Cairlos, No.1 Vol.25, 

(Jainua iri-Mairet 2018), daila im https://doi.org/10.1590/0104-530X3173-16   

Siraiit, Sain Yuain. et. ail. Sertifikaisi Tainaih Prograim Pendaiftairain Tainaih Sistemaitis Lengkaip: 

Deskripsi dain Mainfaiaitnyai. Bhumi: Jurnail AIgrairiai dain Pertainaihain, Vol. 6, No. 2, (2020). 

Sitepu, Putri AIndaiya ini Br dain Rio Yusri Maiulainai. Taitai Kelolai Prograim Corporaite Sociail 

Responsibility (CSR) Melailui Konsep Collaiboraitive Governaince Dailaim Menunjaing 

Prograim Pembaingunain Daieraih. Jurnail Ilmu Pemerintaihain Widyai Praijai, No.1 Vol.47, 

(Juni 2021), dailaim https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1438  

Suhaidi dain Sudijono Saistroaitmodjo. The Meaining of Strengthening Licensed Surveyor in the 

Regulaition Minister of AIgrairiain A Iffaiirs aind Spaitiail Plainning Number 9 of 2021. 

Proceedings of the 4th Internaitionail Conference on Indonesiain Legail Studies, ICILS 2021, 

Semairaing, Indonesiai. http://dx.doi.org/10.4108/eaii.8-6-2021.2314364 

Suhairto, Baimbaing dain Supaidno. “Haimbaitain-Haimbaitain Dailaim Pelaiksainaiain Prograim 

Pendaiftairain Tainaih Sistemaitik Lengkaip (PTSL). IJPAI The Indonesiain Journail of Public 

AIdministraition, No.1 Vol.9, (Juni 2023), dailaim DOI: 

https://doi.org/10.52447/ijpai.v9i1.6824 

Suhairno, Hairyo Budhiaiwain, Muh AIrif Suhaittainto. “Identifikaisi Permaisailaihain Proses 

Pendaiftairain Tainaih dain Upaiyai Perbaiikainnyai dailaim Raingkai Percepaitain Proses Pendaiftairain 

Tainaih di Indonesiai (Studi Khaisus Kaintor Pertainaihain di lingkungain Kainwil Kementeriain 

http://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v92i0.3810
https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art1
https://doi.org/10.1590/0104-530X3173-16
https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1438
http://dx.doi.org/10.4108/eai.8-6-2021.2314364
https://doi.org/10.52447/ijpa.v9i1.6824


 
 

92 
 

AIgrairiai dain Taitai Ruaing /BPN Provinsi Jaiwai Timur”. Laiporain Penelitiain Sistemaitis. 

Yogyaika irtai: STPN, 2016. 

Muh AIrif Suhaittainto, Muh AIrif. Membaingun Pendaiftairain Tainaih Tepait Gunai untuk Percepaitain 

Proses Pendaiftaitain Tainaih di Indonesiai. FIT ISI dain CGISE, Teknik Geodesi UGM, 

Yogyaika irtai, 499-504, (2016). 

Suhaittainto, Muh AIrif. Membaingun AIdministraisi Pertainaihain Indonesiai Sebaigaii Sairaina i 

Pemeraitaiain Kesejaihteraiain Ekonomi Maisyairaikait Dengain Pendekaitain Tepait Gunai. 

Prosiding Seminair Naisionail: Problemaitikai Pertainaihain dain Straitegi Penyelesaiiainnya i, 

STPN dain Pusait Studi Hukum AIgrairiai-Faikultais Hukum Universitais Trisaikti, 2017, 

Suhaittainto, Muh AIrif. Meraincaing Prosedur Pengukurain Dain Pemetaiain Kaidaistrail Dailaim 

Raingkai Pendaiftairain Tainaih AIdait. Prosiding Seminair Naisionair Kairaikteristik Subyek 

Obyek Permaisailaihain dain Solusi Tainaih Ulaiyait/AIdait Dailaim Pembaingunain Pertainaihain, 

2019. 

Supaidno dain Rohmait Junairto. Mengaitaisi Permaisailaihain Pertainaihain Dengain Gotong Royong 

dain Mengaingkait Ekonomi Keraikyaitain Dengain Sertipikaisi Tainaih. Jurnail Tunais AIgrairiai, 

No.3 Vol.5, (September 2022), hlm 268-285 dailaim DOI:10.31292/jtai.v5i3.193  

Supairji dain AIries Maichmud. Corporaite Sosiail Responsibility Dailaim Perundaingain di Indonesiai 

dain Daimpaiknyai Terhaidaip Perpaijaikain. Jurnail Maigister Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, (Juli 

2017) 

Surainto dain Prijono Nugroho Djojomairtono. Licensed Surveyor Role AInailysis for A Ichieving 

Indonesiai Complete Systemaitic Laind Registraition (PTSL) in 2024. IOP Conference Series: 

Eairth aind Environmentail Science, Vol. 1127, (2022). 

Susilainingsih, Tri. PTSL Wujud Pelaiksainaiain Kewaijibain Pemerintaih untuk Menjaimin Kepaistiain 

dain Perlindungain Hukum A Itais Kepemilikain Tainaih. Jurnail Caikraiwailai Hukum, Vol. 10, 

No. 1, (2019). 

http://dx.doi.org/10.31292/jta.v5i3.193
https://iopscience.iop.org/journal/1755-1315
https://iopscience.iop.org/journal/1755-1315
https://iopscience.iop.org/volume/1755-1315/1127


 
 

93 
 

Waihyono, Eko Budi. Implementaisi Regulaisi Tentaing Surveyor Kaidaister Berlisensi Daila i 

Percepaitain Pendaiftairain Tainaih di Kaintor Wilaiyaih Baidain Pertainaihain Provinsi Sumaitera i 

Utairai. Bhumi Jurnail AIgrairia i dain Pertainaihain, Vol. 3, No. 2, (November 2017). 

Waihyono, Eko Budi dain Kusmiairto. Privaitisaisi Petugais Ukur Pertainaihain di Indonesiai, FIT-ISI 

dain CGISE, 2016 

Wairdainai, Rendrai Kurniai. Optimailisaisi Pemainfaiaitain AIset Pemerintaih Kotai Mailaing Melailui 

Penggunaiain Dainai Corporaite Sociail Responsibility (CSR). J-3P (Jurnail Pembainguna in 

Pemberdaiyaiain Pemerintaihain) Vol. 3, No. 2, (November 2018). 

Wibowo, Hendry Yuli. Criticail Review Pendaiftairain Tainaih Sistemaitis Di Indonesiai Saimpaii 

Taihun 2024. Elipsoidai Jurnail Geodesi dain Geomaitikai, No. 2 Vol. 4 (Desember 2021). 

https://doi.org/10.14710/elipsoidai.2021.15156 

Wibowo, Hendry Yuli. Implementaition of Complete Systemaitic Laind Registraition in Order to 

Modernize Indonesiain Laind A Idministraition System. Fig Working Week 2019 Geosptia il 

Informaition for ai Smairter Life aind Environment Resilience, Hainoi, Vietnaim, (AIpril 2019). 

https://www.reseairchgaite.net/publicaition/343152008_Implementaition_of_Complete_Syste

maitic_Laind_Registraition_in_Order_to_Modernize_Indonesiain_Laind_AIdministraition_Syst

em 

Widairbo, Koes dain Kusmia irto. Trainsformaisi Kaidaister di Indonesiai: Kepaistiain Hukum dailaim 

Sejairaih dain Taintaingain Pendaiftairain Tainaih. Kaida ister: Journail of Laind Informaition 

Technology, Vol. 1, No. 1, (2023). 

 Widairbo, Koes. Mission Problems of Reailizing Legail Security on Villaige-by-Villaige Laind 

Rights Periodic in Indonesiai, Internaitionail. Journail of AIdvainced Multidisciplinairy 

Reseairch aind Studies, 3(2):1183-1191, (2023), dailaim www.multireseairchjournail.com. 

Widairbo, Koes. Reailizing the Existence of Positive Publicaition System Laind Registraition in 

Indonesiai. Internaitionail Journail of AIdvainced Multidisciplina iry Reseairch aind Studies, 

3(3):333-34, (2023),  www.multireseairchjournail.com 

Yoriscai, Yenny. Pembaingunain Hukum yaing Berkelainjutain: Laingkaih Penjaiminain Hukum 

Dailaim Mencaipaii Pembaingunain Naisionail yaing Berkelainjutain. Jurnail Legislaisi Indonesiai, 

No.1 Vol.17 (Mairet 2020), dailaim DOI: https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.507 

https://doi.org/10.14710/elipsoida.2021.15156
https://www.researchgate.net/publication/343152008_Implementation_of_Complete_Systematic_Land_Registration_in_Order_to_Modernize_Indonesian_Land_Administration_System
https://www.researchgate.net/publication/343152008_Implementation_of_Complete_Systematic_Land_Registration_in_Order_to_Modernize_Indonesian_Land_Administration_System
https://www.researchgate.net/publication/343152008_Implementation_of_Complete_Systematic_Land_Registration_in_Order_to_Modernize_Indonesian_Land_Administration_System
http://www.multiresearchjournal.com/
http://www.multiresearchjournal.com/
https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.507


 
 

94 
 

Zaienuri, AIchmaid. Perainain Kaintor Jaisai Surveyor Kaidaister Berlisensi (KJSB) Dailaim 

Pelaiksainaiain Pendaiftairain Tainaih Sistemaitis Lengkaip (Studi Kaisus di Kaintor Pertainaihain 

Kaibupaiten Kairaingainyair). Jurnail Dinaimikai Hukum, Vol. 10, No. 1, (2019). 

Zaikie, Mukmin. Konflik AIgrairiai yaing Taik Pernaih Redai. Jurnail Legaility, No.1 Vol.24 (Mairet 

2016), dailaim https://ejournail.umm.aic.id/index.php/legaility/airticle/view/4256 

 

Data Internet 

Ridwain AIji Pitoko, 

https://properti.kompais.com/reaid/2016/11/18/170000721/penting.mulaii.2017.sertifikaisi.

tainaih.graitis. “Penting Mulaii 2017 Sertifikait Tainaih Graitis”, AIkses 15 Jainuairi 2017. 

https://ainggairain.kemenkeu.go.id/in/post/perubaihain-postur-dain-rinciain-aipbn-2020-di-maisai-

paindemi-covid-19, AIkses 29 Mei 2020. 

https://naisionail.kontain.co.id/news/terbaitais-ainggairain-kepailai-bpn-26-jutai-tainaih-belum-terdaiftair-

ptsl, AIkses 20 Jainuairi 2023 

https://ekonomi.bisnis.com/reaid/20230815/9/1685115/bisrai-2023-prograim-csr-jaidi-solusi-

pendainaiain-pembaingunain-naisionail, AIkses 19 AIgustus 2023 

https://www.baippenais.go.id/files/kaijia in 

trp/Kaijiain_Persiaipain_Perubaihain_Sistem_Pendaiftairain_Tainaih_Publikaisi_Positif_di_Ind

onesiai.pdf, AIkses 19 AIgustus 2023. 

https://kepri.aitrbpn.go.id/siairain-pers/detaiil/593/kementeriain-aitrbpn-fina ilisaisi-petunjuk-teknis-

ptsl-taihun-2021, “Kementeriain AITR/BPN Finailisaisi Petunjuk Teknis PTSL Taihun 

2021”, AIkses 28 Mairet 2024. 

Selfie Miftaihul Jainnaih, https://tirto.id/kementeriain-aitr-bpn-baigikain-94-jutai-sertifikait-di-taihun-

2018-ddqL, “Kementeriain AITR/BPN Baigikain 9,4 Jutai Sertifikait Di Taihun 2018”, 

AIkses 28 Mairet 2024. 

https://kepri.aitrbpn.go.id/siairain-pers/detaiil/593/kementeriain-aitrbpn-fina ilisaisi-petunjuk-teknis-

ptsl-taihun-2021, “Kementeriain AITR/BPN Finailisaisi Petunjuk Teknis PTSL Taihun 

2021”, AIkses 28 Mairet 2024. 

https://www.kominfo.go.id/content/detaiil/12924/prograim-ptsl-paistikain-penyelesaiiain-

sertifikaisilaihain-aika in%20sesuaii-tairget/0/airtikel_gpr, “Prograim PTSL Paistika in 

https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/4256
https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/perubahan-postur-dan-rincian-apbn-2020-di-masa-pandemi-covid-19
https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/perubahan-postur-dan-rincian-apbn-2020-di-masa-pandemi-covid-19
https://nasional.kontan.co.id/news/terbatas-anggaran-kepala-bpn-26-juta-tanah-belum-terdaftar-ptsl
https://nasional.kontan.co.id/news/terbatas-anggaran-kepala-bpn-26-juta-tanah-belum-terdaftar-ptsl
https://ekonomi.bisnis.com/read/20230815/9/1685115/bisra-2023-program-csr-jadi-solusi-pendanaan-pembangunan-nasional
https://ekonomi.bisnis.com/read/20230815/9/1685115/bisra-2023-program-csr-jadi-solusi-pendanaan-pembangunan-nasional
https://www.bappenas.go.id/files/kajian%20trp/Kajian_Persiapan_Perubahan_Sistem_Pendaftaran_Tanah_Publikasi_Positif_di_Indonesia.pdf
https://www.bappenas.go.id/files/kajian%20trp/Kajian_Persiapan_Perubahan_Sistem_Pendaftaran_Tanah_Publikasi_Positif_di_Indonesia.pdf
https://www.bappenas.go.id/files/kajian%20trp/Kajian_Persiapan_Perubahan_Sistem_Pendaftaran_Tanah_Publikasi_Positif_di_Indonesia.pdf
https://kepri.atrbpn.go.id/siaran-pers/detail/593/kementerian-atrbpn-finalisasi-petunjuk-teknis-ptsl-tahun-2021
https://kepri.atrbpn.go.id/siaran-pers/detail/593/kementerian-atrbpn-finalisasi-petunjuk-teknis-ptsl-tahun-2021
https://tirto.id/kementerian-atr-bpn-bagikan-94-juta-sertifikat-di-tahun-2018-ddqL
https://tirto.id/kementerian-atr-bpn-bagikan-94-juta-sertifikat-di-tahun-2018-ddqL
https://kepri.atrbpn.go.id/siaran-pers/detail/593/kementerian-atrbpn-finalisasi-petunjuk-teknis-ptsl-tahun-2021
https://kepri.atrbpn.go.id/siaran-pers/detail/593/kementerian-atrbpn-finalisasi-petunjuk-teknis-ptsl-tahun-2021
https://www.kominfo.go.id/content/detail/12924/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertifikasilahan-akan%20sesuai-target/0/artikel_gpr
https://www.kominfo.go.id/content/detail/12924/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertifikasilahan-akan%20sesuai-target/0/artikel_gpr


 
 

95 
 

Penyelesaiiain Sertifika isi Laihain AIkain Sesuaii Tairget”, AIkses 28 Mairet 2024. Lihait: 

https://www.bpkp.go.id/beritai/reaid/19920/0/Kementeriain-AITRBPN-Jikai-PTSL-

Berhaisil-Sebaigia in-Naiwaicitai-Bisai-Dibilaing-Berhaisil.bpkp, “Kementeriain AITR/BPN 

Jikai PTSL Berhaisil Sebaigiain Naiwaicitai Bisai-Dibilaing Berhaisil, AIkses 28 Mairet 2024.  

https://www.kompais.com/properti/reaid/2024/04/03/172107221/kejair-tairget-ptsl-aihy-mintai-

taimbaihain-ainggairain-ke-sri-mulyaini, AIkses 1 AIpril 2024. 

https://www.aintairainews.com/beritai/3554049/menteri-aitr-bpn-taihun-2025-seluruh-tainaih-di-

indonesiai-bersertifikait, AIkses 1 Mei 2024 

AIde Mirainti Kairuniai dain Erlainggai Djumenai, “Kementeriain AITR: Sudaih 101 Jutai Bidaing Tainaih 

Terdaiftair”, dailaim 

https://Money.Kompais.Com/Reaid/2023/02/01/203900826/Kementeriain-AItr--Sudaih-

101-Jutai-Bidaing-Tainaih-Terdaiftair, AIkses 1 Juni 2024. 

https://www.beaicukaii.go.id/beritai/taintaingain-2024-menainti-aipbn-2024-haidir-3-fungsi.html, 

AIkses 1 Juli 2024. 

https://economy.okezone.com/reaid/2023/07/06/320/2842232/dainai-csr-bisai-tembus-rp80-triliun-

waipres-aipresiaisi-kolaiboraisi-bumn-swaistai, AIkses 1 Juli 2024 

https://lppi.umy.aic.id/wp-content/uploaids/2019/05/Caitaihu-2018-KPAI-Laiyout-Finail-

dikompresi_compressed_compressed-min-min-1_compressed-1_reduce_reduce-

dikompresi_compressed-1_compressed-pdf.io_.pdf,  “Caitaitain AIkhir Taihun Konsorsium 

Pembairuain AIgrairiai (KPAI) Taihun 2018, Maisai Depain Reformai AIgrairiai Melaimpaiui 

Taihun Politik”, AIkses 1 Juli 2024.  

Baidain Pusait Staitistik, Staitistik Indonesiai 2024 Staitisticail Yeairbook of Indonesiai 2024 Volume 

52, 2024, daila im 

https://www.bps.go.id/id/publicaition/2024/02/28/c1baicde03256343b2bf769b0/staitistik-

indonesiai-2024.html, AIkses 25 Juli 2024 

https://indonesia ibaiik.id/infograifis/wilaiyaih-raiwain-gempai-di-indonesiai, AIkses 25 Juli 2024 

https://indonesia ibaiik.id/videopendek/indonesiai-siaigai-bencainai, AIkses 25 Juli 2024 

 

Peraturan Perundang-Undangan 

Undaing-Undaing Nomor 5 Taihun 1960 tentaing Peraiturain Daisair Pokok-Pokok AIgrairiai 

Undaing-Undaing Nomor 19 Taihun 2003 Tentaing BUMN 

https://www.bpkp.go.id/berita/read/19920/0/Kementerian-ATRBPN-Jika-PTSL-Berhasil-Sebagian-Nawacita-Bisa-Dibilang-Berhasil.bpkp
https://www.bpkp.go.id/berita/read/19920/0/Kementerian-ATRBPN-Jika-PTSL-Berhasil-Sebagian-Nawacita-Bisa-Dibilang-Berhasil.bpkp
https://www.kompas.com/properti/read/2024/04/03/172107221/kejar-target-ptsl-ahy-minta-tambahan-anggaran-ke-sri-mulyani
https://www.kompas.com/properti/read/2024/04/03/172107221/kejar-target-ptsl-ahy-minta-tambahan-anggaran-ke-sri-mulyani
https://www.antaranews.com/berita/3554049/menteri-atr-bpn-tahun-2025-seluruh-tanah-di-indonesia-bersertifikat
https://www.antaranews.com/berita/3554049/menteri-atr-bpn-tahun-2025-seluruh-tanah-di-indonesia-bersertifikat
https://money.kompas.com/Read/2023/02/01/203900826/Kementerian-Atr--Sudah-101-Juta-Bidang-Tanah-Terdaftar
https://money.kompas.com/Read/2023/02/01/203900826/Kementerian-Atr--Sudah-101-Juta-Bidang-Tanah-Terdaftar
https://www.beacukai.go.id/berita/tantangan-2024-menanti-apbn-2024-hadir-3-fungsi.html
https://economy.okezone.com/read/2023/07/06/320/2842232/dana-csr-bisa-tembus-rp80-triliun-wapres-apresiasi-kolaborasi-bumn-swasta
https://economy.okezone.com/read/2023/07/06/320/2842232/dana-csr-bisa-tembus-rp80-triliun-wapres-apresiasi-kolaborasi-bumn-swasta
https://lppi.umy.ac.id/wp-content/uploads/2019/05/Catahu-2018-KPA-Layout-Final-dikompresi_compressed_compressed-min-min-1_compressed-1_reduce_reduce-dikompresi_compressed-1_compressed-pdf.io_.pdf
https://lppi.umy.ac.id/wp-content/uploads/2019/05/Catahu-2018-KPA-Layout-Final-dikompresi_compressed_compressed-min-min-1_compressed-1_reduce_reduce-dikompresi_compressed-1_compressed-pdf.io_.pdf
https://lppi.umy.ac.id/wp-content/uploads/2019/05/Catahu-2018-KPA-Layout-Final-dikompresi_compressed_compressed-min-min-1_compressed-1_reduce_reduce-dikompresi_compressed-1_compressed-pdf.io_.pdf
https://www.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/c1bacde03256343b2bf769b0/statistik-indonesia-2024.html
https://www.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/c1bacde03256343b2bf769b0/statistik-indonesia-2024.html
https://indonesiabaik.id/infografis/wilayah-rawan-gempa-di-indonesia
https://indonesiabaik.id/videopendek/indonesia-siaga-bencana


 
 

96 
 

Undaing-Undaing Nomor 25 Taihun 2004 tentaing Sistem Perencainaiain Pembaingunain Naisionail  

Undaing-Undaing Nomor 32 Taihun 2004 tentaing Pemerintaihain Daieraih 

Undaing-Undaing Nomor 17 Taihun 2007 tentaing Rencainai Pembaingunain Jaingkai Painjaing 

Naisionail 2005-2025 

Undaing-Undaing Nomor 25 Taihun 2007 tentaing Penainaimain Modail 

Undaing-Undaing Nomor 40 Taihun 2007 tentaing Perseroain Terbaitais 

Undaing-Undaing Republik Indonesiai. Nomor 4 Taihun 2011 Tentaing Informaisi Geospaisiail. 

Peraiturain Pemerintaih Nomor 24 Taihun 1997 tentaing Pendaiftairain Tainaih  

Peraiturain Pemerintaih Nomor 47 Taihun 2012 Tentaing Tainggung Jaiwaib Sosiail dain Lingkungain 

Peraiturain Pemerintaih Nomor 18 Taihun 2021 tentaing Haik Pengelolaiain, Haik AItais Tainaih, Saituain 

Rumaih Susun dain Pendaiftairain Tainaih 

Peraiturain Presiden Nomor 86 Taihun 2018 tentaing Reformai AIgrairiai 

Peraiturain Presiden Nomor 18 Taihun 2020 tentaing Rencainai Pembaingunain Jaingka i Menengaih 

Naisionail Taihun 2020-2024 

Peraiturain Presiden Nomor 62 Taihun 2023 tentaing Percepaitain Pelaiksainaiain Reformai AIgrairiai. 

Instruksi Presiden Nomor 2 Taihun 2018 tentaing Percepaitain Pendaiftairain Tainaih Sistemaitis 

Lengkaip di Seluruh Wilaiyaih Indonesiai. 

Peraiturain Menteri Keuaingain Republik Indonesiai Nomor 86/PMK.02/2017 tentaing Staindair Biaiya i 

Keluairain Taihun AInggairain.  

Peraiturain Menteri AIgrairiai da in Taitai Ruaing/Kepailai Baidain Pertainaihain Naisionail Nomor 33 Taihun 

2016 tentaing Surveyor Kaidaister Berlisensi 

Surait Keputusain Bersaimai Menteri AIgrairiai dain Taitai Ruaing/ Kepailai Baidain Pertainaihain Naisionail, 

Menteri Dailaim Negeri, Menteri Desai, Pembaingunain Daieraih Tertinggail dain Trainsmigraisi 

Nomor 25/SKB/V/2017 Nomor 590-3167AI Taihun 2017 Nomor 34 Taihun 2017 tentaing 

Pembiaiyaiain Persiaipain Pendaiftairain Tainaih Sistemaitis. 

Peraiturain Menteri AITR/Kai. BPN Nomor 6 Taihun 2018 tentaing Pendaiftairain Tainaih Sistemaitis 

Lengkaip.  

Peraiturain Menteri AITR/Kai. BPN Nomor 27 Taihun 2020 tentaing Roaid Maip Reformaisi Birokraisi 

2020-2024 Kementeriain AIgrairia i dain Taitai Ruaing/ Baidain Pertainaihain Naisionail. 



 
 

97 
 

Peraiturain Menteri AIgrairiai da in Taitai Ruaing/Kepailai Baidain Pertainaihain Naisionail Nomor 16 Taihun 

2021 tentaing Ketentuain Pela iksainaiain Peraiturain Pemerintaih Nomor 24 Taihun 1997 tentaing 

Pendaiftairain Tainaih.  

Kementeriain AITR/BPN Petunjuk Teknis Nomor 1069/3.1-100/IV/2018 tentaing Pelaiksainaiain 

AInggairain PTSL taihun 2018. 

Peraiturain Menteri AIgrairiai dain Taitai Ruaing/Kepailai Baidain Pertainaihain Naisionail Nomor 8 Taihun 

2022 Tentaing Perubaihain aitais Peraiturain Menteri AIgrairiai dain Taitai Ruaing/Kepailai Baida in 

Pertainaihain Naisiona il Nomor 9 Taihun 2021 tentaing Surveyor Berlisensi 

Putusain Maihkaimaih Kostitusi RI No. 53/PUU-VI/2008 tentaing Judiciail Review Paisail 74 

Undaing-Undaing No. 40 Taihun 2007 tentaing Perseroain Terbaitais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

1. Nama Lengkap : Endang Widuri 

2. Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen, 10 Mei 1975. 

3. Agama : Islam 

4. Jenis Kelamin : Perempuan 

5. Alamat Rumah : Gang Mangga Nomor 807 RT 01/ RW 06  

   Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen  

   (Kode Pos 54412) 

6. Nomor HandPhone          : 08156973098 

7. Email : 

a. widurisutanta@gmail.com 

b. endangwiduri@uinsaizu.ac.id 

8. Riwayat Pendidikan : 

a. Strata 1 : Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan  

Agung Semarang (Lulus Tahun 1997).    

b. Strata 2 : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada  

   Yogyakarta (Lulus Tahun 2006). 

9. Asal Instansi : Universitas Islam Negeri Prof. K.H.  

Saifuddin Zuhri Purwokerto 

10. Pekerjaan : Dosen Fakultas Syariah 

11. Status : Menikah 

a. Suami : Drs. Sutanta 

b. Anak : Annisa Weningtyas, S.H. 

   Bagas Farras Hazim 

 

 

Yogyakarta, 30 Agustus 2024 

 

 

 

Endang Widuri 

mailto:widurisutanta@gmail.com
mailto:endangwiduri@uinsaizu.ac.id

	Untitled-1
	9dcb2af577bd0d7deb98921bee07a62959d4805c24e562761316dcdf69e64ab8.pdf
	18bed53c5e5f88abb694ce765dfbf404acc5327accc0b9c13cc5f427efde33fb.pdf
	b615a994c4bae8815bf707351c92a0d961d0b46f7a0e139947174ee415e15096.pdf
	c1533090801a42e4ec4bdb418c2afc2cef61c35508c34e0f481326361f96300f.pdf
	MOTTO
	PERSEMBAHAN


	b615a994c4bae8815bf707351c92a0d961d0b46f7a0e139947174ee415e15096.pdf
	51e4ce8524f5da2771c6bec6c02f1f7a74e77804f512b82a4bfe1f1313d1653c.pdf
	BAB I
	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan Penelitian
	D. Manfaat Penelitian
	E. Orisinalitas penelitian
	F. Kerangka Teori
	G. Metode penelitian
	1. Jenis Penelitian
	2. Pendekatan Penelitian
	a. Pendekaitain peraiturain perundaing-undaingain (staitue aipproaich) dilaikukain melailui pengkaijiain terhaidaip setiaip peraiturain perundaing-undaingain terkaiit implementaisi konsep kolaiboraisi pemerintaih dain swaistai untuk percepaitain penda...
	b. Pendekaitain konseptuail (conseptuail aipproaich) dilaikukain dailaim raingkai melaikukain penelusurain secairai konseptuail mengenaii konsep kolaiboraisi pemerintaih dain swaistai untuk percepaitain pendaiftairain tainaih di Indonesiai melailui CS...
	c. Pendekaitain historis (historicail aipproaich) dilaikukain dengain menelaiaih laitair belaikaing aipai yaing dipelaijairi dain perkembaingain pengaiturain mengenaii isu yaing dihaidaipi.  Penulis menggunaikain pendekaitain ini yaikni ingin mengungk...
	3. Objek Penelitian
	4. Sumber Data Penelitian
	5. Teknik Pengumpulan Data
	6. Analisis dan Pembahasan


	BAB II
	PEMBAHASAN
	A. Peluang dan Tantangan Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Indonesia
	B. Model Kolaborasi Antara Pemerintah Dan Swasta Dalam PTSL Melalui Dana CSR
	C. Dampak Kolaborasi Antara Pemerintah Dan Swasta Melalui Optimalisasi Dana CSR Dalam PTSL Di Indonesia
	1. Dampak Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Melalui Optimalisasi Dana CSR terhadap Kepastian Hukum dalam PTSL
	2. Dampak Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Melalui Optimalisasi Dana CSR terhadap Kualitas Data dan Administrasi Pertanahan

	BAB III
	PENUTUP
	A. Kesimpulain
	B. Saran


	e871a8a8456f0f022fc7f6fe5ff9d1217e1ce414bacc05d694cd6e0876ea267a.pdf
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP





